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ABSTRAK 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) implementasi 
kebijakan peningkatkan mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Sleman Yogyakarta; (2) faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi 
kebijakan tersebut. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 1 Depok, Slemen, Yogyakarta pada April-
Juni 2016. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, 
dan siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data dianalisis secara interaktif model Miles and Hubberman yakni 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji 
dengan triangulasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan 
peningkatkan mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman 
Yogyakarta telah dilaksanakan dengan a) komunikasi rutin secara internal dan 
eksternal melalui rapat, b) sumber daya yang berkualitas, sumber dana yang 
berasal dari BOS, SPP, dan bantuan lain, serta adanya sarana prasarana yang 
cukup memadai, c) adanya komitmen yang baik dari implementor serta 
kepedulian yang tinggi dan iklim demokratis dari pemimpin pada saat 
pelaksanaan kebijakan, d) birokrasi yang efisien, e) visi dan misi sekolah sebagai 
landasan pembangunan dan pengembangan kultur sekolah, f) kegiatan manajerial 
yang baik dan inovatif; (2) faktor pendukung implementasi kebijakan tersebut 
adalah a) tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, multitalenta, dan 
berpendidikan tinggi, b) dukungan yayasan dan pihak eksternal. Di sisi lain, faktor 
penghambat hal itu yaitu a) kualitas input (siswa) yang rendah dan b) program 
pembangunan sekolah yang belum selesai. 
 
Kata kunci: implementasi, kebijakan pendidikan, mutu pendidikan, SMP 
Muhammadiyah 1 Depok 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perubahan merupakan salah satu hal yang senantiasa melekat pada 
kehidupan manusia. Perubahan kehidupan manusia terjadi secara terus 
menerus dan berkelanjutan serta sangat dinamis. Dewasa ini kehidupan 
masyarakat mengalami perubahan yang sangat besar dengan adanya 
globalisasi yang ditandai salah satunya dengan adanya revolusi informasi. Hal 
tersebut membuat dunia semakin terbuka sehingga menghilangkan batas-
batas geografis, politis, sosial-budaya serta aspek-aspek lain yang ada dalam 
kehidupan. Hermino (2014: 343-344) mengemukakan bahwa globalisasi 
dilihat sebagai suatu fenomena dan proses yang memunculkan berbagai 
wajah, berbagai pendapat dan interpretasi yang menyebabkan berbagai jenis 
bahkan dampak yang dramatis pada manusia, budaya, dan masyarakat.  
Globalisasi memberikan tuntutan kehidupan yang semakin kompleks 
sehingga perlu adanya kesadaran bahwa peningkatan kualitas sumber daya 
manusia sebagai aktor dalam kehidupan menjadi hal yang esensial untuk 
dikembangkan. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang 
berkualitas salah satunya adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan 
hal yang penting dalam hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Nana  
Syaodih dalam buku Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah 
bahwa berdasarkan hasil penelitian pengendalian mutu pendidikan, 
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pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya 
manusia dan insan yang berkualitas.  
Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan 
kualitas hidup manusia, pada intinya bertujuan untuk memanusiakan manusia, 
mendewasakan, serta mengubah perilaku, serta meningkatkan kualitas lebih 
baik. Pada kenyataannya, pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, 
melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan 
akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Setiap saat pendidikan 
selalu menjadi fokus perhatian dan bahkan tidak jarang menjadi sasaran 
ketidakpuasan karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, 
bukan hanya menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini. Itulah 
sebabnya pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan 
peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan 
kehidupan masyarakat (Fatah, 2013:35). Hal tersebut sejalan dengan  UU 
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 
(PROPENAS), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam bidang 
pendidikan di Indonesia, yaitu (1) mempertahankan hasil-hasil pembangunan 
pendidikan yang telah dicapai; (2) mempersiapkan sumber daya manusia 
yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global; dan (3) sejalan 
dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut 
untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan 
proses pendidikan yang lebih demokratis, memerhatikan keberagaman, 
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memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong 
peningkatan partisipasi masyarakat (Hasbullah, 2006: 1). 
Arif Rohman (2012: 2) mengemukakan, upaya dalam menghadapi 
tantangan perkembangan dunia perlu adanya sebuah langkah dalam posisi 
yang strategis dalam kehidupan, salah satunya ialah dengan adanya rekayasa 
politik. Rekayasa politik yang dimaksud adalah penetapan pendekatan, 
metode, strategi perumusan dan penerapan kebijakan politik yang mengatur 
secara ketat penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, rekayasa politik 
dilakukan melalui perumusan dan penerapan kebijakan pendidikan. 
Kebijakan pendidikan dimaksudkan sebagai keseluruhan keputusan serta 
perundang-undangan hasil dari proses dan produk politik yang mengatur 
penyelenggaraan pendidikan. Menurut Hasbullah (2006: 2) salah satu produk 
politik yang mengatur penyelenggaraan pendidikan adalah dengan kehadiran 
UU Nomor 32 Tahun 2004 (dimulai dengan UU Nomor 29 Tahun 1999) 
tentang Pemerintahan Daerah, di mana sejumlah kewenangan telah 
diserahkan oleh pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, memungkinkan 
daerah untuk melakukan kreasi, inovasi, dan berimprovisasi dalam 
membangun daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan.  
Berlakunya kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan tidak 
serta merta dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan yang ada 
di Indonesia. Menurut Hasbullah (2006: 65), salah satu permasalahan 
pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu 
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pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan 
dasar dan menengah.  
Sejak lahirnya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) seperti yang diungkapkan Marselus R. 
Payong (2011: 74-75), fokus perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan 
menjadi semakin terasa. Undang-Undang tersebut telah memberikan tonggak 
penting bagi peningkatan mutu pendidikan melalui perhatiannya pada 
standarisasi pendidikan nasional.  
Tonggak penting lainnya menurut Marselus R. Payong (2011: 75) 
adalah lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
yang merupakan penjabaran dari UU No.20/2003. Undang-Undang ini yang 
sering disebut UUGD (Undang-Undang Guru dan Dosen) telah secara 
spesifik mengatur tentang standarisasi guru (kualifikasi dan kompetensi), hak 
dan kewajiban, rekrutmen, penempatan dan distribusi, pembinaan dan 
pengembangan, serta perlindungan dan penghargaan terhadap guru. Menurut 
Masnur Muslich (2007: 1) isu yang paling menjadi perhatian di dunia 
pendidikan setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen pada Desember 2005 adalah persoalan sertifikasi 
guru. Menurut Masnur Muslich (2007: 2), sertifikasi adalah proses pemberian 
sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, 
yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, 
serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 
yang dibarengi dengan peningkatan kesejateraan yang layak. Menurut 
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Marselus R. Payong (2011: 76), melalui sertifikasi setidaknya terdapat 
jaminan dan kepastian tentang status profesionalisme guru dan juga 
menunjukkan bahwa pemegang lisensi atau sertifikat memiliki kemampuan 
tertentu dalam memberikan layanan profesional kepada masyarakat. Menurut 
Syaiful Sagala ( 2007: 237) pelayanan yang terbaik atau pelayanan prima 
sangat diperlukan di setiap sekolah agar siswa dapat belajar dengan optimal. 
Menurut Syafarudin (2000: 20), sekolah berfungsi untuk membina sumber 
daya manusia yang kreatif dan inovatif, sehingga lulusanya memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Sekolah dituntut mencari dan menerapkan suatu 
strategi baru yang dapat mendorong perbaikan mutu pada tingkat satuan 
pendidikan.  
Siti Irine Astuti D. (2011: 90) mengemukakan, peningkatan mutu 
sekolah adalah suatu proses yang sistematis dan terus menerus untuk 
meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang 
berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai 
dengan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya Undang-Undang No.20 
Tahun 2003 pasal 51 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan 
bahwa: 
“Pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan 
minimal dan prinsip Manajeman Berbasis Sekolah/Madrasah.” 
 
menghadirkan sekolah sebagai suatu lembaga yang memiliki otoritas dan 
kewenangan dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan 
sekolah dan visi serta misi yang menjadi acuan dalam mencapai tujuan, 
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dengan demikian diharapkan sekolah dapat meingkatkan mutu pendidikan 
pada tingkat satuan pendidikan.  
 Istilah kebijakan sering dan secara luas dipergunakan dalam konteks 
tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya 
(Hasbullah, 2015: 39). Hal tersebut ini akan semakin jelas bila diikuti 
pandangan seorang ilmuwan politik, Carl Fredrich (Hasbullah, 2015: 39), 
yang menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada 
tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu 
seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 
sasaran yang diinginkan. Dalam proses pembuatan kebijakan (policy making 
process), merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap 
pembuatan kebijakan politik, di dalam aktivitas politis ini dijelaskan sebagai 
proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap 
yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, 
seperti: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, 
implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Hasbullah, 2015: 63).  
Mengacu dari tahap-tahap yang telah dijelaskan di atas, peneliti 
menggarisbawahi pada tahap implementasi kebijakan. Menurut Wibawa 
(Hasbullah, 2015: 92), implemenasi kebijakan diartikan sebagai 
pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya 
tertuang dalam suatu Undang-Undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-
instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Menurut 
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Hasbullah (2015: 91) sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan 
adalah dapat dilihat pada bagaimana implementasinya. Rumusan kebijakan 
yang dibuat bukan hanya sekedar berhenti pada tataran rumusan, melainkan 
harus secara fungsional dilaksanakan. Sebaik apa pun rumusan kebijakan 
yang dibuat, jika tidak diimplementasikan, tidak akan dapat dirasakan 
manfaatnya. Sebaliknya, sesederhana apa pun rumusan kebijakan, jika sudah 
diimplementasikan, akan lebih bermanfaat, apapun hasilnya. Implementasi 
sebuah kebijakan itu sendiri berupa program-program yang untuk kemudian 
direalisasikan melalui sebuah kegiatan. 
Pada dasarnya setiap lembaga atau institusi pastilah memiliki sebuah 
kebijakan sebagai jalan pencapaian visi misi sebagai tujuan ataupun kebijakan 
sebagai solusi sebuah permasalahan. Perbedaan tujuan dan permasalahan 
menuntut adanya alternatif kebijakan yang berbeda pula. Seperti yang 
dihadapi oleh SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta dimana 
berdasarkan pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, SMP 
Muhammadiyah 1 Depok pernah mengalami permasalahan tentang jumlah 
siswa.  
SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta merupakan 
sekolah menengah yang pernah mengalami keterpurukan dimana hanya 
mampu menerima murid baru yang berjumlah 10 siswa yang kemudian hanya 
bertahan 8 siswa. Keterpurukan tersebut mengakibatkan terancamnya SMP 
Muhammadiyah 1 Depok untuk ditutup karena tidak memenuhi jumlah 
standar minimal siswa baru. Sehingga, tahun 2009 SMP Muhammadiyah 1 
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Depok meneguhkan perubahan dan pembenahan kualitas, manajemen dan 
program sekolah. Perubahan ini memiliki arti penting, mengingat kondisi 
sebelumnya mengalami keterpurukan di berbagai dimensi. Semangat 
perubahan dan pembenahan yang tersimpul dalam sebuah motto: berubah, 
berbenah dan inovatif. Sehingga dari tahun ajaran 2009-2010 hingga tahun 
ajaran 2015-2016 jumlah siswa mengalami peningkatan. Selain itu, beberapa 
prestasi akademik maupun non-akademik telah didapat sebagai salah satu 
wujud eksistensi sekolah. 
 Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan sekolah yang yang 
telah diimplementasikan dalam memperbaiki mutu pendidikan di SMP 
Muhammadiyah 1 Depok. Menurut Hasbullah (2015: 18), pada dasarnya 
mutu pendidikan adalah karakteristik yang harus melekat pada sistem 
pendidikan itu sendiri, kemampuan meningkatkan mutu harus dimiliki oleh 
sekolah sebagai suatu sistem yang otonom tanpa tergantung pada atau 
dikendalikan oleh pihak luar, termasuk pemerintah. Peningkatan mutu erat 
kaitanya dengan kreativitas pengelola satuan pendidikan dan guru dalam 
pengembangan kemampuan belajar siswa. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Peningkatan 
Mutu Pendidikan Di SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman Yogyakarta”. 
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan masalah-
masalah sebagai berikut. 
1. Terjadinya disharmonisasi pada internal sekolah. 
2. Sekolah mengalami penurunan baik dalam segi kualitas maupun kuantitas 
peserta didik. 
3. Jumlah peserta didik tidak memenuhi jumlah standar minimal peserta 
didik baru mengakibatkan sekolah terancam ditutup.  
4. Terjadinya keterpurukan yang sekolah alami dalam berbagai dimensi. 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas pada dasarnya 
perlu dibahas secara menyeluruh, akan tetapi karena keterbatasan peneliti, 
maka dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan masalah yang dikaji. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pada “Implementasi Kebijakan 
Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman 
Yogyakarta”. 
D. Rumusan Masalah 
Bersadasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah serta 
batasan masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 
1. Bagaimana implementasi kebijakan peningkatkan mutu pendidikan di 
SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman Yogyakarta? 
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2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat bagi SMP 
Muhammadiyah 1 Depok Sleman Yogyakarta dalam meningkatkan mutu 
pendidikannya? 
E. Tujuan Penelitian 
1. Mendiskripsikan implementasi kebijakan peningkatkan mutu pendidikan 
di SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman Yogyakarta. 
2. Mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat bagi SMP 
Muhammadiyah 1 Depok Sleman Yogyakarta dalam meningkatkan mutu 
pendidikannya. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai salah satu masukan dan 
sumbangan terhadap perkembangan bidang kajian penelitian terutama 
yang berkaitan dengan kebijakan sekolah dalam meningkatkan mutu 
pendidikan. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan 
kajian penelitian-penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Lembaga Pendidikan Lain 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
informasi sebagai salah satu pertimbangan para pembuat kebijakan dan 
pengambil keputusan di tingkat satuan pendidikan dalam menentukan 
kebijakan  untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
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b. Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun 
kebijakan sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan pada 
tingkat satuan pendidikan. 
c. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi terkait 
dengan kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 
Selanjutnya penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai acuan untuk 
melakukan penelitian yang lebih baik. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Deskripsi Teori 
1. Konsep Kebijakan Pendidikan 
a. Pengertian Kebijakan 
Kata “kebijakan”, merupakan terjemahan dari kata “policy” 
dalam bahasa Inggris, yang berarti mengurus masalah atau 
kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. 
Kebijakan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu 
kebijakan yang ditetapkan secara subjektif. Hasbullah (2015: 37) 
menerangkan dalam pengertian operatifnya, kebijakan dapat diartikan 
sebagai: 
1) suatu penggarisan ketentuan-ketentuan; 
2) yang bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk 
mencapai kesepahaman dan maksud, cara dan sarana; 
3) bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang 
berorganisasi; 
4) sehingga terjadi dinamisasi gerak tindak yang terpadu, sehaluan 
dan seirama mencapai tujuan bersama tertentu bersama tertentu. 
Menurut Kamus Oxford (Nanang Fatah, 2013: 131), kebijakan 
berarti “rencana kegiatan” atau pernyataan tujuan-tujuan ideal. Hugo  
Helco (Arif Rohman, 2012: 86) menyebutkan bahwa kebijakan adalah 
cara bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa 
permasalahan. Hogwood dan Gunn (Nanang Fatah, 2013: 135) 
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membedakan kebijakan sebagai label untuk bidang kegiatan, 
kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau 
keadaan yang diinginkan. Kebijakan sebagai proposal khusus, 
kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan sebagai otorisasi 
formal, kebijakan sebagai program, kebijakan sebagai hasil, kebijakan 
sebagai outcome, kebijakan sebagai teori atau model, dan kebijakan 
sebagai proses. 
Menurut Hasbullah (2015: 38) secara konseptual, ada beragam 
pengertian yang diberikan para ahli tentang kebijakan. Namun secara 
umum “kebijakan” dapat dikatakan suatu rumusan keputusan 
pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi 
masalah atau persoalan yang di dalamnya terdapat tujuan, rencana dan 
program yang akan dilaksanakan. 
Menurut Eulau dan Prewit yang dikutip oleh Jones (Hasbullah, 
2015: 38), bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan 
oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang 
membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. 
Selanjutnya Jones menganalisis komponen-komponen pengertian 
kebijakan yang terdiri dari: 
1) goal, atau tujuan yang diinginkan; 
2) plan atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai 
tujuan; 
3) program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan; 
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4) decision, ialah tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, 
membuat rencana, melaksanakan, dan menilai rencana; 
5) effect, yaitu akibat-akibat dari rencana (disengaja atau tidak, primer 
atau sekunder, diperhitungkan sebelumnya atau tidak, diestimasi 
sebelumya atau tidak).  
b. Kebijakan Pendidikan 
Istilah “kebijakan pendidikan” merupakan terjemahan dari 
“educational policy”, yang tergabung dari kata education dan policy. 
Kebijakan adalah seperangkat aturan, sedangkan pendidikan 
menunjuk kepada bidangnya. Jadi, kebijakan pendidikan hampir sama 
artinya dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan 
(Hasbullah, 2015: 40). 
Menurut Gamage dan Pang (Hasbullah, 2015: 41), kebijakan 
pendidikan dapat juga dipahami sebagai perangkat panduan yang 
memberikan kerangka kerja bagi tindakan dalam hubungan dengan 
persoalan substantif. Garis panduan dimaksud mencakup istilah umum 
(general terms), dan tindakan yaitu yang akan dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan masalah yang ada. Garis panduan atau kebijakan 
pendidikan akan menjadi kepala sekolah, staf, dan personalia lainnya 
sebagai warga sekolah dapat melaksanakan tanggung jawabnya 
dengan arah yang jelas. 
c. Stratifikasi Kebijakan Pendidikan 
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Hasbullah, 2015: 47), kebijakan dan kewenangan pengelolaan 
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pemerintah bersifat sentralistik, dalam artian kewenangannya 
ditentukan oleh pemerintah pusat, dan ada kewenangan pemerintahan 
yang diserahkan kepada daerah dalam pengelolaannya atau 
desentralisasi, termasuk dalam hal ini kebijakan di bidang pendidikan. 
Stratifikasi kebijakan pendidikan juga dapat dilihat dari daya 
ikat terhadap wilayah pemberlakuan. Dalam konteks ini, ada 
kebijakan yang bersifat nasional, dan ada yang bersifat daerah, artinya 
ada kebijakan pendidikan yang hanya berlaku di suatu provinsi, atau 
berlaku di suatu kabupaten/kota tertentu saja. Sedangkan bila dilihat 
dari sisi cakupannya, ada kebijakan pendidikan yang bersifat makro, 
ada juga kebijakan pendidikan yang bersifat mikro (Hasbullah, 2015: 
47). 
Secara ringkas, Hasbullah (2015: 47-48) menjelaskan bahwa  
stratifikasi kebijakan meliputi: 
1) Kebijakan pendidikan di tingkat pusat, yaitu kebijakan 
pendidikan yang diterapkan oleh lembaga pemerintah di 
tingkat pusat dan mempunyai ruang lingkup nasional. Karena 
ruang cakupannya secara nasional, maka kebijakan ini akan 
berlaku di semua wilayah NKRI. Contoh kebijakan ini seperti 
pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SNMPTN), dan Ujian Nasional (UN); 
2) Kebijakan pendidikan di tingkat daerah, yaitu kebijakan 
pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di 
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tingkat daerah dan mempunyai ruang lingkup daerah. Karena 
ruang cakupannya berada di tingkat daerah, maka hanya 
berlaku pada daerah yang mengeluarkan kebijakan tersebut. 
Wujud kebijakan pendidikan di daerah ada dua macam, yaitu: 
pertama, Perda (Peraturan Daerah) tentang pendidikan yang 
perumusannya berada di tangan eksekutif  (Bupati/Walikota) 
dan legislatif (DPRD), kedua, keputusan/peraturan 
bupati/walikota tentang pendidikan. Contoh kebijakan yang 
bersifat desentralistik misalnya penerimaan siswa baru (PSB) 
mulai dari SD hingga SMA/MA/SMK, keputusan 
Bupati/Walikota tentang hal-hal yang berkenaan dengan 
pendidikan di daerahnya dan lain-lain. 
Dilihat dari perspektiif pengambilan kebijakan, secara 
konsepsional, kebijakan memiliki tingkatan-tingkatan (Ali Imran: 
24). Paling tidak dalam konteks ini ada empat tingkat kebijakan 
(Hasbullah, 2015: 48-50), yaitu: 
1) Tingkat kebijakan nasional (national policy level); biasanya 
sebagai penentu kebijakan pada level ini adalah 
MPR/DPR/DPD, berlaku secara nasional, disebut juga sebagai 
kebijakan administratif; 
Salah satu produk MPR (bersama DPR dan DPD) adalah 
konstitusi UUD 1945 berikut amandemennya yang berisi 
pasal-pasal tentang pendidikan nasional, dan selalu menjadi 
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konsideran bagi perumusan kebijakan pendidikan di 
bawahnya. 
2) Tingkat kebijakan umum; tingkat kebijakan ini biasanya sangat 
ditentukan oleh pemerintah atau eksekutif, karenanya sering 
disebut sebagai kebijakan eksekutif. Sifat kebijakan 
pendidikan yang bersifat umum (general policy level), 
merupakan kebijakan pendidikan eksekutif oleh karena yang 
menentukan adalah mereka yang berada pada posisi eksekutif. 
Termasuk ke dalam kebijakan pendidikan eksekutif adalah: 
a. Undang-Undang 
b. Peraturan Pemerintah 
c. Keputusan, Peraturan, dan Instruksi Presiden 
3)   Tingkat kebijakan khusus (special policy level); sebagai 
penentu tingkat kebijakan ini adalah para Menteri sebagai 
pembantu Presiden, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. Bentuk kebijakannya seperti Keputusan Menteri, 
Peraturan Menteri, dan Surat Edaran Menteri. 
4)   Tingkat kebijakan teknis (technical policy level); lazim disebut 
kebijakan operatif, karena kebijakan ini merupakan pedoman 
pelaksanaan. Penentu kebijakan ini berada pada Pejabat Eselon 
2 ke bawah, seperti Direktorat Jenderal atau pimpinan lembaga 
non-departemen. Produk kebijakannya dapat berupa peraturan, 
keputusan dan instruksi pimpinan lembaga. Berdasarkan 
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technical policy level inilah para gubernur, bupati, kepala 
dinas, dan sebagainya, melaksanakan kebijakan sesuai dengan 
faktor kondisional dan situasional daerahnya. 
d. Proses Pembuatan Kebijakan  
Menurut Hasbullah (2015: 63) proses pembuatan kebijakan 
(policy making process), merupakan proses politik yang berlangsung 
dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, di mana aktivitas 
politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan 
divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung 
satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti: penyususnan 
agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi 
kebijakan, dan penilaian kebijakan.  
Menurut Ino Sutisno Rawita dengan mengutip pendapat Parsons 
(Hasbullah: 65-66) bahwa proses dasar, siklus hidup ataupun tahapan-
tahapan dari suatu kebijakan pendidikan dapat divisualisasikan pada 
Gambar 1, yaitu dimulai dari perumusan masalah, identifikasi 
alternatif solusi, penilaian alternatif, seleksi alternatif, implementasi 
kebijakan dan kembali kepada perumusan masalah. Di sela-sela 
tahapan-tahapan tersebut terdapat aktivitas evaluasi maupun 
interpretasi. 
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2. Implementasi Kebijakan Pendidikan  
a. Implementesi Kebijakan 
Menurut Wibawa (Hasbullah, 2015: 92), implementasi 
kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan 
yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu Undang-Undang, 
namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting 
atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut 
menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan 
tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara “menggambarkan 
struktur” proses implementasi tersebut. 
Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn 
(Arif Rohman, 2009: 134) dimaksud sebagai keseluruhan tindakan 
yang dilakukan oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau 
kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada 
pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. 
Yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk 
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mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun 
usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan 
kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 
Selanjutnya, M. Grindle (Arif Rohman, 2009: 134-135) 
menambahkan, bahwa proses implementasi mencangkup tugas-tugas,“ 
membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan 
dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah”. Seperti 
tugas-tugas dalam hal mengarahkan sasaran atau obyek, penggunaan 
dana, ketepatan waktu, memanfaatkan organisasi pelaksana, 
partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan tujuan kebijakan, 
dan lain-lain. 
Sabatier dan Mazmanian (Sudiyono, 2007: 90-100) 
mengemukakan adanya berbagai kondisi yang mendukung agar 
implementasi dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu: 
a. program harus mendasarkan diri pada sebuah kajian teori 
yang terkait dengan perubahan pelaku kelompok sasaran guna 
mencapai hasil yang telah ditetapkan. Kebanyakan pengambilan 
atau perumusan kebijakan didasarkan pada teori sebab akibat. 
Teori ini terdiri dua bagian, bagian pertama adanya keterkaitan 
antara pencapaian dengan tolak ukur atau hasil yang diharapkan. 
Bagian kedua khusus mengenai cara pelaksanaan kebijakan yang 
dapat dilakukan oleh kelompok sasaran; 
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b. Undang  –  Undang  atau  peraturan  tidak  boleh  ambigu  atau  
bermakna ganda. Dalam hal ini pemerintah harus dapat   
mengkaji ulang produk- produk hukum. Sasaran kebijakan harus 
memiliki derajat ketepatan dan kejelasan, dimana keduanya 
berlaku secara internal maupun dalam keseluruhan program yang 
dilaksanakan oleh pihak pelaksana; 
c. para pelaku kebijakan harus memiliki kemampuan manajerial, 
dan politis dan komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai. 
Para pemimpin dan perumus kebijakan dapat mengambil langkah 
baik pada ranah merencanakan  sebuah  peraturan  maupun  
dalam  pengangkatan  personil baru non layanan masyarakat, 
guna meningkatkan isi dan keterdukungan pemimpin terhadap 
pancapaian tujuan Undang-Undang; 
d. program harus didukung oleh para pemangku kepentingan 
(pemilih, perumus Undang-Undang, pengadilan yang 
mendukung); 
e. prioritas   umum   dari   sasaran   perUndang-Undangan   tidak   
signifikan direduksi oleh waktu dengan adanya kebijakan yang 
sangat darurat pada publik,   atau   perubahan   keadaan   sosial   
ekonomi   yang   sesuai   dan didasarkan pada teori perUndang-
Undangan secara teknis ataupun memperoleh dukungan publik. 
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Arif Rohman (2009: 147-149) menyatakan, bahwa ada tiga 
faktor yang yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan 
dalam implementasi kebijakan antara lain yaitu. 
a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat 
oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau 
tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, 
mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan 
atau tidak. 
b. Faktor  yang terletak  pada  personil pelaksana, yakni  yang  
menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, 
kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta 
kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. 
Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, 
bahasa, serta ideologi kepartaian masing- masing. Semua itu akan 
sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam 
menjalankan misi implementasi kebijakan. 
c. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni 
menyangkut jaringan   sistem,   hirarki   kewenangan   masing-
masing   peran,   model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan 
dari pemimpin organisasinya, aturan  main  organisasi,  target  
masing-masing  tahap  yang  ditetapkan, model monitoring yang 
biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. 
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b. Langkah-langkah Implementasi Kebijakan 
Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara 
(MEN-PAN) No. PER/04/M-PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum 
Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kerja, dan Revisi Kebijakan 
Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat Daerah (Hasbullah, 
2015: 100-101), langkah-langkah yang ditempuh dalam 
mengimplementasikan kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut. 
1) Penyiapan implementasi kebijakan pendidikan (0-6 bulan), 
termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang 
menjadi pelaksana kebijakan pendidikan, baik dari kalangan 
pemerintah atau birokrasi maupun masyarakat (publik). Tahapan 
sosialisasi dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi kepada 
masyarakat melalui berbagai media serta pertemuan langsung 
dengan masyarakat. 
2) Implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa sanksi 
(masa uji coba) dengan jangka waktu selama 6-12 bulan dan 
disertai perbaikan atau penyempurnaan kebijakan apabila 
diperlukan. 
3) Implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi dilakukan 
setelah masa uji coba selesai, disertai pengawasan dan 
pengendalian. 
4) Setelah dilakukan implementasi kebijakan pendidikan selama 3 
(tiga) tahun, dilakukan evaluasi kebijakan pendidikan. 
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Langkah-langkah implementasi kebijakan pendidikan tersebut 
divisualisasikan sebagai tampak pada gambar berikut: 
 
c. Syarat  Implementasi Kebijakan 
Putusan kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal jika 
memenuhi berbagai persyaratan implementasi. Sabatier dan 
Mazmanian (Sudiyono, 2007: 93-97) mengemukakan beberapa 
persyaratan dalam implementasi kebijakan adalah sebagai berikut. 
1) Sasaran kebijakan harus memiliki derajat ketepatan dan kejelasan 
yang berlaku secara internal maupun dalam keseluruhan program 
yang dilaksanakan oleh para pelaksana atau agen pelaksana. 
Derajat ketepatan dan kejelasan tersebut harus dapat dipahami 
tidak hanya pihak internal tetapi termasuk pihak eksternal 
pengguna kebijakan. Dengan demikian seluruh pihak dapat 
memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. 
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2) Sumber dana untuk melaksanakan kebijakan tersebut mencukupi. 
Sumber dana harus mencukupi baik keperluan gaji, staff, analisis 
teknis dalam pengembangan peraturan, administrasi perizinan, dan 
monitoring kebijakan. 
3) Sumber daya manusia atau agen pelaksana adalah orang-orang 
yang memberikan dukungan terhadap kebijakan serta memiliki 
komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan, dengan 
demikian tujuan dari putusan kebijakan dapat tercapai secara 
optimal. Implementasi dilakukan dengan menunjuk orang-orang 
atau lembaga yang memiliki orientasi kebijakan yang sejalan 
dengan kebijakan tersebut. 
4) Perlu adanya koordinasi yang kuat antar berbagai agen atau 
lembaga implementor. Masyarakat harus menaruh kepercayaan 
kepada pemerintah pusat dan lembaga lokal dalam menyelesaikan 
rincian program. Sosialisasi dan sanksi perlu dilakukan untuk 
meningkatkan kepatuhan kepada seluruh masyarakat dan 
pelaksana. 
5) Perlu dukungan dari seluruh pihak baik internal maupun eksternal. 
Seluruh sub unit harus dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan. 
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d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 
Menurut Subarsono (2008: 89) keberhasilan implementasi 
kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan 
masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. 
Berikut adalah beberapa teori implementasi (Subarsono, 2008: 89-
104). 
1) Teori George C. Edwards III (1980) 
Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: a) komunikasi, b) sumber 
daya, c) disposisi, dan c) struktur birokrasi.  
a) Komunikasi 
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa 
yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 
ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) 
sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila 
tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan 
tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka 
kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 
b) Sumber daya 
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas 
dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber 
daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan 
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efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya 
manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya 
finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk 
implementasi kebijakan agar efektif.  
c) Disposisi 
Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. 
Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia 
akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa 
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor 
memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi 
tidak efektif. 
d) Struktur Organisasi 
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan 
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang 
penting dari setiap organisasi adalah adnya prosedur operasi 
yang standar (standard operating proccedures atau SOP). 
SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam 
bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 
cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-
tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini 
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pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak 
fleksibel. 
2) Teori Merilee S. Grindle (1980) 
Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle 
(1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebejikan 
(content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 
implementation). Variabel isi kebijakan ini mencangkup: a) 
sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group 
termuat dalam isi kebijakan; b) jenis manfaat yang diterima oleh 
targer group; c) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari 
sebuah kebijakan; d) apakah letak sebuah program sudah tepat; e) 
apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya 
dengan rinci; f) apakah sebuah program didukung oleh sumber 
daya yang memadai. 
Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: a) 
seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki 
oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; b) 
karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; c) tingkat 
kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 
3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) 
Menurut mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga 
kelompok variabel yang memengauhi keberhasilan implementasi, 
yakni: a) karakteristik dari masalah (tractability of the problems); 
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b) karakteristik kebijakan/Undang-Undang (ability of statute to 
structure implementation) c) variabel lingkungan (nonstatutory 
variables affecting implementations). 
a) Karakteristik Masalah 
(1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. 
(2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. 
(3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. 
(4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. 
b) Karakteristik Kebijakan 
(1) Kejelasan isi kebijakan 
(2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan 
teoritis. 
(3) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap 
kebijakan tersebut. 
(4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar 
berbagai institusi pelaksana. 
(5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan 
pelaksana 
(6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. 
(7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk 
berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. 
c) Lingkungan Kebijakan 
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(1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat 
kemajuan teknologi. 
(2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. 
(3) Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups). 
(4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan 
implementator. 
4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) 
Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang 
memengaruhi kinerja implementasi, yakni: a) Standar dan sasaran 
kebijakan; b) sumber daya; c) komunikasi antar organisasi dan 
penguatan aktivitas; d) karakteristik agen pelaksanaa; dan 5) 
kondisi sosial, ekonomi dan politik. 
a) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan 
harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila 
standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi 
multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara 
para agen implementasi. 
b) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan 
sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) 
maupun sumber daya non-manusia (non-human resources).  
c) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, 
implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi 
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dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan 
kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 
d) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik 
agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-
norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi 
yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu 
program. 
e) Kondisi sosial, politik, ekonomi. Variabel ini mencakup 
sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 
keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-
kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi 
implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan; yakni 
mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang 
ada mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik 
yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung 
implementasi kebijakan. 
f) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup 
tiga hal yang penting, yakni: (1) respons implementor 
terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya 
untuk melaksanakan kebijakan; (2) kognisi, yakni 
pemahamannya terhadap kebijakan; dan (3) intensitas 
disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki 
oleh implementor. 
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5) Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) 
Ada empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi 
kinerja dan dampak suatu program, yakni: a) kondisi lingkungan; 
b) hubungan antar organisasi; c) sumber daya organisasi untuk 
implementasi program; d) karakteristik dan kemampuan agen 
pelaksana. 
6) Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999) 
Dalam pandangan Weimer dan Vining (1999:396) ada tiga 
kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan 
implementasi suatu program, yakni: a) logika kebijakan; b) 
lingkungan tempat kebijakan dioperasikan; dan c) kemampuan 
implementor kebijakan. 
a) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu 
kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan 
mendapat dukungan teoritis. Kita dapat berpikir bahwa logika 
dari suatu kebijakan seperti halnya hubungan logis dari suatu 
hipotesis. 
b) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan 
mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 
Yang dimaksud ini mencakup lingkungan sosial, politik, 
ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan 
dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu, 
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tetapi ternyata gagal diimplementasikan di daerah lain, karena 
kondisi lingkungan yang berbeda. 
c) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan 
dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan 
dari para implementor. 
3. Peningkatan Mutu Pendidikan 
a. Pengertian Mutu Pendidikan 
Apabila membahas tentang mutu pendidikan tidak akan 
terlepas dari konsep mutu itu sendiri. Menurut Arcaro (2006: 7) 
definisi mutu adalah sebuah derajat variasi yang terduga standar yang 
digunakan dan memiliki kebergantungan pada biaya yang rendah. 
Juran (Arcaro, 2006: 8) menyebut mutu sebagai “tepat untuk pakai”. 
Dalam konteks pendidikan, menurut Kementrian Pendidikan 
Nasioanal sebagaimana dikutip Mulyasa (dalam Animatul Zahroh: 
28), pengertian mutu mencangkup input, proses, dan output 
pendidikan. Input  pendidikan merupakan sesuatu yang harus tersedia 
karena dibutuhkan demi berlangsungnya suatu proses. Sementara 
proses pendidikan merupakan perubahan sesuatu menjadi sesuatu 
yang lain. Selanjutnya, output pendidikan merupakan kinerja sekolah, 
yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses dan perilaku 
sekolah. Oleh sebab itu, mutu dalam dunia pendidikan dapat 
dinyatakan lebih mengutamakan pada keberadaan siswa. 
Adapun menurut Sudarwan Danim (Sri Minarti, 2011: 329), 
mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, luaran dan 
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dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa isi. Pertama, 
kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti 
kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, 
memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, 
buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. 
Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang perangkat 
lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. 
Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti 
visi. Motivasi. Ketekunan, dan cita-cita. Mutu proses pembelajaran 
mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya sekolah 
mentransformasikan beragam jenis masukan dan situasi untuk 
mencapai derajat nilai tambah tertentu dari perserta didik. Apabila 
dilihat dari hasil pendidikan, mutu pendidikan dipandang bermutu jika 
mampu memelihara keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada 
peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang atau 
menyelesai kan program pembelajaran tertentu. 
Jerry H. Makawimbang (2011: 51) mengemukakan bahwa 
proses pendidikan yang bermutu ditentukan oleh berbagai unsur 
dinamis yang akan ada di dalam sekolah itu dan lingkungan sebagai 
suatu kesatuan sistem. Menurut Townsend dan Butterworth (Jerry H, 
makawimbang, 2011: 51), ada sepuluh faktor penentu terwujudnya 
proses pendidikan yang bermutu, yakni: 
1) keefektifan kemepimpinan kepala sekolah; 
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2) partisipasi dan rasa tanggung jawab guru dan staf; 
3) proses belajar-mengajar yang efektif; 
4) pengembangan staf yang terprogram; 
5) kurikulum yang relevan; 
6) memiliki visi dan misi yang jelas; 
7) iklim sekolah yang kondusif; 
8) penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan; 
9) komunikasi efektif baik internal maupun eksternal, dan 
10) keterlibatan orang tua dan masyarakat secara intrinsik. 
b. Peningkatan Mutu Sekolah 
Menurut Siti Irine (2015: 94) Peningkatan mutu sekolah adalah 
suatu proses yang sistematis dan terus-menerus untuk meningkatkan 
kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan 
dengan itu, dengan tujuan agar yang menjadi target sekolah dapat 
dicapai dengan lebih efektif dan efisien.  
Siti Irene (2015: 94-97) menjelaskan ada tiga teori peningkatan 
mutu, yaitu sebagai berikut. 
1) The Total Quality Manajement (TQM) 
2) Organizing Business For Excelent 
3) Model Peningkatan Mutu Faktor Empat 
1) The Total Quality Manajement (TQM) 
Menurut Hadari Nawari (Sri Minarti, 2011: 339), The Total 
Quality Manajement (TQM) adalah manajemen fungsional dan 
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pendekatan yang secara terus menerus difokuskan pada 
peningkatan kualitas agar produknya sesuai dengan standar kualitas 
dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan 
umum (public service) dan pembangunan masyarakat (community 
development). Menurut Sri Minarti (2011: 338). The Total Quality 
Manajement (TQM) sangat populer di lingkungan organisasi profit, 
khususnya di lingkungan berbagai badan usaha/ perusahaan dan 
industri, yang telah terbukti keberhasilannya dalam 
mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya masing-
masing dalam kondisi bisnis yang kompetitif. Kondisi seperti ini 
telah mendorong berbagai pihak untuk mempraktikkannya 
dilingkungan organisasi non-profit, termasuk di lingkungan 
lembaga pendidikan.  
Menurut Siti Irene (2015: 94-95), model The Total Quality 
Manajement (TQM) menjelaskan bahwa mutu sekolah 
mencangkup tiga kemampuan, yaitu kemampuan akademik, sosial 
dan moral. Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut teori TQM, 
mutu sekolah ditentukan oleh tiga variabel, yakni kultur sekolah, 
proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. 
a) Variabel pertama, kultur sekolah merupakan nilai-nilai, 
kebiasaan-kebiasaan, upacara-upacara, slogan-slogan, dan 
berbagai perilaku yang telah lama berbentuk di sekolah dan 
diteruskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, baik 
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secara sadar maupun tidak. Kultur diyakini mempengaruhi 
perilaku komponen sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, staf 
administrasi, siswa, dan juga orangtua siswa. Kultur 
dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu variabel pengaruh 
eksternal dan realitas sekolah. Pengaruh eksternal dapat berupa 
kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah, 
perkembangan media massa, dan lain sebagainya. 
b) Variabel kedua, realitas sekolah adalah faktual yang ada di 
sekolah, baik kondisi fisik; seperti atap kelas bocor, kamar 
mandi tidak memiliki air yang cukup, kelas bising dan lain-
lain, maupun kodisi non fisik seperti hubungan antar guru yang 
tidak harmonis, dan peraturan sekolah yang kaku. 
c) Variabel ketiga, kualitas kurikulum dan proses belajar 
mengajar (PBM) merupakan variabel yang paling dekat dan 
paling menentukan mutu lulusan dikarenakan dipengaruhi oleh 
faktor internal memiliki hubungan timbal balik dengan realitas 
sekolah, seperti bagaimana struktur organisasi sekolah, 
bagaimana pemilihan kepala sekolah dilaksanakan, bagaimana 
pengangkatan guru ditetapkan, dan sebagainya. 
2) Organizing Business For Excelent 
Teori Organizing Business For Excelent yang dikembangkan 
oleh Andrew Tani (Siti Irene, 2015: 95-96),  yang menjelaskan 
bahwa peningkatan mutu sekolah berawal dan dimulai dari 
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dirumuskannya visi sekolah. Dalam rumusan visi terkandung mutu 
sekolah yang diharapkan di masa mendatang. Visi sebagai 
gambaran masa depan dapat dijabarkan dalam wujud yang lebih 
kongkret dalam bentuk misi, yakni suatu statement yang 
menyatakan apa yang akan dilakukan untuk bisa mewujudkan 
gambaran masa depan menjadi realitas. Konsep misi mengandung 
dua aspek, yaitu aspek abstrak dan kongkret. Misi mengandung 
aspek dalam wujud perlunya kepemimpinan. Kepemimpinan yang 
hidup dalam suatu sekolah akan melahirkan kultur sekolah. 
Bagaimana sifat dan bentuk kultur sekolah sangat dipengaruhi oleh 
kepemimpinan. Jadi kepemimpinan dan kultur sekolah merupakan 
sisi abstrak dari konsep misi. Di pihak lain, misi mengandung 
sesuatu yang bersifat kongkret, yakni strategi dan program, yang 
dapat dirumuskan dalam rancangan yang tertulis. Strategi dan 
program berkaitan erat dengan infrastruktur sekolah, seperti 
keberadaan  wakil kepala sekolah, wali kelas, komite sekolah, 
perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya yang dibutuhkan. 
Proses belajar mengajar sebagai basis dari mutu sekolah 
sangat ditentukan oleh variabel kultur sekolah dan infrastruktur. 
Kualitas interaksi antara guru dan siswa sebagai wujud proses 
mengajar dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana 
sebagai wujud infrastruktur sekolah. Lebih jauh lagi kualitas 
interaksi ditentukan oleh kultur sekolah. Keduanya memberikan 
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dampak atas proses belajar mengajar secara simultan, tidak bisa 
direduksi, dipilah-pilah.  
3) Model Peningkatan Mutu Faktor Empat 
Menurut Siti Irene (2015: 96-97), Model Peningkatan Faktor 
Empat menjelaskan bahwa mutu sekolah merupakan hasil dari 
pengaruh langsung proses belajar-mengajar. Kualitas sekolah 
berawal dari adanya visi sekolah, yang kemudia dijabarkan dalam 
misi sekolah. Menurut teori ekselensi misi mengandung dua 
aspek, yaitu aspek abstrak dan kongkret. Misi mengandung nilai-
nilai, seperti menjunjung tinggi kejujuran, kerja keras, dan 
kebersamaan. Lebih lanjut, nilai-nilai akan berpengaruh terhadap 
kultur sekolah. Di sisi lain, misi mengandung aspek kongkret, 
yakni berupa strategi dan program, yang menuntut keberadaan 
infrastruktur. Variabel yang lain adalah kepemimpinan dan 
manajerial yang menentukan kualitas proses belajar mengajar. 
Dalam kaitannya dengan kepemimpinan yang merupakan 
kemampuan untuk menggerakkan, menanamkan, dan 
mempengaruhi aspek abstrak seperti membangkitkan semangat 
belajar di kalangan siswa, menanamkan visi pada warga sekolah, 
dan sebagainya, juga mengandung manajerial yang merupakan 
kemampuan kongkret dalam mengorganisir, mengeksekusi, 
memonitor, dan mengontrol. Jadi, pada “model empat” ini 
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kualitas proses belajar mengajar ditentukan oleh kultur sekolah, 
kepemimpinan, manajerial, infrastruktur. 
Berdasarkan uraian di atas, perbedaan variabel dalam 
peningkatan mutu sekolah adalah sebagai berikut. 
Tabel 1. Variabel dalam Peningkatan Mutu Sekolah 
Teori Variabel 
The Total Quality Manajemen 
(TQM) 
Kultur sekolah, proses belajar 
mengajar, dan realitas sekolah 
Organizing Bussiness For 
Excelency 
Kultur sekolah dan infrastruktur 
sekolah 
Model Peningkatan Mutu Faktor 
Empat 
Kultur sekolah, kepemimpinan, 
manajerial, dan infrastruktur. 
   
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori 
implementasi pandangan Edwards III, yakni: a) komunikasi, b) 
sumber daya, c) disposisi, dan c) struktur birokrasi. Teori tersebut 
dikombinasikan dengan teori peningkatan mutu model 
Peningkatan Mutu Faktor Empat yakni mencakup kultur sekolah  
dan manajerial. 
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e. Penelitian Relevan 
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Gita Andrini (2014) dengan judul 
“Peningkatan Budaya Mutu untuk Pencapaian Akreditasi di Sekolah Dasar 
Widoro Yogyakarta”. Penelitian tersebut dilaksanakan di SD Negeri 
Widoro, Jalan Perumka Lempuyangan, Tegalpanggung, Danurejan, 
Yogyakarta. Masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian tersebut 
yaitu tentang bagaimana upaya yang dilakukan SD Negeri Widoro dalam 
peningkatan budaya mutu untuk pencapaian akreditasi serta faktor 
pendukung dan penghambat dalam peningkatan budaya mutu bagi sekolah 
untuk meningkatkan akreditasi, dengan tujuan penelitian 1) 
mendeskripsikan upaya yang dilakukan SD Negeri Widoro dalam 
peningkatan budaya mutu untuk pencapaian akreditasi, dan 2) 
mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan 
budaya mutu bagi sekolah untuk meningkatkan akreditasi. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif 
dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan kajian 
dokumentasi. Subjek dalam penelitian adalah komite, kepala sekolah, guru 
dan beberapa peserta didik SD N Widoro Yogyakarta. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa: pertama, peningkatan budaya 
mutu di SD Negeri Widoro telah mampu dilaksanakan dengan baik dilihat 
dari terpebuhinya 4 elemen yaitu usaha perbaikan, kewenangan, penguatan 
kinerja, dan rasa memiliki. Kedua, faktor pendukung dalam peningkatan 
budaya mutu untuk pencapaian akreditasi di SD Widoro adalah semangat 
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kepala sekolah dan guru, kedisiplinan, kelengkapan sarana dan prasarana, 
serta ketegasan guru terhadap peserta didik. Faktor yang menjadi 
penghambat adalah sikap orang tua yang tidak peduli pada pendidikan 
anak, minimnya biaya pendidikan, peserta didik pasif dalam proses 
pembelajaran, serta suasana pembelajaran tidak kondusif. 
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-
sama mendiskripsikan tentang peningkatan mutu pendidikan. Perbedaan 
penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut 
mengkaji mengenai upaya peningkatan budaya mutu untuk pencapaian 
akreditasi sekolah sedangkan penelitian ini mengkaji atau mendeskripsikan 
tentang implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Jensanaris Soska Farhanti (2014) dengan 
judul “Kebijakan Mutu Di Sekolah SD Muhammadiyah Suronatan 
Yogyakarta”. Masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian 
tersebut yaitu tentang unsur kebijakan mutu di SD Muhammadiyah 
Suronatan Yogyakarta, faktor penghambat dan faktor pendukung, serta 
solusi yang dilakukan sekolah dalam mengatasi kendala pelaksanaan 
kebijakan mutu di SD Muhammadiyah Suronatan. Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan 
teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan kajian 
dokumentasi. Subjek dalam penelitian adalah kepala sekolah, koordinator 
bidang di sekolah, karyawan dan siswa. 
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Berdasrkan hasil penelitian bahwa: pertama, kebijakan mutu di 
sekolah merupakan upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 
yang mencagkup tiga segi, yaitu: input, proses dan output. Kedua, faktor 
penghambat meliputi masih terdapat guru yang kurang menguasai media 
pembelajaran, minimnya kondisi fisik lahan sekolah, adanya pihak yang 
kontra dengan kebijakan sekolah, menimbulkan sedikit kecemburuan dan 
perbedaan pandangan, dan minimnya peranan pemimpin yayasan. Faktor 
pendukung meliputi tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang 
berkualitas, tersedianya sarana prasarana PBM, tersedianya lingkungan 
PBM yang kondusif, tingginya tingkat kedisiplinan, dan tersedianya faktor 
lain yang mendukung. Ketiga, solusi untuk menghadapi kendala kebijakan 
mutu sekolah ialah sosialisasi kebijakan sekolah, optimalisasi pemenuhan 
Standar Nasional Pendidikan dan penguatan komitmen. 
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama 
mengkaji tentang kebijakan mutu pendidikan di Sekolah. Perbedaan 
penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut yaitu 
pada latar belakang pengambilan setting penelitian. Latar belakang 
pengambilan setting pada penelitian tersebut di SD Muhammadiyah 
Suronatan yang merupakan sekolah unggulan di Yogyakarta, sedangkan 
latar belakang pengambilan setting pada penelitin ini di SMP 
Muhammadiyah 1 Depok yang merupakan sekolah dimana pernah 
mengalami keterpurukan dan saat ini sedang melakukan perbaikan. 
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f. Kerangka Pikir 
Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang selanjutnya 
diubah dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004, yaitu Undang-Undang 
otonomi daerah yang kemudian diatur oleh Peraturan Pemerintah No.33 tahun 
2004 yaitu adanya pergeseran kewenangan dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah dalam berbagai bidang pendidikan kecuali agama, politik 
luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal (Sri 
Minarti, 2011:31). Sri Minarti (2011: 32-33) menjelaskan, sebelum adanya 
Undang-Undang tersebut manajemen penyelenggaraan pendidikan 
merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun setelah berlakunya 
Undang-Undang tersebut dialihkan ke pemerintah daerah, kota, dan 
kabupaten, kemudian hal ini dikenal dengan sebutan desentralisasi 
pendidikan. Bahkan, disebut secara deskriptif pada pasal 51 ayat 1 Undang-
Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan 
bahwa: 
“Pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan 
minimal dan prinsip Manajeman Berbasis Sekolah/Madrasah.” 
 
Penerapan desentralisasi pendidikan menghadirkan sekolah sebagai 
suatu lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan dalam menentukan 
kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan visi serta misi yang 
menjadi acuan dalam mencapai tujuan, dengan demikian diharapkan sekolah 
dapat meingkatkan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dari visi 
dan misi suatu lembaga pendidikan diterjemahkan dalam bentuk sebuah 
kebijakan yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk program dan 
45 
 
direalisasikan dalam bentuk suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan 
yang dirumuskan dalam visi misi. Dalam sebuah proses pencapaian tujuan 
dari sebuah visi misi lembaga pendidikan, peningkatan mutu pendidikan 
merupakan aspek yang perlu untuk diperhatikan seperti yang dikemukakan 
oleh Siti Irine (2011: 90) bahwa Peingkatan mutu sekolah adalah suatu proses 
yang sistematis dan terus menerus untuk meningkatkan kualitas proses belajar 
mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar 
menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. 
Penelitian terhadap implementasi kebijakan peningkatan mutu didasarkan atas 
empat faktor pokok dalam teori Edward dan dikombinasikan dengan teori 
model peningkatan mutu faktor empat . Namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
setiap implementasi sebuah kebijakan senantiasa terdapat faktor-faktor yang 
menjadi penghambat, namun tentu juga akan ada faktor pendukung dalam 
setiap prosesnya. Untuk lebih jelasnya dapat dibuat kerangka pikir sebagai 
berikut: 
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Gambar 3. Kerangka Berfikir 
 
g. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dalam latar belakang masalah dalam 
penelitian ini, maka muncul beberapa pertanyaan penelitian sebagai dasar 
untuk mengeksplorasi, menggali lebih dalam terkait implementasi kebijakan 
peningkatan mutu pendidikan. Adapun pertanyaan penelitian tersebut adalah 
sebagai berikut. 
1. Bagaimana proses implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan 
di SMP Muhammadiyah 1 Depok? 
a. Bagaimana komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan? 
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b. Bagaimana sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan? 
c. Bagaimana disposisi dari agen pelaksana kebijakan? 
d. Bagaimana struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan? 
e. Bagaimana kultur sekolah yang terbangun? 
f. Bagaimana kemampuan manajerial dari agen pelaksana kebijakan? 
2. Apa faktor pendukung implementasi kebijakan peningkatan mutu 
pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok? 
3. Apa faktor penghambat implementasi kebijakan peningkatan mutu 
pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok? 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Tylor (Tohirin, 2012: 2) penelitian 
kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif karena bermaksud 
untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi yang bersifat faktual 
secara sistematis dan akurat.  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil sendiri oleh peneliti 
, berupa hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan. Sedangkan data 
sekunder adalah data yang didapat dari sumber lain, yaitu dokumen-dokumen 
yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 
B. Subjek Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 107) subjek penelitian merupakan 
sumber dimana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau 
wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 
responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 
peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan 
teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses 
sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumentasi atau 
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catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian 
atau variabel penelitian. 
Subjek dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik pengambilan 
secara purposive. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 183), penentuan subjek 
secara  Purposive dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan 
atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. 
Subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 
dianggap dapat memberikan informasi secara akurat mengenai objek yang 
diteliti. Pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah kepala 
sekolah sebagai informan kunci, sedangkan untuk informan pendukung yaitu 
wakil kepala sekolah, guru dan siswa. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 
dua belas orang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, 
dan siswa di SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta.  Objek 
penelitian ini adalah implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan. 
C. Setting Penelitian 
Setting Penelitian ini mengambil tempat di SMP Muhammadiyah 1 
Depok yang beralamat di Stan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 
55282. Pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan April hingga bulan Juni 
tahun 2016. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Observasi 
Menurut Herdiansyah (2013: 131-132) observasi adalah suatu 
proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku 
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secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu 
kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu 
kesimpulan data diagnosis.  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terus terang 
dan tersamar serta observasi tak berstruktur. Observasi terus terang dan 
tersamar  yaitu peneliti mengatakan terus terang terhadap subjek penelitian 
sehingga sejak awal hingga akhir, subjek mengetahui jika sedang diamati. 
Ada pada suatu saat peneliti tidak berterus terang (tersamar), untuk 
menghindari suatu data yang dicari merupakan data yang rahasia. 
Sedangkan observasi tak berstruktur, pada saat penelitian fokus penelitian 
belum jelas, fokus berkembang ketika observasi berjalan dan tidak 
dipersiapkan secara sistematis  serta tanpa instrumen yang baku . 
Observasi terus terang dan tersamar  serta tak berstruktur peneliti lakukan 
untuk memperoleh data tentang gambaran umum di SMP Muhammadiyah 
1 Depok, Sleman, Yogyakarta dan untuk mengamati secara langsung 
proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SMP 
Muhammadiyah 1 Depok. Sleman, Yogyakarta serta kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh sekolah tersebut dalam rangka implementasi 
kebijakan peningkatan mutu pendidikan.  
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 Tabel 2. Kisi-Kisi Pedoman Observasi 
No.  Aspek yang diamati Indikator yang dicari Sumber data 
1. Observasi Fisik a. Keadaan 
sekolah/lokasi 
b. Sarana/prasarana 
sekolah 
c. Fasilitas penunjang 
Lingkungan 
sekolah 
2. Observasi Kegiatan a. Pelaksanaan 
pembelajaran 
b. Aktivitas siswa 
c. Iklim sekolah 
Lingkungan 
sekolah 
 
2. Wawancara 
Menurut Herdiansyah (2013: 31) wawancara adalah sebuah proses 
interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar 
ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan 
mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan 
trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Esterberg 
(Sugiyono, 2015: 317) mendefinisikan wawancara adalah merupakan 
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 
jawab, sehingga dapat dikonstruksikan  makna dalam suatu topik tertentu.  
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara untuk 
menggali data bagaimana implementasi kebijakan peningkatan mutu serta 
faktor pendukung dan faktor penghambat. Wawancara dilakukan kepada 
kepala sekolah, wakil kepala sekolah selaku pelaku utama pengambil 
kebijakan di sekolah, wakil kepala sekolah bagian humas dan sarana 
prasarana, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, wakil kepala sekolah 
bagian ismuba, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, guru dan murid 
sebagai pihak pelaksana kebijakan yang ada di sekolah.  
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Dalam proses pengambilan data menggunakan wawancara, peneliti 
membuat janji terlebih dahulu dengan informan. Dalam pelaksanaan 
wawancara peneliti menyampaikan maksud dan tujuan wawancara serta 
meminta izin kepada informan agar diperkenankan menggunakan perekam 
suara. Alat yang digunakan yakni handphone sebagai voice recorder. 
Tabel 3. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 
No.  Aspek yang dikaji Indikator yang dicari Sumber data 
1. Implementasi 
kebijakan 
peningkatan mutu 
a. Implementasi kebijakan 
1) Komunikasi  
2) Sumber Daya 
3) Disposisi 
4) Struktur Organisasi 
b. Peningkatan Mutu 
1) Kultur Sekolah 
2) Manajerial 
Kepala Sekolah, 
Wakil Kepala 
Sekolah, Guru, 
Siswa 
2. Faktor pendukung 
implementasi 
kebijakan 
peningkatan mutu 
a. Faktor Internal 
b. Faktor Eksternal 
Kepala sekolah, 
Wakil Kepala 
Sekolah, Guru 
3.  Faktor penghambat 
implementasi 
kebijakan 
peningkatan mutu 
a. Faktor Internal 
b. Faktor Eksternal 
Kepala sekolah, 
Wakil Kepala 
Sekolah, Guru 
 
3. Dokumentasi 
Menurut Sugiyono (2015: 329) dokumen merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 
atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk 
tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, 
biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya 
foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 
misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-
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lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
 Tabel 4. Kisi-Kisi Pedoman Kajian Dokumen 
No.  Aspek yang 
dikaji 
Indikator yang dicari Sumber data 
1. Profil sekolah a. Sejarah sekolah 
b. Visi dan misi sekolah 
c. Tujuan sekolah 
d. Struktur organisasi 
e. Tenaga pendidik dan 
kependidikan sekolah 
f. Perkembangan jumlah 
siswa 
g. Sarana dan prasarana 
sekolah 
a. Dokumen/ 
arsip 
2. Prestasi sekolah a. Data prestasi (akademik 
maupun non akademik) 
a. Dokumen/ 
arsip 
b. Foto-foto 
 
E. Instrumen Penelitian 
Menurut Sugiyono (2015: 306) dalam penelitian kualitatif, yang 
menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (human 
instrument) yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih 
informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 
kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 
hasil temuan. 
Berdasarkan hal di atas, dalam penelitian ini peneliti terjun langsung 
ke lapangan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Dalam 
melaksanakan penelitian di lapangan, peneliti juga menggunakan instrumen 
penelitian yang berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan juga 
dokumentasi. 
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1. Pedoman observasi 
Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 133) pedoman observasi berisi 
sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati.  
2. Pedoman wawancara 
Sudaryono dkk (2013: 35) mengartikan bahwa pedoman 
wawancara merupakan uraian penelitian yang biasanya dituangkan dalam 
bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan 
baik. Menurut Cresswell (Sudaryono, 2013) isi pertanyaan atau pernyataan 
bisa mencangkup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi atau 
evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel 
yang dikaji dalam penelitian. 
F. Teknik Analisis Data 
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah mengacu pada konsep Miles dan Hubbermen Dalam model analisis 
data Miles and Hubberman tersebut bahwa analisis kualitatif dilakukan secara 
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. (Sugiyono, 
2007: 337). Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 4. Komponen dalam analisis data (interactive model) 
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1. Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dilapangan 
dicatat dalam bentuk deskriptif dan untuk menambah keabsahan data 
tersebut dilakukan pengambilan gambar yang sesuai dengan topik dalam 
penelitian.  
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data implementasi 
kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok, 
data tersebut akan dikumpulkan dengan menggunakan berbagai cara 
misalnya dengan wawancara, dokumentasi,dan observasi. 
2. Reduksi Data 
Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya 
begitu banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin 
lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, 
kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui 
reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah-milah hal-hal 
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai tema dan 
polanya, data yang tidak diperlukan dapat dibuang. 
Dalam penelitian ini, reduksi data yang dilakukan dengan pemilihan 
dan penyederhanaan hasil wawancara dengan narasumber yaitu kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. Selain itu juga dilakukan 
pemilihan data dari hasil observasi dan dokumentasi. 
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3. Penyajian Data 
Setelah data direduksi, maka  langkah selanjutnya adalah penyajian 
data. Dalam penyajian data , peneliti menyajikan data menurut kategori 
yang sebelumnya sudah dikelompokkan agar lebih mudah dipahami. Data 
disajikan dalam bentuk uraian dengan penjelasan singkat, tabel, bagan, 
dan sebagainya.  
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Menurut 
Huberman kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 
dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti data yang mendukung pada 
tahap pengumpulan data berikutnya. Maka dalam kegiatan verifikasi 
dilakukan sejak pengumpulan data, reduksi data, sampai dengan 
penyajian data. Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi membutuhkan 
pemahaman yang mendalam dari seorang peneliti. Penarikan kesimpulan 
ini berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Peneliti harus 
cermat dan teliti dalam menarik kesimpulan agar didapat hasil penelitian 
yang dapat dipercaya kevalidannya.  
G. Teknik Keabsahan Data 
Menurut Lexy J. Moleong (2004: 344) pemeriksaan keabsahan data 
didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan 
(kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Masing-masing 
kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri. Kriteria 
derajat kepercayaan pemeriksaan datanya dilakukan dengan teknik 
perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan 
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anggota. Kriteria kebergantungan dan kepastian pemeriksaan dilakukan 
dengan teknik auditing. Masing-masing teknik tersebut diuraikan prinsip dan 
cara pemanfaatannya. 
Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut 
Sugiyono (2015: 372), Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai 
sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi yang 
digunakan dalam peneitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Triangulasi sumber oleh peneliti dilakukan dengan cara data yang 
telah diperoleh dari salah satu informan divalidasi disilangkan terhadap 
informan lainnya. Kegiatan ini dilakukan terus menerus sampai didapatkan 
kecenderungan data sehingga data jenuh. Data dikatakan jenuh apabila tidak 
ada informasi baru yang didapatkan dari informan oleh peneliti. Adapun 
triangulasi teknik oleh peneliti dilakukan dengan cara mengecek data kepada 
sumber atau informan yang sama dengan teknik pengumpulan data yang 
berbeda. Dalam penelitian untuk menguji kredibelitas data tentang 
implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SMP 
Muhammadiyah 1 Depok, maka data yang telah diperoleh peneliti selama 
wawancara dengan informan kemudian dicek dengan observasi dan 
pencermatan dokumentasi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Profil SMP Muhammadiyah 1 Depok 
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian 
SMP Muhammadiyah 1 Depok adalah sekolah yang berstatus swasta 
dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 204040214106 dan Nomor Pokok 
Sekolah Nasional (NPSN) 20401013 dan terakreditasi A dengan SK No. 
28.02/BAP/TU/X/2011. SMP Muhammadiyah 1 Depok terletak di jalan Stan, 
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.   55282 berdiri di tanah seluas  
2.469 m
2
 SHM dengan status kepemilikan tanah milik yayasan dan luas 
bangunan 1.804 m
2
. SMP Muhammadiyah 1 Depok berada di bawah naungan 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman Yogyakarta yang beralamat di Jl. 
Magelang Km. 10.5 Sawahan ,Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta. Sejak 
tahun 2009 hingga tahun 2016 kepala sekolah  SMP Muhammadiyah 1 
Depok adalah Abdulah Mukti, S.Pd.I.  
2. Sejarah Sekolah 
SMP Muhammadiyah 1 Depok memiliki perjalanan sejarah yang 
panjang, dimulai sejak berdiri dan kemunduran, awal perubahan setelah 
kemunduran dan kosolidasi internal dan eksternal dalam perubahan sekolah.  
a. Sejarah Berdiri dan Kemunduran 
SMP Muhammadiyah 1 Depok didirikan pada tanggal 1 Januari 
1968 yang di prakarsai oleh Drs. Iskandar dan S. Subagya. Sebagai kepala 
sekolah pertama adalah S. Subagya. Adapun tokoh-tokoh awal atau 
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perintis lainnya yang memiliki kontribusi pendirian SMP Muhammadiyah 
1 Depok adalah H. Muh. Djaeri, Yitno Diarji, Akhirman dan H. Barmadi, 
BSc. Bangunan fisik SMP berdiri di atas tanah wakaf dari keluarga Sono 
dan Yitno Diarji. Oleh karena itu, SMP Muhammadiyah 1 Depok 
merupakan satu-satunya SMP Muhammadiyah yang berada di Kecamatan 
Depok yang berdiri di atas tanahnya sendiri.   
Perkembangan berikutnya, SMP Muhammadiyah 1 Depok 
mengalami kemajuan yang pesat dari segi kualitas dan kuantitas peserta 
didik. Tepatnya, di tahun 1985, SMP Muhammadiyah 1 Depok memiliki 
15 kelas paralel. Di bidang prestasinya pun memiliki catatan prestasi yang 
unggul. Untuk konteks Kabupaten Sleman, SMP Muhammadiyah 1 Depok 
merupakan sekolah favorit dan berprestasi. Terutama di bidang olah raga, 
hampir tiap tahun meraih juara pertama dalam event PORSENI.  
Di tengah perkembangan yang begitu pesatya, kepala sekolah S. 
Subagya meninggal dunia. Semenjak itu prestasi SMP Muhammadiyah 1 
Depok dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari segi kualitas dan 
kuantitas.  
Kepemimpinan S. Subagya digantikan oleh Pjs. H. Barmadi, B.Sc 
yang kemudian digantikan oleh kepala sekolah definitif Bahrudin. Selang 
tidak begitu lama, dikarenakan permasalahan  internal, Bahrudin 
digantikan oleh H. Surame S. W. Perkembangan selanjutnya semakin 
memprihatinkan, hingga akhirnya demi menyelamatkan kondisi SMP 
Muhammadiyah 1 Depok, pada tahun 2005 Pimpinan Cabang 
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Muhammadiyah Kecamatan Depok mengambil kebijakan untuk dilakukan 
pendampingan dan pembinaan dari SMP Muhammadiyah 3 Depok, kepala 
sekolah dilimpahkan pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah SMP 
Muhammadiyah 3 Depok, yakni H. Surakhmad, S.Pd. kemudian, untuk 
kegiatan kesehariannya, SMP Muhammadiyah 1 Depok diamanatkan 
pelaksana harian (Plh) Nurwakhid Sudarta, S.Pd (salah satu guru SMP 
Muhammadiyah 1 Depok), Kebijakan tersebut berlangsung hingga tahun 
2009. Perkembangan berikutnya, pada tahun ajaran 2008 merupakan 
puncak keterpurukan SMP Muhammadiyah 1 Depok, dimana hanya 
mampu menerima murid baru yang berjumlah 10 siswa yang kemudian 
hanya bertahan 8 siswa. Keterpurukan tersebut mengakibatkan 
terancamnya SMP Muhammadiyah 1 Depok untuk ditutup karena tidak 
memenuhi jumlah standar minimal siswa baru 
b. Awal Perubahan 
Pada pertengahan tahun 2009, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2009 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Depok kembali 
mengajukan solusi alternatif dengan menempatkan kepala sekolah 
definitif yang konsern dan secara totalilitas mencurahkan perhatiannya 
untuk penyelamatan masa depan SMP Muhammadiyah 1 Depok. Selain 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Depok, juga tidak terlepas 
dari support dan atensi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY  melalui 
Majelis Dikdasmen PWM DIY. Mendukung sepenuhnya transformasi 
kepemimpinan dan manajemen SMP Muhammadiyah 1 Depok, untuk 
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selanjutnya dilantik secara resmi oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. 
Pilihan kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok adalah 
Abdulah Mukti, S.Pd.I.yaitu guru muda SMP Muhammadiyah 3 Depok. 
Guru muda tersebut juga memiliki background aktivis muda 
Muhammadiyah di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (aktif sejak dari 
pimpinan ranting hingga Pimpinan Pusat IPM) dan Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah (aktif sejak di komisariat hingga Pimpinan Cabang IMM 
Kab. Sleman). Disahkan sementara oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan 
Cabang Muhammadiyah Kecamatan Depok tanggal 1 Juni 2009. SMP 
Muhammadiyah 1 Depok mengagendakan berbagai perubahan dan 
pengembangan secara besar-besaran. Perubahan tersebut terangkum 
dalam program pengembangan dan perubahan SMP Muhammadiyah 1 
Depok. Selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2009 dilantik secara resmi 
oleh Ketua PDM Kabupaten Sleman: Drs. H. Abdul Khalik Mukhtar, 
M.Si. 
c. Konsolidasi Internal dan Eksternal 
Perubahan dan pengembangan SMP Muhammadiyah 1 Depok 
diawali dengan konsolidasi team work SMP Muhammadiyah 1 Depok di 
kalangan internal (guru dan karyawan) dan keluarga besar SMP 
Muhammadiyah 1 Depok (sesepuh, keluarga muaqqif, tokoh masyarakat 
dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kecamatan Depok). Puncaknya, 
pada tanggal 20 Juni 2009 seluruh stakeholders setelah melalui proses 
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konsolidasi tersebut dengan membicarakan masa depan SMP 
Muhammadiyah 1 Depok.  Sebelumnya,  pada tanggal 13 Juni 2009 dari 
pihak Majelis Dikdasmen PWM DIY, Majelis Dikdasmen PDM Sleman, 
PCM Depok, PRM Maguwoharjo Utara dan Selatan beserta tokoh 
masyarakat dan sesepuh SMP berkumpul bersama mendiskusikan 
perubahan dan pengembangan SMP. Pada tanggal 20 Juni tersebut, 
moment perubahan dan pengembangan SMP dihadiri dan mendatangkan 
tokoh pendidikan nasional dan Ketua PP Muhammadiyah  yakni Prof Dr. 
H. Abdul .Malik Fadjar, M.Sc (mantan Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan) dan Prof. Suwarsih Madya, Ph.D (Kepala Dinas Pendidikan 
Propinsi DIY).  
Tahun 2009 merupakan tahun penting bagi SMP Muhammadiyah 1 
Depok yakni meneguhkan perubahan dan pembenahan kualitas, 
manajemen dan program sekolah. Perubahan ini memiliki arti penting, 
mengingat kondisi sebelumnya mengalami keterpurukan di berbagai 
dimensi. Semangat perubahan dan pembenahan yang tersimpul dalam 
sebuah motto: berubah, berbenah dan inovatif. 
3. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 
a. Visi 
SMP Muhammadiyah 1 Depok sebagai unit penyelenggara 
pendidikan memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan. 
Misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus 
globalisasi dan informasi, serta perubahan kesadaran masyarakat dan 
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orang tua terhadap pendidikan sehingga memacu sekolah untuk 
merespon tantangan dan peluang. Oleh karena itu, SMP Muhammadiyah 
1 Depok merumuskan visi,“Berakhlak Mulia, Mandiri, Kreatif dan 
Berprestasi ” 
Pilihan visi ini dengan berorientasi pada program jangka pendek, 
menengah, dan panjang. Visi sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok 
tersebut menjadi pedoman bagi setiap civitas akademika SMP 
Muhammadiyah 1 Depok Sleman Yogyakarta untuk mewujudkannya 
dalam mencapai tujuan sekolah. Visi SMP Muhammadiyah 1 Depok 
tersebut mencerminkan profil dan cita-cita SMP  Muhammadiyah 1 
Depok, antara lain : 
1) Berorientasikan kepada keunggulan dengan memperhatikan potensi 
masa kini; 
2) Sesuai dengan norma agama  Islam dan harapan masyarakat; 
3) Bersifat mengikat bagi setiap sivitas akademika SMP 
Muhammadiyah 1 Depok; 
4) Sebagai panduan bagi pelaksanaan misi sekolah SMP 
Muhammadiyah 1 Depok. 
b. Misi 
Untuk mencapai visi tersebut, sekolah menetapkan langkah-
langkah yang harus dilakukan sebagai berikut: 
1) Membentuk jati diri kepribadian siswa yang memiliki karakter 
keislaman dan kemuhammadiyahan secara kokoh 
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2) Menjadikan siswa yang mampu menerapkan nilai-nilai keislaman 
dan kemuhammadiyahan dalam kehidupan sehari-hari 
3) Menghantarkan potensi bakat dan minat siswa secara optimal dan 
komprehensif dalam meraih prestasi akademik dan non akademik 
4) Mendidik siswa yang mampu menerapkan potensi bakat dan minat 
dalam kehidupan  
5) Menanamkan motivasi dan semangat juang dalam belajar secara 
sungguh-sungguh 
c. Tujuan 
Berdasarkan Visi Misi di atas, tujuan tersebut dirinci sebagai 
profil siswa SMP Muhammadiyah 1 Depok sebagai berikut: 
1) Mampu menampilkan kebiasaan sopan santun dan berbudi pekerti 
sebagai cerminan akhlak mulia dan iman taqwa. 
2) Mampu mengaktualisasikan diri dalam berbagai seni dan olah raga, 
sesuai bakat dan pilihannya. 
3) Mampu mendalami cabang pengetahuan yang dipilih. 
4) Mampu mengoperasikan komputer aktif untuk program microsoft 
word,  excel, dan desain grafis serta mengoperasikan internet. 
5) Mampu melanjutkan ke SMA/SMK/MA terbaik sesuai pilihannya 
melalui pencapaian target pilihan yang ditentukan. 
6) Mampu bersaing dalam mengikuti berbagai kompetisi akademik dan 
non akademik di tingkat regional dan nasional. 
7) Mampu memiliki kecakapan hidup personal, dan sosial 
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B. Hasil Penelitian  
1. Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP 
Muhammadiyah 1 Depok 
Untuk mengetahui implementasi kebijakan peningkatan mutu 
pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok, peneliti melihat dari aspek 
komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi, kultur sekolah dan 
manajerial. Masing-masing elemen tersebut akan peneliti jabarkan sebagai 
berikut: 
a. Komunikasi 
Komunikasi dalam pengambilan keputusan dilakukan baik secara 
formal maupun informal. Untuk rapat secara formal dilakukan dengan 
Rapat Kerja, Briefing, Rapat Pimpinan, Rapat Wali Kelas, Rapat Guru 
Senior, Rapat Guru dan Karyawan, Rapat Dinas, Rapat Bidang Studi, 
dll.Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak AM yaitu:  
 “Kita upayakan manajemen pertisipatik, demokratis, humanisasi, 
kemudian juga kultural, kita tidak hanya struktural atau formal gitu 
ya, banyak keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak hanya 
melalui rapat secara formal, itu jelas kita punya rapat Dinas, kita 
punya briefing, kita punya Raker, tapi juga kesempatan-
kesempatan diluar itu kita juga membuka diri. Dalam mengambil 
keputusanpun saya tidak serta merta sepihak, walaupun kita sudah 
punya program sudah punya visi kita punya konsep, tapi sebelum 
konsep itu saya gulirkan saya tawarkan dulu sama teman-teman, 
juka sudah sepakat baru kita rumuskan. Kita ada rapat pimpinan, 
kita ada rapat wali kelas, kita ada rapat dengan guru senior, rapat 
dengan guru karyawan semuanya, semua kita fasilitasi kita 
membiasakan mengambil keputuan itu dengan rapat baik sifatnya 
informal maupun formal” (waw. 16 Mei 2016). 
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Diperkuat dengan pernyataan Bapak AF yaitu:  
 
“Kami ada rapat-rapat seperti rapat dinas setiap bulannya, 
kemudian rapat wali kelas, rapat bidang studi, rapat pimpinan, 
kemudian setiap seminggu sekali ada briefing.”(waw. 23 Mei 
2016). 
 
Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak AA sebagai berikut: 
 
“Kalau itu kita kondisional ya, tidak semua program diputuskan 
oleh semua warga sekolah, pengambilan keputusan disesuaikan 
dengan kebutuhan.” (waw. 21 Mei 2016) 
 
 
Komunikasi melalui rapat-rapat yang dilakukan oleh sekolah untuk 
menanamkan kebiasaan atau membiasakan dalam setiap mengambil 
keputusan dilakukan dengan rapat atau musyawarah, komunikasi tersebut 
tidak hanya dilakukan dalam suasana formal namun juga dalam suasana 
informal. 
b. Sumber Daya 
Ketersediaan sumber daya pendukung dalam pelaksanaan 
kebijakan di SMP Muhammadiyah 1 Depok adalah sebagai berikut: 
1) Sumber Daya Manusia 
a) Siswa 
Siswa di SMP Muhammadiyah 1 Depok pada tahun ajaran 
2015/2016 berjumlah 263 siswa yang terbagi menjadi tiga 
tingkatan kelas dan masing-masing kelas terbagi menjadi empat 
rombongan belajar (rombel) untuk kelas VII dan VIII sedangkan 
untuk kelas IX terdiri dari dua rombongan belajar (rombel). Setelah 
masa awal perubahan selama delapan tahun terakir jumlah siswa 
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yang belajar di SMP Muhammadiyah 1 Depok mengalami 
peningkatan. Berikut ini merupakan perkembangan jumlah siswa di 
SMP Muhammadiyah 1 Depok yang telah disajikan dalam bentuk 
tabel:  
Tabel 5. Data Jumlah Siswa di SMP Muhammadiyah 1 Depok  
Tahun 
Ajaran 
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 
Jumlah (Kelas VII, 
VIII dan IX) 
Jumlah 
Siswa 
Jumlah 
Rombel 
Jumlah 
Siswa 
Jumlah 
Rombel 
Jumlah 
Siswa 
Jumlah 
Rombel 
Jumlah 
Siswa 
Jumlah 
Rombel 
2008-
2009 
8  1  28 1  31  1 67  3  
2009-
2010 
61  2  10 1  28  1  99  4  
2010-
2011 
51  2  61 2  10  1 106  5  
2011-
2012 
43  2  51  2 49  2  143  6  
2012-
2013 
109  4  54  2  53  2  216  8  
2013-
2014 
102  4  109  4  45  2  256  10  
2014-
2015 
118  4  118  4  110  4  348  12  
2015-
2016 
148  4  124  4  111  4  383 12  
Sumber: Dokumentasi SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pendaftar/peminat 
yang ingin masuk ke SMP Muhammadiyah 1 Depok dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun ajaran 2013/2014 
yang mengalami penurunan jumlah siswa, namun tidak terlalu 
signifikan dan tidak mengubah jumlah rombongen belajar. Sejak 
tahun ajaran 2008/2009 hingga tahun ajaran 2015/2016 jumlah 
siswa dan jumlah rombongan belajar (rombel) di SMP 
Muhammadiyah 1 Depok mengalami peningkatan. Pada tahun 
ajaran 2008/2009 jumlah siswa sebanyak 67 orang dengan 3 
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rombongan belajar (rombel), pada tahun ajaran 2009/2010 jumlah 
siswa sebanyak 99 orang dengan 4 rombongan belajar (rombel), 
pada tahun ajaran 2010/2011 jumlah siswa sebanyak 106 orang 
dengan 5 rombongan belajar (rombel), pada tahun ajaran 
2011/2012 jumlah siswa sebanyak 143 orang dengan 6 rombongan 
belajar (rombel), pada tahun ajaran 2012/2013 jumlah siswa 
sebanyak 216 orang dengan 8 rombongan belajar (rombel), pada 
tahun ajaran 2013/2014 jumlah siswa sebanyak 256 orang dengan 
10 rombongan belajar (rombel), pada tahun ajaran 2014/2015 
jumlah siswa sebanyak 348 orang dengan 12 rombongan belajar 
(rombel), pada tahun ajaran 2015/2016 jumlah siswa sebanyak 383 
orang dengan 12 rombongan belajar (rombel).  
b) Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
Jumlah guru di SMP Muhammadiyah 1 Depok pada tahun 
ajaran 2015/2016 sebanyak 29 orang dan 9 orang tenaga 
kependidikan atau tenaga administrasi. Berikut ini merupakan 
jumlah guru dan tenaga kependidikan atau tenaga administrasi di 
SMP Muhammadiyah 1 Depok yang telah disajikan dalam bentuk 
tabel: 
 
 
 
 
69 
 
 
Tabel 6. Jumlah Guru dan Karyawan berdasarkan Ijazah Tertinggi 
Jabatan 
Ijazah Tertinggi 
≤ 
 
SLTA 
D1 D2 D3 S1 S2 
Jml 
Keg Non Keg Non Keg Non Keg Non Keg Non 
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P 
Kepala 
Sekolah 
              1        1  
GTY   1         1   3 1   1    5 2 
GTT 1            1  4 9  2 1    7 11 
DPK                3       3  
Jumlah 
Guru 
1 1 - 2 21 2 16 13 
Tenaga 
Administr
asi 
3 3           1   2       4 5 
Sumber: Dokumentasi SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah guru di SMP 
Muhammadiyah 1 Depok sebanyak 29 orang dimana sebagian besar 
guru mempunyai ijazah tertinggi S1 yaitu sebanyak 21 orang, lulusan 
S2 sebanyak dua orang, lulusan D3 sebanyak dua orang, lulusan D1 
sebanyak satu orang dan lulusan SLTA/sederajat satu orang. Dari 29 
orang guru tersebut terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 7 orang Guru 
Teteap Yayasan(GTY), 18 orang Guru Tidak Tetap (GTT), dan 3 
orang Guru DPK dengan pembagian tugas mengajar sebagai berikut: 
Tabel 7. Pembagian Tugas Mengajar Guru  
No 
Nama 
NIP / NBM 
Gol Jabatan Tugas Mengajar 
1 Abdulah Mukti, S.Pd.I 
NBM.   919988 
- Kepala 
Sekolah 
Akhlak  
Kepala Sekolah 
2 Endang Suryawati., S.Pd 
NIP. 196007191983032010 
IV a Pembina  Matematika 
 
3 Sumarmi, S.Pd. 
NIP. 196109071984032007 
IV a Pembina PKn 
 
4 Sudarsono 
NBM. 645757  
- GTY IPS 
Wk.Sarpras 
5 Abidin Fuadi N., M.S.I 
NBM. 962160 
- GTY Aqidah 
Wk. Kurikulum 
6 Sukarsono 
NBM.   
- GTT Penjasorkes 
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No 
Nama 
NIP / NBM 
Gol Jabatan Tugas Mengajar 
7 Harmini, S.Pd 
NBM. 696413  
- GTY BK 
 
8 Ichsan Wibowo S, S.Pd.I 
NBM. - 
- GTT Akhlak 
Ibadah Muamalah  
Tarikh 
BTAQ 
9 Moh.Aris Prasetiyanto,S.Pd 
NBM.1053341 
- GTY Bahasa Indonesia 
 
10 Pariyatun, S.Pd 
NBM. 1043007 
- GTY Bahasa Inggris 
 
11 Yuli Setyowati, S.Pd.Si 
NBM. 1096795 
- GTY IPA 
  
12 Amin Rosyadi, S.Pd.Si 
NBM. 1090470 
- GTT IPA 
 
13 Vivin Riyani, S.Pd 
NBM. - 
- GTT Bahasa Inggris 
14 Ariful Amar, A.Md 
NBM. 1060561 
- GTY Kemuhammadiyahan 
Tarikh  
15 Bibit Isnawali, S.Pd 
NBM. - 
- GTT Bahasa Jawa 
 
16 Nurul Cholidiyah, S.H.I 
NBM. - 
- GTT Bahasa Arab 
Al Qur’an Hadist 
17 Jenti Rahmawati, S.E 
NBM. 908354 
- GTT IPS 
18 Nurjanah Wijayanti, S.Pd.I 
NBM. - 
- GTT Akhlak 
Ibadah Muamalah 
BTAQ 
19 Erna Kusumastuti N., S.Pd 
NBM. - 
- GTT Seni Budaya (Tari) 
20 Abdul Rachman O., A.Md 
NBM. - 
- PTT TIK 
21 Evajune Widiyawati, S.Pd 
NBM. - 
- GTT Keterampilan 
22 Mira Hariyanti, S.Pd 
NBM. - 
- GTT BK 
23 Muh. Ferry Irwansyah, S.Si 
NBM. - 
- GTT Matematika  
24 Sri Yuni Astuti, S.Pd 
NBM. - 
- GTT Matematika  
25 Murni Dwi Astuti, S.Pd 
NBM. - 
- GTT Bahasa Inggris  
26 Alfika Indria C. D., S.Pd 
NBM. - 
- GTT Bahasa Indonesia 
27 Imron Wafdurrahman 
NBM. - 
- GTT Bahasa Indonesia 
28 Dwi Ratnaningrum, S.Si 
NBM. - 
- GTT IPA 
29 Taufik Hidayat 
NBM. - 
- GTT Seni Musik 
Sumber: Dokumentasi SMP Muhammadiyah 1 Depok 
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Sedangkan untuk tenaga kependidikan/tenaga administrasi di 
SMP Muhammadiyah 1 Depok berjumlah 9 orang dengan pembagian 
tugas 1 orang sebagai kepala tata usaha, 2 orang sebagai sataff tata 
usaha bagian administrasi, 1 orang  sebagai staff keuangan bagian 
pembukuan, 1 orang staff  keuangan bagian juru kasir,  1 orang 
sebagai staff keuangan bagian administrasi, 1 orang sebagai kepala 
perpustakaan, 1 orang sebagai koordinator kebersihan sekolah dan 
penjaga keamanan sekolah, dan 1 orang petugas kebersihan sekolah. 
Berikut adalah pembagian tugas tenaga kependidikan/tenaga 
administrasi di SMP Muhammadiyah 1 Depok yang telah disajikan 
dalam bentuk tabel: 
Tabel 8. Pembagian Tugas Tenaga Kependidikan/Tenaga 
Administrasi  
No Nama NIP Jabatan Penugasan 
1 Pariman PTY Kepala Tata 
Usaha 
Kepala TU 
2 Ageng Asita Rini PTT Staff Tata 
Usaha 
Administrasi 
3 Jeni Barokah PTT Staff Keuangan Pembukuan 
4 Nurul Cholidiyah, S.H.I GTT Staff Keuangan  Juru kasir 
5 Dadang Arif Saputro PTT Staff Tata 
Usaha 
Administrasi 
6 Sri Pujiati, S.Pd PTT Kepala 
Perpustakaan 
Kepala 
Perpustakaan 
7 Riska Aprilia PTT Staff Keuangan  Administrasi 
8 Ponijan PTY  1. Koordinator 
Kebersihan Sekolah 
2. Penjaga Keamanan 
Sekolah 
9 Sutarman PTT  Petugas Kebersihan 
Sekolah 
Sumber: Dokumentasi SMP Muhammadiyah 1 Depok 
 
SMP Muhammadiyah 1 Depok memiliki sumber daya manusia 
yang sebagian besar adalah aktivis muda dengan kemampuan atau 
memiliki keahlian lain diluar kompetensi pedagogiknya sebagai guru. 
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Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP 
Muhammadiyah 1 Depok: 
“SDM karena SDM nya kebanyakan dari aktivis muda-muda, 
90% anak muda semua. Kita memang menseleksi betul para 
SDM kita sehingga mereka dapat berlari cepat. Seleksi guru 
disini tidak hanya berdasarkan kompetensi pedagogiknya 
semata, tapi juga dia harus punya nilai plus paling minim dia 
bisa mengaji, makanya guru-guru disini itu banyak yang 
multitalent.” (waw. 16 Mei 2016). 
 
Untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik maupun tenaga 
kependidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok, sekolah melakukan 
berbagai pelatihan atau training yang dilakukan baik itu secara rutin 
ataupun yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan saat itu. Untuk 
pelatihan yang dilakukan secara rutin yaitu ada BA (Baitul Arqam) 
yang berupa kegiatan penguatan ideologi kemuhammadiyahan untuk 
para tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan setiap satu tahun 
sekali, selain itu juga ada rapat dinas untuk para guru setiap satu 
semester sekali. Untuk pelatihan lain ada pelatihan pembuatan 
perangkat pembelajaran, pelatihan untuk para tenaga kependidikan 
seperti petugas perpustakaan, pegawai TU, dan lainnya. Hal tersebut 
seperti yang dikatakan oleh Ibu AI yaitu: 
“Banyak sekali yang dilakukan oleh pihak sekolah seperti 
yang belum lama ini kita mengadakan workshop. Kalau yang 
dilakukan persemester seperti rapat-rapat dinas untuk 
peningkatan kualitas atau tiap tahun juga ada yang 
berhubungan dengan keagamaan, ini kan sekolahnya 
Muhammadiyah ya seperti Baitul Arqam kita adakan setahun 
sekali setiap akhir tahun untuk bapak ibu guru, untuk 
meningkatkan kualitas keimanan bapak ibu guru.”(waw. 23 
Mei 2016) 
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hal tersebut juga dikatakan oleh Ibu PR sebagai berikut: 
 
“Ada semacam pelatihan atau training untuk guru tertentu 
misalnya kayak perpustakaan ada pustakawatinya dan untuk 
pustakawatinya itu dikursuskan atau ditrainingkan beberapa 
hari sama yang ahli. Terus untuk guru-gurunya nanti kalau 
misalnya ada pembuatan RPP dsb, Jadi ada semacam 
pelatihan yang mendukung profesionalisme masing-masing 
karyawan atau guru gitu ada tersendiri.” (waw. 23 Mei 2016) 
 
Diperkuat dengan pernyataan Bapak AF yaitu:  
 
“Kalau disini sudah banyak hal yang dilakukan ya mulai dari 
mungkin dari perangkat pembelajaran kemudian kita kemarin 
baru saja kita ada acara untuk perangkat pembelajaran jadi 
supaya diseragamkan mulai dar RPP, silabus, kemudain ya 
banyak yang terkait dengan perangkat ya nah itu 
diseragamkan. Biasanya satu tahun sekali kayak semacam 
jadi muatannya ada outbondnya kita nginep nanti ada  
semacam pengajian namanya kalau disini Baitul Arqam jadi 
kita nginep semalam ada materinya terus ada muatan 
outbondnya diikuti oleh semua bapak ibu guru dan karyawan 
karyawati.”(waw. 25 Mei 2016) 
 
Berdasarkan data di atas SMP Muhammadiyah 1 Depok 
memiliki sumber daya manusia (tenaga pendidik dan kependidikan) 
yang mayoritas masih muda yang memiliki kemampuan lebih 
dibidang lain selain kemampuan pedagogik yang dimilkiki. Upaya 
sekolah dalam melakukan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia senantiasa dilakukan melalui beberapa program pelatihan-
pelatihan yang dilakukan secara rutin maupun bersifat insidental 
menyesuaikan kebutuhan. 
2) Sumber Daya Keuangan  
Pelaksanaan kebijakan di SMP Muhammadiyah 1 Depok 
didukung alokasi dana yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) baik dari pemerintah pusat maupun dari maupun daerah, selain 
itu ada sumbangan masyarakat berupa SPP dan bantuan lain yang 
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tidak mengikat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak AF 
sebagai berikut: 
“Kalau pembiayaan saya kira sama dengan sekolah yang lain, 
artinya dinegara ini kan ada BOS baik dari daerah,baik dari 
pusat, BOSNAS, BOSPROP, BOSDA selain itu juga ada 
fasilitas dari beasiswa siswa miskin juga ada, kemudian dari 
orang tua juga ada, bagi siswa yang memang dia yatim piatu 
dan dia tidak mampu kita nol kan juga ada dari sekolah pribadi 
kalau sumbernya jelas orang tua.”(waw. 23 Mei 2016) 
 
Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak SDS sebagai berikut: 
 
“Kalau sumber pembiayaan itu kan siswa itu dapat BOS 
bantuan dari pemerintah.” (waw. 18 Mei 2016) 
 
Diperkuat dengan pernyataan Bapak AA yaitu:  
 
“Sebagian dibiayai oleh BOS, sebagian lagi dari sumbangan 
masyarakat (SPP dan bantuan lain yang tidak mengikat).” 
(waw. 21 Mei 2016) 
 
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 
pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu sekolah di SMP 
Muhammadiyah 1 Depok telah didukung oleh anggaran dari berbagai 
sumber. 
3) Sumber Daya Sarana Prasarana 
Penyediaan sarana prasarana sekolah menjadi faktor penting 
dalam pelaksanaan kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan mutu 
sekolah. Sarana prasarana digunakan untuk media pembelajaran dan 
mempermudah pelaksanaan kegiatan atau proses belajar mengajar. 
Keadaan sarana prasarana yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Depok 
sudah cukup memadai walaupun masih ada beberapa sarana prasarana 
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yang masih terbatas namun tidak menghambat kegiatan siswa. hal 
tersebut diungkapkan oleh Bapak AA sebagai berikut:  
“Saat ini sudah cukup memadai walau masih ada kekurangan 
namun tidak menghambat kegiatan siswa.” (waw. 21 Mei 
2016) 
 
Hal tersebut juga dikatakan oleh Ibu MD sebagai berikut: 
 
“Kalau kelasnya sudah nyaman, kalau misalnya untuk seperti 
LCD dsb juga sudah ada sudah lengkap cuma disetiap kelas 
memang belum ada, cuma bisa di ruang terus dipasang. 
Mungkin ada waktu sekitar sepuluh menit untuk memasang 
tapi kalau ini sudah ada semuanya. Disini tu mungkin ini ya, 
karena saya bahasa pembelajarannya jadi belum ada 
laboratorium bahasa cuma lagi diproses, kemungkinan tahun 
ajaran baru sudah ada.”(waw. 20 Mei 2016) 
 
Diperkuat dengan pernyataan Bapak AR: 
 
“Disini kalau misalkan pembelajaran di kelas kan misalnya 
pakai proyektor, disini sudah ada cuma masih terbatas 
dibeberapa kelas saja jadi belum semua kelas ada kemudian 
ada satu disediakan di mushola itupun kadang gantian.” (waw. 
25 Mei 2016) 
 
Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan studi 
dokumentasi (data terlampir) dapat disimpulkan bahwa  keadaan sarana 
prasarana di SMP Muhammadiyah Depok sudah cukup lengkap namun 
masih ada beberapa yang jumlahnya masih terbatas akan tetapi tidak 
menganggu aktivitas belajar mengajar di kelas. 
c. Disposisi 
Aspek disposisi berkenaan dengan sifat atau karakter yang dimiliki 
oleh implementor dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Peran 
pemimpin dalam sebuah pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu hal 
yang perlu untuk di perhatiakn karena pemimpin sebagai penggerak suatu 
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kebijakan dapat terlaksana. Kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 
Depok sebagai pemimpin dalam lembaga tersebut memiliki sifat 
demokratis seperti yang dinyatakan oleh Bapak AP sebagai berikut: 
“Perannya bagus sekali mbak, untuk kualitas guru di sini ada 
supervisi  supaya guru-guru ngajar itu disupervisi. Kemudian 
beliau itu orang yang sangat apresiasi dengan semua kegiatan 
pengembangan yang sifatnya baik SDM guru dan juga kualitas 
kualifikasi untuk peningkatan skill siswa jadi hampir semua 
kegiatan yang kami usulkan itu selalu diacc.” (waw. 20 Mei 2016) 
 
 
Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak AA sebagai berikut: 
 
“Secara umum kepala sekolah adalah penanggungjawab bahwa 
setiap apapun kegiatan pasti diketahui kepala sekolah artinya saya 
melihat lebih ke superviser ya ada pengawasan ada bimbingan. 
Dari sisi pengawasan kepala sekolah ini terkadang memberikan 
rambu-rambu mana kegiatan yang boleh dilakukan mana yang 
tidak, dari sisi bimbingan kepala sekolah selalu mengawal proses 
kegiatan ini supaya terus berjalan dan sesuai dengan tujuan. Dari 
sisi superviser ini atau tugas supervisi dari sekolah ini sampai 
sekarang berjalan sangat baik karena kepala sekolah selalu terlibat 
apapun kegiatan yang dilakukan oleh sekolah.”(waw. 21 Mei 2016) 
 
 Diperkuat dengan pernyataan Bapak AF: 
 
“Kalau peran kepala sekolah sangat besar ya, beliau bisa memiliki 
idenya kemudian bisa menentukan dan kita bersama-sama yang 
mengorganisasi. Peran kepala sekolah sangat besar karena beliau 
bisa memutuskan apakah ini layak atau tidak untuk dilaksanakan 
di sekolah ini, beliau yang menentukan tapi tentu hasil dari 
musyawarah bersama tidak kemudian memutuskan secara sepihak 
itu semua dari keputusan bersama. Di situlah letak peran penting 
dari kepala sekolah untuk memutuskan sebuah kebijakan lantas 
kemudian kami yang mengatur bagaimana berjalannya kebijakan 
tersebut.” (waw. 23 Mei 2016) 
 
Selain itu pemimpin sekolah juga mempunyai kepedulian yang 
tinggi terhadap pelaksanaan atau proses belajar mengajar seperti yang 
dikatakan oleh Ibu MD sebagai berikut: 
77 
 
“Sangat berperan penting, pak kepala sekolah kami itu dalam 3 
bulan sekali itu mengadakan supervisi. Supervisinya itu tidak 
hanya supervisi kita mengajar tapi semua perangkat itu juga 
disupervisi. Setiap awal semester itu kami harus mengumpulkan 
perangkat mengajar itu harus lengkap, dari silabus, RPP, prota, 
prosem, kemudian juga ada bukti kegiatan sehari-hari, terus ada 
penilaian, analisis penilaian semuanya harus lengkap.”(waw. 20 
Mei 2016). 
 
Hal tersebut juga dikatakan oleh Ibu AI: 
 
“Sangat berperan, karena bapak kepala sekolah kami itu sangat 
peduli dan sangat respek sekali dengan proses pembelajaran yang 
ada. Misalkanpun beliau banyak tugas, banyak kegiatan, banyak 
acara tapi beliau tetap memantau proses pembelajaran itu seperti 
apa dengan detail dari tiap guru-gurunya.” (waw. 23 Mei 2016). 
 
 
Diperkuat dengan pernyataan Bapak AR sebagai berikut: 
 
“Kepala sekolah levelnya kebijakan jadi beliau yang menentukan 
misalkan beliau minta tolong sama bagian kurikulum guru ini 
dibagian apa-apa, kayak pelajaran IPA misalkan kan ada kelas 
satu dia tiga nanti disesuaikan dengan mungkin jam terbangnya 
masing-masing guru. Ada jadwal rutin supervisi disini tiga bulan 
sekali itu ada yang masuk kelas jadi ada teamnya, guru yang lebih 
senior nanti masuk kelas untuk mensupervisi setiap guru yang 
ngajar.” (waw. 25 Mei 2016). 
 
Kerjasama yang terjalin diantara guru, komite sekolah dan warga 
sekolah lainnya terjalin erat dan kompak hal tersebut menunjukkan 
komitmen para stakeholder sebagai implementor pelaksanaan kebijakan 
peningkatan mutu. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu MD: 
“Kalau dari ikatan sendiri maksudnya dari keseharian yang 
pertama kalau guru, stekholder, warga sekolah itu yang pertama 
harus ada ikatan yang erat, kompak dsb.” (waw. 20 Mei 2016) 
 
Hal tersebut juga dikatakan oleh  Ibu AI: 
 
“Sangat bagus sekali, apalagi dari interen saja dari guru-gurunya 
karena kita masih muda-muda jadi gurunya itu kompak-kompak 
sekali, kompak, bagus, itu dari interen aja. Yang di luar juga 
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bagus sekali, karena dari pendiri-pendiri yang dulu-dulu sampai 
sekarang masih sering silaturahmi, masih sering memantau, 
seperti itu bagus kerjasamanya.” (waw. 23 Mei 2016). 
 
Diperkuat dengan pernyataan Bapak AR sebagai berikut: 
 
“Kalau tentang kerjasama guru mungkin levelnya masing-masing 
guru mungkin karena punya job deskription masing-masing ya 
kita ini aja ya sesuai dengan apa yang ada tapi artinya namanya 
kerukunan tadi kan tidak selalu dalam hal yang formal bisa juga 
dalam hal informal kita keakrabannya malah dari situ bisa 
terbangun.” (waw. 25 Mei 2016) 
 
Sifat demokratis yang dimiliki oleh Kepala Sekolah SMP 
Muhammadiyah 1 Depok ditandai dengan terbukanya kesempatan kepada 
seluruh warga sekolah untuk mengajukan usulan-usulan program dan 
dilakukannya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Untuk sifat atau 
karakterisrik peduli atauu respek dalam proses belajar mengajar ditandai 
dengan diadakannya supervisi guru saat mengajar dan supervisi perangkat 
pembelajaran serta memantau guru-guru secara detail. Selain itu, guru-
guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Depok 
juga memiliki komitmen yang ditandai dengan adanya kekompakan dalam 
kerjasama. 
d. Struktur Organisasi 
SMP Muhammadiyah 1 Depok berada di bawah naungan Dinas     
Dikpora Kab. Sleman dan Majelis Dikdasmen PDM dengan alur instruksi 
kepada kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok. Untuk 
melaksanakan tugas Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok 
dibantu oleh Pengembang Sekolah, Komite Sekolah dengan alur instruksi 
dan koordinasi. Kepala sekolah membawahi Wakil Kepala Sekolah, Wali 
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Kelas, Petugas Laboratorium, bagian Bimbingan Konseling, petugas 
perpustakaan, petugas Tata Usaha, Litbang, Tenaga Pendidik dan Peserta 
Didik dengan alur instruksi. Untuk Bendahara Sekolah di bawah naungan 
langsung dari majelis Dikdasmen PDM dengan alur koordinasi. Berikut 
adalah bagan struktur organisasi SMP Muhammadiyah 1 Depok: 
 
Gambar 5. Struktur Organisasi 
Sumber: Dokumentasi SMP Muhammadiyah 1 Depok 
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SMP Muhammadiyah 1 memiliki struktur organisasi seperti pada 
umumnya. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan 
mutu sesuai dengan struktur baku yang sudah ada di SMP Muhamdiyah 1 
Depok. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak AM sebagai berikut:  
“Kita ada majelis Dikdasmen, tingkat daerah kan kalau SMP 
dibawah daerah. Kemudian ada Dinas Dikpora, kemudian ada 
komite, kemudian ada tim pengembang SMP, kemudian saya 
dibantu oleh beberapa waka, ada wakil kepala sekolah dibidang 
kurikulum, ada dibagian humas dan sarpras, kemudian ada 
dibidang kesiswaan, yang kurikulum punya staf, yang kesiswaan 
punya staf, kemudian juga ada pokja ismuba, dulu waka ismuba 
tetapi kita bikin pokja, pada pokja ini kelompok pekerja ada yang 
ngurusin ibadahan, ada yang ngurusin iqro’, ada yang ngurusi 
prestasi dan kita bagi-bagi kita kelompokkan. Yang lainnya guru 
dan karyawan, ada bendahara sekolah dan sebagainya, ya seperti 
struktur pada umumnya.” (waw. 16 Mei 2016). 
 
Setiap bidang memiliki peran yang berbeda dalam berkontribusi 
pada pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu dengan tujuan atau visi misi 
yang sama yang ingin dicapai. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak SDS 
sebagai berikut:  
“Saya disini ditugaskan sebagai humas dan sarana prasarana jadi ya 
kalau misalnya ini sedang ada pembangunnan saya diminta untuk 
mengurusi pembangunan disamping humas, kalau humas itu 
biasanya berhubungan dengan masyarakat, misalnya ada keluhan 
dari masyarakat saya menampung kalau ada keluhan dari sekolah 
saya menyampaikan kepada masyarakat melalui pak dukuh dan ini 
kerjasama sekolah dengan masyarakat terfasilitasi melalui pengurus 
Muhammadiyah mulai dari ranting sampai tingkat cabang ini sudah 
bagus.” (waw. 18 Mei 2016) 
 
Diperkuat dengan pernyataan Bapak AA yaitu: 
 
“Ya sesuai dengan subjek yang saya ampu pertama visi dan misi ini 
diterjemahkan menjadi sebuah program salah satunya adalah 
ismubaris, untuk mewujudkan misi itu penguatan karakter terutama 
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dalam keagamaan ini menjadi hal yang mutlak supaya anak-anak 
atau siswa tidak kemudian hanya dibekali kemampuan secara 
akademik saja namun non-akademik seperti sisi religiusitas, sisi 
empati dan sebagainya berusaha kita kuatkan melalui program-
program diismubaris ini.” (waw. 21 Mei 2016) 
 
 Dalam susunan struktur organisasi terdapat hubungan koordinasi 
dan instruksi. Masing-masing posisi mempunyai tugas pokok dan fungsi 
(Tupoksi) yang berbeda-beda. 
e. Kultur Sekolah 
Kualitas sekolah berawal dari adanya visi sekolah, yang kemudian 
dijabarkan dalam misi sekolah. Misi mengandung nilai-nilai yang lebih 
lanjut nilai-nilai akan berpengaruh terhadap kultur sekolah. Kultur sekolah 
di SMP Muhammadiyah 1 Depok tercermin dari visi dan misi yang 
dimiliki oleh SMP Muhammadiyah 1 Depok yaitu berakhlak mulia, 
mandiri, kreatif dan berprestasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak AP 
sebagai berikut: 
“Membentuk akhlak mulia, mandiri, kretif dan berprestasi. Kalau 
misinya ya terjemahan dari visi tadi.” (waw. 20 Mei 2016) 
 
Hal tersebut dikatakan oleh Bapak AA sebagai berikut: 
 
“Visinya itu berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan berprestasi. 
Berkaitan dengan misi, saya kira misi kan terjemahan dari visi 
langkah dari bagaimana meraih visi itu ya melalui misi.”(waw. 21 
Mei 2016) 
 
Diperkuat dengan pernyataan Bapak AF: 
 
“Visinya itu berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan berprestasi. Itu 
yang kami lakukan sejak awal, kalau misinya nanti dilihat di file 
yang kemarin.”(waw. 23 Mei 2016) 
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Upaya yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah 1 Depok untuk 
mewujudkan visi misi sekolah dilakukan dengan berbagai kegiatan 
diantaranya untuk mewujudkan visi berakhlak mulia diwujudkan dengan 
program 5S, sholat dhuha berjamaah, sholat dhuhur berjamaah, kultum, 
zikir, doa bersama, pembinaan haidhoh, dan ismubaris serta hafalan ayat-
ayat  pilihan. Untuk mewujudkan visi mandiri diadakannya program live in 
pada hari Raya Idul Adha serta kegiatan outdoor. Untuk mewujudkan visi 
kreatif sekolah mengadakan program jum’at ekspresi/budaya/festival, 
kemudian jumat krida, kemudian jumat gizi. Sedangkan untuk 
mewujudkan visi berprestasi sekolah memfasilitasi dengan baik bagi siswa 
untuk mendapatkan prestasi. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak AM 
sebagai berikut: 
“Berakhlak mulia jelas kan kita sekolah Muhammadiyah, menjadi 
pondasi utama berkarakter berakhlak mulia, mulai dari 5S, setelah 
itu dhuha berjamaah, sholat dhuhur berjamaah. Kemudian juga ada 
kultum, ada zikir, ada doa bersama, untuk yang putri yang tidak 
sholat pun kita fasilitasi ada pembinanan haidoh. Kemudian kita 
juga punya pembiasaan yang namanya ismubaris yaitu belajar 
keislaman, keMuhammadiyahan, bahasa Inggris, Bahasa Jawa. Ada 
hafalan ayat Al-Qur’an, ayat-ayat pilihan, kemudian ada hafalan 
juz 30. 
Mandiri, kita banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemandirian. 
Misalkan ada outing class atau outdoor, kemudian kita juga punya 
program live in ketika Idul Qurban yaitu tinggal di masyarakat 3 
hari tinggal di pemukiman warga. 
Kemudian dari segi kreatif, setiap jum’at satu jam pelajaran itu 
jum’at ekspresi/budaya/festival nilai, kemudian jumat krida bersih-
bersih, kemudian jumat gizi mereka mendapatkan tambahan gizi di 
sekolah ini. 
Kemudian yang terakhir prestasi, jelas kita mendorong anak-anak 
untuk berprestasi di bidang apapun. Kita memfasilitasi betul anak-
anak yang ingin berprestasi, kita berikan kesempatan, kita berikan 
pembimbingan, sampai kita fasilitasi kemanapun.” (waw. 16 Mei 
2016). 
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Dalam menciptakan kultur sekolah yang menjadi visi dan misi 
sekolah, SMP Muhammadiyah 1 Depok melakukan berbagai upaya 
seperti yang dikatakan oleh Bapak AF sebagai berikut: 
“Kalau mutu dalam bidang pelayanan misalnya kami selalu setiap 
saat ada rapat dengan wali kelas, BK, pimpinan sekolah itu untuk 
melibatkan hubungan kami dengan orang tua anak. 
Kalau dalam hal bidang mutu akademik, tentu kita banyak 
kegiatan-kegiatan yang dia menunjang ke akademik misalnya ada 
les UN, les siang, les sore,les malam.Kalau mutu skill anak-anak 
dalam bidang keterampilan maupun kepemimpinan kami adakan 
beberapa ekstrakurikuler kemudian beberapa pelatihan-pelatihan 
untuk anak-anak yang tujuan kami adalah untuk meningkatkan 
pelayanan anak-anak dalam peningkatan skill anak tadi. Untuk 
pelatihan-pelatihan kepemimpinan kami melalui organisasi intra 
kami IPM kita adakan pelatihan-pelatihan disitulah kemudian 
kepeminpinan-kepemimpinan anak-anak. Satu lagi mutu sarana-
prasarana kami, alhamdulillah kami mendapatkan banyak 
bantuan, gedung ini kan sejak tahun 2014 kita sudah sering 
mendapatkan bantuan untuk gedung mulai dari rehab sedang, 
rehab berat, ruang kelas baru, kemudian peralatan laboratorium 
kita sudah mulai meningkat, itulah salah satu cara kami untuk 
peningkatan mutu dalam hal sarana-prasarana. Kalau untuk mutu 
pendidik kami adakan pelatihan-pelatiahan guru setiap tahun satu 
kali itu untuk peningkatan skill guru, kepribadian guru, skill 
berorganisasi dan kemudian kita menumbuhkan semangat untuk 
berMuhammadiyah, pelatihannya namanya adalah Baitul Arqam 
setiap satu tahun sekali kami rutin melakukan itu. Pelatihan yang 
lain yang insidental itu ada pelatihan living values.” 
 
Diperkuat  dengan pernyataan dari Bapak AA: 
  
“Kalau keseluruhan kami melakukan pembekalan terhadap guru-
guru, kemudian dari sisi siswa untuk meningkatkan mutu 
sebetulnya banyak kalau mau jabarin sebenarnya kurikulum lebih 
paham sebetulnya, kalau sepengetahuan saya dari kelas VII kita 
lebih ke ekstra penanganan ke ekstrakurikuler ada yang wajib ada 
yang pilihan, yang wajib itu HW(Hisbul Wathan) dan tapak suci 
kemudian ada ekstra-ekstra yang lain seperti sains, kemudian 
ekstra robotik dan ekstra KIR sama. Untuk yang kelas VIII kita 
mulai memproyeksikan tentang UN, UN itu sudah kita persiapkan 
sejak kelas VIII, les UN itu kita lakukan seminggu dua kali.” 
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Hal tersebut juga diperkuat dengan program pembinaan karakter 
dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Muhammadiyah 1 
Depok sebagai berikut: 
Tabel 9. Program Pembinaan Karakter 
No. Nama Program 
1. Sholat Dhuha dan Dzuhur berjama’ah 
2. Dzikir, do’a, dan kultum setelah sholat  
3. Pembinaan mambaca Al-Qur’an 
4. Hafalan juz 30 dan ayat-ayat Al-Qur’an pilihan 
5. Organisasi siswa (IPM & Hizbul Wathan) 
Sumber: Dokumentasi SMP Muhammadiyah 1 Depok 
 
Tabel 10. Kegiatan Ekstrakurikuler 
 
 
 
Sumber: Dokumentasi SMP Muhammadiyah 1 Depok 
 
Untuk menciptakan kultur sekolah sesuai dengan visi misi 
sekolah para pengajar atau guru SMP Muhammadiyah 1 Depok 
menanamkan nilai-nilai yang terkandung didalam visi misi dengan 
No. Nama Program 
1. Rocket Air 
2. Robotika 
3. Palang Merah Remaja 
4. Kepanduan Hizbul Wathan 
5. Kesenian Bela Diri Tapak Suci 
6. Futsal 
7. Kaligrafi 
8. Drum Band 
9. Olimpiade Sains 
10. Public Speaking 
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memasukkan atau menyisipkan karakter atau nilai-nilai yang terkandung 
dalam visi misi sekolah ke dalam silabus ataupun RPP pada materi 
pembelajaran dan menanamkan melalui proses belajar mengajar dalam 
kelas. Hal tersebut dikatakan oleh Ibu MD sebagai berikut: 
“Karena saya di sini kan sebagai guru Bahasa Inggris, kalau 
sekarang itu kan di RPP di setiap RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran) itu kan di dalam RPP itu kan selalu ada AIK atau 
karakter harus disisipi……..” (waw. 20 Mei 2016). 
 
 
Hal tersbut juga dikatakan oleh Ibu PR: 
 
“Kalau dalam pelajaran karena yang namanya karakter dan AIK 
itu ada di dalam setiap pembelajaran dan sudah tertera dalam RPP 
atau silabus. Jadi penanaman nilainya kalau guru mata pelajaran 
setiap dia ngajar itu harus memasukkan karakter-karakter yang 
ada. Jadi misalkan karakter yang sudah kita buat di visi misi kita 
implementasikan diprosesnya diproses pengajaran.” (waw. 23 
Mei 2016). 
 
Diperkuat dengan pernyataan  
 
“Kita mengajar berusaha sesuai dengan visi misi yang ada , jadi 
disesuaikan dengan RPPnya dengan silabusnya, berusaha tidak 
melenceng dengan RPP yang sudah ada.” (waw. 23 Mei 2016). 
 
Proses belajar mengajar di kelas dilakukan dengan banyak inovasi 
seperti permainan dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut dikatakan 
oleh DM sebagai berikut: 
“Saya nyaman, karena gurunya yang ngajak bermain ada 
permainan, kalau kita bosen diajak main tapi tentang 
pelajaran.”(waw. 23 Mei 2016) 
 
Diperkuat oleh pernyataan SF sebagai berikut: 
 
“Pelajarannya itu tidak tegang, jadi ada peregangan-peregangan 
kayak games-games gitu.” (waw. 23 Mei 2016) 
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Untuk mendukung sekolah dalam upaya penanaman kultur 
berprestasi sekolah mempunyai kegiatan yang wajib diikuti oleh para 
siswa berupa Hisbul Wathan, Tapak Suci, serta diadakan les Ujian 
Nasional. Hal tersebut dikatakan oleh DM sebagai berikut: 
“HW sama Tapak Suci untuk kelas VII, kalau kelas VIII sama IX 
ada les UN.” (waw. 23 Mei 2016). 
 
Diperkuat oleh SF sebagai berikut: 
 
“Ada, tapi itu untuk kelas VII itu  HW sama tapak suci, VIII itu 
les UN setiap hari senin sama selasa.” (waw. 23 Mei 2016). 
 
Sekolah juga menanamkan kultur berprestasi baik bidang 
akademik dan non akademik dengan memberikan dukungan dan apresiasi 
kepada warga sekolah untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Hal 
tersebut dikatakan oleh Bapak AM sebagai berikut: 
“Tentu saja, Kita memfasilitasi betul anak-anak yang ingin 
berprestasi, kita berikan kesempatan, kita berikan pembimbingan, 
sampai kita fasilitasi kemanapun.”(waw. 16 Mei 2016). 
 
Disampaikan juga oleh DM sebagai berikut: 
 
“Sekolah dukung banget. Kasih motivasi, terus kalau misalnya 
ada yang mau lomba kita disuruh belajar dulu, guru-guru ada 
yang membantu buat belajarnya itu, jadi dibantu sama guru 
didampingi sama guru. Kalau misalnya mau lomba apa gitu, 
lomba basa Jawa nanti ada guru bahasa Jawa yang ngatur 
itu.”(waw. 23 Mei 2016) 
 
Diperkuat dengan pernyataan SF sebagai berikut: 
 
“Dukung, sangat dukung. Difasilitasi, ada guru pembimbingnya, 
ada guru yang khusus yang pakarnya gitu.”(waw. 23 Mei 2016) 
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Hal tersebut diperkuat dengan data prestasi yang didapat oleh 
SMP Muhammadiyah sebagai berikut. 
 
Tebel 11.   Prestasi Siswa Tahun 2011-2016 
NO 
TAHUN 
PRESTASI 
PRESTASI 
1. 2011 
Juara I Desain Batik o2SN Dikpora Kabupaten 
Sleman 
Juara II Beladiri antar SMP wilayah DIY-Jateng  
2. 2012 
Juara V Pidato Bahasa Inggris Olimpiade 
ISMUBARIS Majelis Dikdasmen PDM 
Sleman-UAD 
Medali Perunggu Olimpiade IPA Fisika 
Dikdasmen PDM Sleman-UAD  
Medali Perunggu Olimpiade IPA Biologi 
Dikdasmen PDM Sleman-UAD 
3. 2013 
Peringkat VIII Lomba Pertolongan Pertama se-
Jawa Volunteer Weeks Ke-3 UNS 
4. 2014 
Peringkat IV Lomba Pertolongan Pertama se-
DIY, Junior Red Cross Invitation - SMA N 5 
Yogyakarta 
Juara III Lomba Poster se-Kabupaten Sleman 
Juara III Bela Diri IPSI kelas G Putra Pra PON 
Provinsi DIY 
Juara I Bela Diri IPSI kelas G Putra Pra PON 
Kab. Sleman 
5. 2015 
Juara II Musabaqah Syahril Qur’an se-
kabupaten Sleman 
Juara III Seni Bela Diri Tapak Suci Tingkat 
DIY 
Peringkat IV lomba Olimpiade Fisika DIY 
Jateng 
6. 2016 
Juara II Bela Diri Kelas F Putra, MUSABA 
CUP 
Juara III Bela Diri Kelas D Putra, MUSABA 
CUP 
Sumber: Dokumentasi SMP Muhammadiyah 1 Depok 
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  Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan studi dokumentasi dapat 
disimpulkan bahwa SMP Muhammadiyah 1 Depok mempunyai visi 
Berahlak Mulia, Mandiri, Kreatif dan Berprestasi sebagai landasan dasar 
dalam pembentukan kultur sekolah. Visi misi tersebut direalisasikan dalam 
bentuk program-program pembinaan karakter serta diterpakan dalam 
proses belajar mengajar sehari-hari.  
f. Manajerial 
Dalam kegiatan manajerial pelaksanaan kebijakan kepala sekolah 
melakukan kontrol yaitu dengan memastikan semua  struktur  menjalankan 
tugas pokok dan fungsi dengan baik. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak 
AM sebagai berikut: 
“Memastikan semua struktur yang ada maupun petugas atau yang 
bertanggungjawab yang melekat dalam tupoksi (tugas pokok dan 
fungsi) itu kita ingatkan terus kita kontrol terus, ketika rapat bulanan 
itu menjadi pijakan kita.”(waw. 16 Mei 2016) 
 
 
Untuk kegiatan manajerial guru di dalam kelas dengan melakukan 
inovsi pada metode pembelajaran yang digunakan menyesuaikan dengan 
kondisi kelas masing-masing. Hal tersbut dikatakan oleh Ibu PR sebagai 
berikut: 
“Metode kita tidak bisa menggunakan satu metode karena namanya 
di ruangan itu kita mestinya mau menggunakan metodenya metode 
komunikatif tapi selama proses pembelajaran itu bisa saja metode itu 
berganti. Jadi metode yang kita pakai itu kita sesuaikan dengan siapa 
yang kita hadapi dan bagaimana situasinya saat itu.” (waw. 23 Mei 
2016). 
 
 
 
 
89 
 
Hal tersebut senada dengan pernyataan Ibu AI: 
 
“Bermacam-macam tergantung dengan KD yang akan kita berikan, 
ada inquiry ada penugasan tergantung KDnya.” (waw. 23 Mei 2016). 
 
Diperkuat dengan pernyataan yang dari Bapak AR sebagai berikut:  
 
“Kalau bisa divariasi, kita kan metodenya dimulai dengan 
demonstrasi, demonstrasi itu kan bisa misalkan nanti dalam 
pembelajaran apa yang memang tidak memungkinkan semua anak 
itu mencoba kan didemonstrasikan cukup jadi paling tidak anak itu 
melihat mungkin ada salah satu maju kedepan mencoba bisa juga 
dalam bentuk eksperimen yang nanti buat modelnya perkelompok. 
Ya seperti itu untuk variasinya.”(waw. 25 Mei 2016). 
 
 
Agar proses belajar mengajar dikelas berlangsung secara kondusif 
yaitu dengan membuat persiapan sebelum mengajar, membuat siswa 
nyaman di dalam kelas dan juga disertai dengan metode pembelajaran 
yang menarik. Hal tersbut dikatakan oleh Ibu MD sebagai berikut: 
“Di sini justru para guru-guru muda itu semangat untuk menciptakan 
pembelajaran yang aktif, bagaimana cara membuat mereka menjadi 
aktif lah pokoknya dikegiatan pembelajaran. Jadi kalau misalnya 
kalau yang ditanyakan kondusif pertama kalau jadi guru disini 
adalah tegas kemudian dibarengi dengan metode tadi, metodenya 
juga harus yang menarik.” (waw. 20 Mei 2016) 
 
Diperkuat dengan pernyataan yang dikatakan oleh Ibu PR: 
“Pertama memang yang namanya guru harus punya persiapan, 
persiapan itu disesuaikan dengan kondisi karena setiap kelas 
kondisinya pasti berbeda. Persiapan itu kita punya namanya RPP itu 
tapi bisa dikembangkan, materinya tetap sama hanya cara 
penyampaian perkelas nanti berbeda.” (waw. 23 Mei 2016) 
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2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat  
a. Faktor Pendukung 
       Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh 
seberapa besar dukungan yang ada untuk mendukung seluruh program 
dan kegiatan. Dukungan dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu 
pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok  adalah: 
1. Tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok. 
berjumlah 29 orang dimana sebagian besar guru mempunyai ijazah 
tertinggi S1 yaitu sebanyak 21 orang, lulusan S2 sebanyak dua orang, 
lulusan D3 sebanyak dua orang, lulusan D1 sebanyak satu orang dan 
lulusan SLTA/sederajat satu orang. Dalam pelaksanaan kebijakan 
sekolah, sekolah membutuhkan agen pelaksana dalam hal ini tenaga 
pendidik dan pendidik untuk melaksanakan kebijakan yang ada 
dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing agen 
pelaksana. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak AM sebagai berikut: 
“Ya itu tadi SDM kami yang mayoritas masih muda dan multi 
talenta dan memiliki nilai lebih tidak hanya pada kemampuan 
pedagogiknya saja.” (waw. 16 Mei 2016) 
 
 
Berdasarkan hal tersebut maka Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan yang berkualitas, multitalenta dan dengan tigkat 
pendidikan yang mayoritas sudah bergelar sarjana memberikan 
dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada di sekolah. 
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2. Adanya dukungan dari pihak yayasan dan pihak eksternal lainnya. 
SMP Muhammadiyah 1 Depok merupakan sekolah yang dibimbing 
langsung oleh Prof. A. Malik Fadjar, M.Sc (Mantan Mendiknas RI), 
selain itu SMP Muhammadiyah 1 Depok juga mendapatkan dukungan 
dari Mendiknas PMW & beberapa Perguruan Tinggi Muhammadiyah 
yang ada di Yogyakarta. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak SDS 
sebagai berikut: 
“Yang mendukung itu diantaranya yaitu suport yang 
pertama dari ranting, cabang, daerah itu memberi suport 
supaya sekolah itu maju” (waw. 18 Mei 2016). 
 
  Diperkuat oleh pernyataan Bapak  AP sebagai berikut: 
 “kalau di sekolah ini kan bagusnya itukan dibimbing 
langsung oleh Prof. Malik Fajar beliau adalah mantan 
Mentri Pendidikan disisi lain disini juga termasuk Majelis 
Dikdasmen, pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi 
DIY itu juga langsung memantau sini jadi guru ini sering 
ikut pelatihan.”(waw. 20 Mei 2016) 
 
Berdasarkan hal tersebut maka dukungan dari pihak yayasan 
dan pihak ekternal lainnya menjadi faktor pendorong keberhasilan 
dalam pelaksanaan kebijaka. 
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b. Faktor Penghambat 
1. Kualitas input (siswa) yang rendah. SMP Muhammadiyah 1 Depok 
tidak melakukan seleksi pada calon peserta didik yang mendaftar, 
sehingga tidak ada standar bagi calon siswa yang ingin mendaftar. 
Selain itu selama ini SMP Muhammadiyah 1 Depok masih menjadi 
pilihan kedua para calon siswa setelah sekolah Negeri. Sehingga SMP 
Muhammadiyah 1 Depok mendapatkan input siswa dengan 
kemampuan dibawah sekolah-sekolah yang menjadi pilihan pertama. 
2. Program pembangunan sekolah yang belum selesai. Sejak adanya 
kemunduran SMP Muhammadiyah 1 Depok, keadaan fisik sekolah 
menjadi tidak diperhatiakan. Sehingga pada saat ini sekolah sedang 
melakukan banyak perbaikan pada fisik sekolah baik dari rehab ringan 
hingga pembangunan gedung baru. 
93 
 
C. Pembahasan Hasil Penelitian 
1. Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP 
Muhammadiyah 1 Depok 
Menurut Subarsono (2008: 89) keberhasilan implementasi kebijakan 
akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel 
tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III 
(Subarsono, 2008:89-104) menyatakan implementasi kebijakan dipengaruhi 
oleh empat variabel, yakni: a) komunikasi, b) sumber daya, c) disposisi, dan c) 
struktur birokrasi. Dalam hal ini peneliti kolaborasikan dengan dua variabel 
dari “Model Peningkatan Mutu Faktor Empat” yaitu kultur sekolah dan 
manajerial. Menurut Siti Irine Astuti D.(2011: 97), Pada “model empat” 
kualitas belajar mengajar ditentukan oleh a) kultur sekolah, 2) kepemimpinan, 
3) manajerial, 4) infrastruktur. 
a. Komunikasi 
Sabatier dan Mazmanian (Sudiyono, 2007:93-97) mengemukakan 
bahwa putusan kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal jika 
memenuhi berbagai persyaratan implementasi salah satunya adalah perlu 
adanya koordinasi yang kuat antar berbagai agen atau lembaga 
implementor. Koordinasi atau komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan 
peningkatan mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok berjalan 
rutin. Komunikasi dilakukan baik secara formal maupun informal. Rapat 
secara formal dilakukan dengan Rapat Kerja, Briefing, Rapat Pimpinan, 
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Rapat Wali Kelas, Rapat Guru Senior, Rapat Guru dan Karyawan, Rapat 
Dinas, Rapat Bidang Studi, dll. 
b. Sumber Daya 
Menurut Edward (Subarsono, 2008:89) walaupun isi kebijakan 
sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila 
implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi 
tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber 
daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. 
Implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SMP 
Muhmadiyah 1 Depok telah didukung oleh sumber daya manusia yang 
berkualitas. Mayoritas pendidik masih muda yang memiliki kemampuan 
lebih dibidang lain selain kemampuan pedagogik yang dimilkiki. Upaya 
sekolah dalam melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia 
senantiasa dilakukan melalui beberapa program pelatihan-pelatihan yang 
dilakukan secara rutin yang dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu 
dengan diadakannya BA (Baitul Arqam) yaitu berupa kegiatan penguatan 
ideologi kemuhammadiyahan untuk para tenaga pendidik maupun tenaga 
kependidikan, selain itu juga ada rapat dinas untuk para guru setiap satu 
tahun sekali.  Program peningkatan kualitas yang dilakukan secara  
insidental dilakukan sesuai dengan kebutuhan seperti pelatihan pembuatan 
perangkat pembelajaran, pelatihan untuk para tenaga kependidikan.  
Salah satu syarat pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh 
Sabatier dan Mazmanian adalah sumber dana untuk melaksanakan 
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kebijakan tersebut mencukupi (Sudiyono, 2007:93-97). Pelaksanaan 
kebijakan di SMP Muhammadiyah 1 Depok didukung alokasi dana yang 
berasal dari berbagai sumber. Sumber dana tersebut diantaranya adalah  
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dari pemerintah pusat maupun 
dari maupun daerah, selain itu ada sumbangan masyarakat berupa SPP dan 
bantuan lain yang tidak mengikat.  
Sarana prasarana digunakan untuk media pembelajaran dan 
mempermudah pelaksanaan kegiatan atau proses belajar mengajar. 
Keadaan sarana prasarana yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Depok 
sudah cukup memadai walaupun masih ada beberapa sarana prasarana 
yang masih terbatas namun tidak menhambat kegiatan siswa.  
c. Disposisi 
Menurut Teori George C. Edwards III (Subarsono, 2008:89-104), 
disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor 
memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan 
dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 
implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 
Sebagai salah satu implementor Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 
Depok memiliki sifat demokratis ditandai dengan terbukanya kesempatan 
kepada seluruh warga sekolah untuk mengajukan usulan-usulan program 
dan dilakukannya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Selain itu 
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kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok juga mempunyai sifat atau 
karakterisrik peduli atau respek dalam proses belajar mengajar, ditandai 
dengan diadakannya supervisi guru saat mengajar dan supervisi perangkat 
pembelajaran serta memantau guru-guru secara detail. Selain itu, guru-
guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Depok 
juga memiliki komitmen yang ditandai dengan adanya kekompakan dalam 
kerjasama. 
d. Struktur Birokrasi 
Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni 
menyangkut jaringan   sistem,   hirarki   kewenangan   masing-masing   
peran,   model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin 
organisasinya, aturan  main  organisasi,  target  masing-masing  tahap  
yang  ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi 
yang dipilih (Arif Rohman 2009: 147-149). SMP Muhammadiyah 1 
memiliki struktur organisasi seperti pada umumnya. Struktur birokrasi 
dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu sesuai dengan struktur 
baku yang sudah ada di SMP Muhamdiyah 1 Depok. Masing-masing 
posisi mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berbeda-beda. 
SMP Muhammadiyah 1 Depok berada di bawah naungan Dinas     
Dikpora Kab. Sleman dan Majelis Dikdasmen PDM dengan alur instruksi 
kepada kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok. Untuk 
melaksanakan tugas Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok 
dibantu oleh Pengembang Sekolah, Komite Sekolah dengan alur instruksi 
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dan koordinasi. Kepala sekolah membawahi Wakil Kepala Sekolah, Wali 
Kelas, Petugas Laboratorium, bagian Bimbingan Konseling, petugas 
perpustakaan, petugas Tata Usaha, Litbang, Tenaga Pendidik dan Peserta 
Didik dengan alur instruksi. Untuk Bendahara Sekolah di bawah naungan 
langsung dari majelis Dikdasmen PDM dengan alur koordinasi. 
e. Kultur Sekolah 
Salah satu variabel dalam peningkatan mutu sekolah menurut teori Model 
Peningkatan Mutu Faktor Empat ialah kultur sekolah. Mutu sekolah 
merupakan hasil dari pengaruh langsung proses belajar-mengajar. Kualitas 
sekolah berawal dari adanya visi sekolah, yang kemudia dijabarkan dalam 
misi sekolah. Menurut teori ekselensi misi mengandung dua aspek, yaitu 
aspek abstrak dan kongkret. Misi mengandung nilai-nilai. Lebih lanjut, 
nilai-nilai akan berpengaruh terhadap kultur sekolah. Di sisi lain, misi 
mengandung aspek kongkret, yakni berupa strategi dan program (Siti Irine 
Astuti D, 2011: 96-97). Kultur sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Depok 
tercermin dari visi dan misi yang dimiliki oleh SMP Muhammadiyah 1 
Depok yaitu berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan berprestasi. Upaya yang 
dilakukan oleh SMP Muhammadiyah 1 Depok untuk mewujudkan visi 
misi sekolah dilakukan dengan berbagai kegiatan diantaranya untuk 
mewujudkan visi berakhlak mulia diwujudkan dengan program 5S, sholat 
dhuha berjamaah, sholat dhuhur berjamaah, kultum, zikir, doa bersama, 
pembinaan haidhoh, dan ismubaris serta hafalan ayat-ayat pilihan. Untuk 
mewujudkan visi mandiri diadakannya program live in pada hari Raya Idul 
98 
 
Adha serta kegiatan outdoor. Untuk mewujudkan visi kreatif sekolah 
mengadakan program jum’at ekspresi/budaya/festival, kemudian jumat 
krida, kemudian jumat gizi. Sedangkan untuk mewujudkan visi berprestasi 
sekolah memfasilitasi dengan baik bagi siswa untuk mendapatkan prestasi. 
Untuk menciptakan kultur sekolah sesuai dengan visi misi sekolah para 
pengajar atau guru SMP Muhammadiyah 1 Depok menanamkan nilai-nilai 
yang terkandung didalam visi misi dengan memasukkan atau menyisipkan 
karakter atau nilai-nilai yang terkandung dalam visi misi sekolah ke dalam 
silabus ataupun RPP pada materi pembelajaran dan menanamkan melalui 
proses belajar mengajar dalam kelas. Upaya penanaman kultur berprestasi 
sekolah mempunyai kegiatan yang wajib diikuti oleh para siswa berupa 
Hisbul Wathan, Tapak Suci, serta diadakan les Ujian Nasional. Sekolah 
juga menanamkan kultur berprestasi baik bidang akademik dan non 
akademik dengan memberikan dukungan dan apresiasi kepada warga 
sekolah untuk mengikuti perlombaan-perlombaan.  
f. Manajerial  
Kondisi yang mendukung agar implementasi dapat dilaksanakan 
secara optimal salah satunya adalah kemampuan manajerial para pelaku 
kebijakan. Para pelaku kebijakan harus memiliki kemempuan manajerial, 
dan politis dan komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai (Sudiyono, 
2007: 90-100). Dalam kegiatan manajerial pelaksanaan kebijakan kepala 
sekolah melakukan kontrol yaitu dengan memastikan semua struktur  
menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Untuk kegiatan 
99 
 
manajerial guru di dalam kelas dengan melakukan inovsi pada metode 
pembelajaran yang digunakan menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-
masing. Agar proses belajar mengajar dikelas berlangsung secara kondusif 
yaitu dengan membuat persiapan sebelum mengajar, membuat siswa 
nyaman di dalam kelas serta dibarengi dengan metode pembelajaran yang 
menarik. 
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat  
a. Faktor Pendukung 
       Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi 
oleh seberapa besar dukungan yang ada untuk mendukung seluruh 
program dan kegiatan. Dukungan dalam pelaksanaan kebijakan 
peningkatan mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok  
adalah: 
1. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berkualitas, multitalenta 
dan sudah bergelar Sarjana. Dalam pelaksanaan kebijakan sekolah, 
sekolah membutuhkan agen pelaksana dalam hal ini tenaga 
pendidik dan pendidik untuk melaksanakan kebijakan yang ada 
dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing agen 
pelaksana. Dengan tigkat pendidikan yang mayoritas sudah 
bergelar sarjana memberikan dukungan terhadap pelaksanaan 
kebijakan yang ada di sekolah. Hal ini sesuai dengan yang 
disampaikan oleh Arif Rohman (2009: 147-149) bahwa faktor yang 
yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam 
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implementasi kebijakan salah satunya adalah faktor  yang terletak  
pada  personil pelaksana, yakni  yang  menyangkut tingkat 
pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, 
kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama 
dari para pelaku pelaksana kebijakan. 
2. Adanya dukungan dari pihak yayasan dan pihak eksternal lainnya. 
SMP Muhammadiyah 1 Depok merupakan sekolah yang dibimbing 
langsung oleh Prof. A. Malik Fadjar, M.Sc (Mantan Mendiknas 
RI), selain itu SMP Muhammadiyah 1 Depok juga mendapatkan 
dukungan dari Mendiknas PMW & beberapa Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Hal tersebut sesuai 
dengan yang disampaikan Sabatier dan Mazmanian (Sudiyono, 
2007:93-97) bahwa perlu dukungan dari seluruh pihak baik internal 
maupun eksternal. Dukung dari internal sekolah dan eksternal 
sekolah memberikan dampak postif terhadap implementasi 
kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SMP Muhamadiyah 1 
Depok. 
b. Faktor Penghambat 
1. Kualitas input (siswa) yang rendah. SMP Muhammadiyah 1 Depok 
tidak melakukan seleksi pada calon peserta didik yang mendaftar, 
sehingga tidak ada standar bagi calon siswa yang ingin mendaftar. 
Selain itu selama ini SMP Muhammadiyah 1 Depok masih 
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menjadi pilihan kedua para calon siswa setelah sekolah Negeri. 
Sehingga SMP Muhammadiyah 1 Depok mendapatkan input 
murid dengan kemampuan dibawah sekolah-sekolah yang menjadi 
pilihan pertama. 
2. Program pembangunan sekolah yang belum selesai. Sejak adanya 
kemunduran SMP Muhammadiyah 1 Depok, keadaan fisik 
sekolah menjadi tidak diperhatiakan. Sehingga pada saat ini 
sekolah sedang melakukan banyak perbaikan pada fisik sekolah 
baik dari rehab ringan hingga pembangunan gedung baru. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Implementasi kebijakan peningkatkan mutu pendidikan di SMP 
Muhammadiyah 1 Depok sebagai berikut. 
a. Komunikasi, komunikasi atau koordinasi dalam pelaksanaan 
kebijakan peningkatan mutu pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 
Depok berjalan rutin baik internal maupun eksternal. Komunikasi 
dilakukan baik secara formal maupun informal. Rapat secara formal 
dilakukan dengan Rapat Kerja, Briefing, Rapat Pimpinan, Rapat Wali 
Kelas, Rapat Guru Senior, Rapat Guru dan Karyawan, Rapat Dinas, 
Rapat Bidang Studi, Rapat Wali Murid.  
b. Sumber Daya, SMP Muhammadiyah 1 Depok memiliki sumber daya 
manusia (tenaga pendidik dan kependidikan)  sebagai agen pelaksana 
kebijakan yang mayoritas masih muda yang memiliki kemampuan 
lebih dibidang lain selain kemampuan pedagogik yang dimiliki. 
Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan di SMP 
Muhammadiyah 1 Depok dilakungan secara rutin dengan kegiatan BA 
(Baitul Arqam) dan kegiatan workshop atau pelatihan-pelatihan yang 
dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Untuk peningkatan kualitas siswa 
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dilakukan dengan adanya program pembinaan karakter yang terdiri 
dari sholat Dhuha dan Dzuhur berjamaa’ah, Dzikir, do’a, dan kultum 
setelah shalat, pembinaan membaca Al-Qur’an, hafalan juz 30 dan 
ayat-ayat Al-Qur’an pilihan serta dengan organisasi siswa (IPM dan 
Hizbul Wathan). Selain itu juga didukung dengan kegiatan 
ekstrakurikuler yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Depok. 
Pelaksanaan kebijakan di SMP Muhammadiyah 1 Depok didukung 
alokasi dana yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dana tersebut 
diantaranya adalah  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik dari 
pemerintah pusat maupun dari maupun daerah, selain itu ada 
sumbangan masyarakat berupa SPP dan bantuan lain yang tidak 
mengikat. Sarana prasarana digunakan untuk media pembelajaran dan 
mempermudah pelaksanaan kegiatan atau proses belajar mengajar. 
Keadaan sarana prasarana yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Depok 
sudah cukup memadai walaupun masih ada beberapa sarana prasarana 
yang masih terbatas namun tidak menhambat kegiatan siswa.  
c. Disposisi, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok memiliki 
sifat demokratis ditandai dengan terbukanya kesempatan kepada 
seluruh warga sekolah untuk mengajukan usulan-usulan program dan 
dilakukannya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Selain itu 
kepala sekolah SMP Muhammadiyah 1 Depok juga mempunyai sifat 
atau karakterisrik peduli atau respek dalam proses belajar mengajar, 
ditandai dengan diadakannya supervisi guru saat mengajar dan 
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supervisi perangkat pembelajaran serta memantau guru-guru secara 
detail. Selain itu, guru-guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMP 
Muhammadiyah 1 Depok juga memiliki komitmen yang ditandai 
dengan adanya kekompakan dalam kerjasama. 
d. Struktur Organisasi, Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan 
peningkatan mutu sesuai dengan struktur baku yang sudah ada di SMP 
Muhamdiyah 1 Depok. Masing-masing posisi mempunyai tugas 
pokok dan fungsi (tupoksi) yang berbeda-beda dengan alur 
komunikasi koordinasi dan instruksi. 
e. Kultur Sekolah, SMP Muhammadiyah 1 Depok mempunyai visi 
Berahlak Mulia, Mandiri, Kreatif dan Berprestasi sebagai landasan 
dasar dalam pembentukan kultur sekolah. Visi misi tersebut 
direalisasikan dalam bentuk program-program pembinaan karakter 
serta diterpakan dalam proses belajar mengajar sehari-hari. 
f. Manajerial, Dalam kegiatan manajerial pelaksanaan kebijakan kepala 
sekolah melakukan kontrol yaitu dengan memastikan semua struktur  
menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Untuk kegiatan 
manajerial guru di dalam kelas dengan melakukan inovsi pada metode 
pembelajaran yang digunakan menyesuaikan dengan kondisi kelas 
masing-masing. Agar proses belajar mengajar dikelas berlangsung 
secara kondusif yaitu dengan membuat persiapan sebelum mengajar, 
membuat siswa nyaman di dalam kelas serta dibarengi dengan metode 
pembelajaran yang menarik. 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peningkatan 
Mutu Pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Depok adalah: 
a. Faktor Pendukung 
1) Tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, multitalenta 
dan berpendidikan tinggi. 
2) Adanya dukungan dari pihak yayasan dan pihak eksternal lainnya. 
b. Faktor Penghambat 
1) Kualitas input (siswa) yang rendah. 
2) Program pembangunan sekolah yang belum selesai  
B. Saran 
Setelah Peneliti melakukan penelitian tentang Implementasi 
Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 
Depok serta faktor pendukung dan penghambat maka peneliti memberikan 
saran sebagai berikut. 
1. Sekolah meningkatkan serta menguatkan pada standar proses agar 
dapat menghasilkan output maupun outcome yang berkualitas. 
2. Sekolah lebih optimal dalam melakukan program-program 
pengembangan siswa baik pengembangan dalam bidang akademik 
maupun non akademik. 
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Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen 
KISI- KISI INSTRUMEN 
No. Isu Pokok Deskripsi Pertanyaan Penelitian Sumber data 
1.  Komunikasi Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 
kebijakan harus ditransmisikan 
kepada kelompok sasaran (target 
group) sehingga akan mengurangi 
distorsi implementasi. Apabila tujuan 
dan sasaran suatu kebijakan tidak 
jelas atau bahkan tidak diketahui sama 
sekali oleh kelompok sasaran maka 
kemungkinan akan terjadi resistensi 
dari kelompok sasaran. 
1. Bagaimana proses pengambilan 
keputusan? Apakah semua warga sekolah 
berpartisipasi?  
2. Bagaimana proses pengambilan 
keputusan? Apakah semua warga sekolah 
dilibatkan? 
1. Kepala Sekolah 
2. Wakil Kepala Sekolah 
 
2. Sumber Daya Sumber daya tersebut dapat berwujud 
sumber daya manusia, yakni 
kompetensi implementor, dan sumber 
daya finansial. 
1. Bagaimanan keadaan Sumber Daya 
Manusia yang ada? 
2. Bagaimana pembiayaan kebijakan 
sekolah? 
3. Bagaimana keadaan sarana prasarana 
1. Kepala Sekolah 
2. Wakil Kepala Sekolah 
3. Kepala Sekolah, Wakil 
Kepala Sekolah, Guru, Siswa 
4. Kepala Sekolah, Guru 
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sekolah? 
4. Bagaimana kebijakan sekolah dalam 
upaya peningkatan kualitas tenaga 
pendidik sekolah? 
3 Disposisi Disposisi adalah watak atau 
karakteristik yang dimiliki oleh 
implementor, seperti komitmen, 
kejujuran, sifat demokratis. 
1. Apa peran kepala sekolah sebagai 
pemimpin sekolah dalam implementasi 
kebijakan peningkatan mutu sekolah? 
2. Bagaimana peranan kepala sekolah sebagai 
pemimpin sekolah dalam pelaksanaan 
kegiatan proses belajar mengajar? 
3. Bagaimana kerjasama yang terjalin antara 
guru, komite sekolah dan warga sekolah 
lainnya? 
4. Bagaimana penilaian saudara terhadap 
kepala sekolah, guru serta karyawan 
disini? 
1. Wakil Kepala Sekolah 
2. Guru 
3. Guru 
4. Siswa 
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4. Struktur 
Birokrasi 
Berkenaan dengan kesesuaian 
organisasi birokrasi yang menjadi 
penyelenggara implementasi 
kebijakan. 
1. Bagaimana Struktur Organisasi di SMP 
Muhammadiyah 1 Depok? 
2. Apa peran bidang yang bapak pimpin saat 
ini dalam rangka pelaksanaan/ 
implementasi kebijakan? 
1. Kepala Sekolah 
2. Wakil Kepala Sekolah 
5. Kultur 
Sekolah 
Kualitas sekolah berawal dari adanya 
visi sekolah, yang kemudian 
dijabarkan dalam misi sekolah. Misi 
mengandung nilai-nilai yang lebih 
lanjut nilai-nilai akan berpengaruh 
terhadap kultur sekolah. 
1. Apa visi dan misi SMP Muhammadiyah 1 
Depok? 
2. Bagaimana upaya sekolah dalam 
mewujudkan visi dan misi sekolah? 
3. Kebijakan apa saja yang sekolah terapkan 
dalam upaya peningkatan mutu pendidikan 
di sekolah? 
4. Bagaimana cara membina peserta didik dalam 
penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam 
visi misi sekolah? 
5. Bagaimana proses belajar mengajar di 
dalam kelas yang anda ikuti? 
6. Metode proses belajar mengajar seperti apa 
1. Kepala Sekola, Wakil 
Kepala Sekolah, Siswa 
2. Kepala Sekolah 
3. Kepala Sekolah, Wakil 
Kepala Sekolah 
4. Guru 
5. Siswa 
6. Siswa 
7. Siswa 
8. Kepala Sekolah, Wakil 
Kepala Sekolah, Siswa 
9. Guru 
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yang saudara sukai? 
7. Apakah ada kegiatan wajib yang harus 
diikuti oleh siswa kecuali proses proses 
belajar mengajar di dalam kelas? 
8. Apakah sekolah memberikan dukungan 
kepada siswa untuk mengikuti 
perlombaan-perlombaan? 
9. Apakah sekolah memberikan penghargaan 
terhadap prestasi yang diperoleh warga 
sekolah? 
6. Manajerial Kemampuan kongkrit dalam 
mengorganisir, mengeksekusi, 
memonitor, dan mengontrol. 
1. Bagaimana upaya yang dilakukan Bapak 
dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan 
implementasi kebijakan peningkatan mutu 
sekolah? 
2. Bagaimana metode proses belajar mengajar 
1. Kepala Sekolah 
2. Guru 
3. Guru 
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yang Bapak/ Ibu gunakan? 
3. Bagaimana upaya Bapak/ Ibu dalam 
menciptakan proses kegiatan belajar 
mengajar yang kondusif? 
7.  Faktor 
pendukung 
dan 
penghambat 
 1. Apa saja faktor pendukung dalam 
implementasi kebijakan sekolah/PBM? 
2. Apa saja faktor penghambat dalam 
implementasi kebijakan sekolah/PBM? 
1. Kepala Sekolah, Wakil 
Kepala Sekolah, Guru, Siswa  
2. Kepala Sekolah, Wakil 
Kepala Sekolah, Guru, Siswa  
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara 
PEDOMAN WAWANCARA 
KEPALA SEKOLAH 
A. Identitas Diri 
Nama  : 
Jabatan : 
Pendidikan : 
B. Pertanyaan Penelitian 
1. Apa visi dan misi SMP Muhammadiyah 1 Depok?  
2. Bagaimana upaya sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah?  
3. Kebijakan apa saja yang sekolah terapkan dalam upaya peningkatan mutu 
pendidikan di sekolah?  
4. Bagaimana Struktur Organisasi di SMP Muhammadiyah 1 Depok? 
5. Bagaimana proses pengambilan keputusan? Apakah semua warga sekolah 
berpartisipasi?  
6. Bagaimana upaya yang dilakukan Bapak dalam menjaga kestabilan dan 
keberlanjutan implementasi kebijakan peningkatan mutu sekolah?  
7. Bagaimanan keadaan Sumber Daya Manusia yang ada? SD 
8. Bagaimana kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan kualitas tenaga 
pendidik sekolah?  
9. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
10. Apakah sekolah memberikan dukungan kepada siswa untuk mengikuti 
perlombaan-perlombaan?  
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11. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah?  
12. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah?  
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PEDOMAN WAWANCARA 
WAKIL KEPALA SEKOLAH 
 
A. Identitas Diri 
Nama  : 
Jabatan : 
Pendidikan : 
B. Pertanyaan Penelitian 
1. Apa visi dan misi SMP Muhammadiyah 1 Depok?  
2. Kebijakan apa saja yang sekolah terapkan dalam upaya peningkatan mutu 
pendidikan di sekolah? 
3. Bagaimana proses pengambilan keputusan? Apakah semua warga sekolah 
selalu dilibatkan? 
4. Apa peran kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam implementasi 
kebijakan peningkatan mutu sekolah?  
5. Bagaimana pembiayaan kebijakan sekolah?  
6. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
7. Apa peran bidang yang bapak pimpin saat ini dalam rangka pelaksanaan/ 
implementasi kebijakan? 
8. Apakah sekolah memberikan dukungan kepada siswa untuk mengikuti 
perlombaan-perlombaan? 
9. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah? 
10. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
GURU 
A. Identitas Diri 
Nama  : 
Jabatan : 
Pendidikan : 
B. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana peranan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam 
pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar? 
2. Bagaimana kerjasama yang terjalin antara guru, komite sekolah dan warga 
sekolah lainnya?  
3. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah?  
4. Bagaimana kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan kualitas tenaga 
pendidik sekolah? 
5. Bagaimana cara membina peserta didik dalam penanaman nilai-nilai yang 
terkandung dalam visi misi sekolah? 
6. Apakah sekolah memberikan penghargaan terhadap prestasi yang diperoleh 
warga sekolah? 
7. Bagaimana metode proses belajar mengajar yang Bapak/ Ibu gunakan? 
8. Bagaimana upaya Bapak/ Ibu dalam menciptakan proses kegiatan belajar 
mengajar yang kondusif?  
9. Apa saja faktor pendukung dalam PBM?  
10. Apa saja faktor penghambat dalam PBM?  
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PEDOMAN WAWANCARA 
SISWA 
A. Identitas Diri 
Nama  : 
Kelas  : 
No. Tlp : 
B. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana penilaian saudara terhadap kepala sekolah, guru serta karyawan 
disini?  
2. Apa visi dan misi SMP Muhammadiyah 1 Depok?  
3. Bagaimana proses belajar mengajar di dalam kelas yang anda ikuti? 
4. Metode proses belajar mengajar seperti apa yang saudara sukai? 
5. Apakah ada kegiatan wajib yang harus diikuti oleh siswa kecuali proses 
proses belajar mengajar di dalam kelas?  
6. Apakah sekolah memberikan dukungan kepada siswa untuk mengikuti 
perlombaan-perlombaan? 
7. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
8. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah/PBM? 
9. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah/PBM? 
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Lampiran 3. Pedoman Studi Dokumentasi 
 
PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI 
 
1. Aspek Studi Dokumentasi 
a. Dokumen profil SMP Muhammadiyah 1 Depok 
b. Struktur Organisasi 
c. Data guru  
d. Data karyawan  
e. peserta didik 
f. Keadaan fasilitas, sarana dan prasarana sekolah 
g. Data prestasi akademik dan non-akademik siswa 
h. Foto-foto 
2. Keberadaan Objek 
No. Dokumen/ Arsip Ada Tidak 
Ada 
Keterangan 
1. Dokumen Profil Sekolah    
2. Struktur Organisasi    
3. Data Guru     
4. Data Karyawan     
5. Peserta Didik    
6. Keadaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana 
Sekolah 
   
7. Data Prestasi Akademik dan Non-
Akademik Siswa 
   
8.  Foto-foto    
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Lampiran 4. Pedoman Observasi 
PEDOMAN OBSERVASI 
 
1. Aspek yang Diamati 
a. Alamat/lokasi sekolah  
b. Lingkungan fisik sekolah pada umumnya  
c. Unit kantor/ruang kerja  
d. Ruang Kelas dan sarana belajar lainnya  
e. Proses kegiatan belajar mengajar di kelas 
f. Suasana/iklim kehidupan sehari-hari baik secara akademik maupun sosial 
 
121 
 
Lampiran 5. Catatan Lapangan  
 
Kode  : CL-1 
Hari/ Tanggal : Senin, 21 Maret 2016 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta 
  
Senin, 21 Maret 2016 pukul 09.00 WIB peneliti datang ke SMP 
Muhammadiyah 1 Depok dengan tujuan untuk menyerahkan surat ijin observasi 
dan meminta ijin untuk melakukan penelitaian mengenai Implementasi Kebijakan 
Peningkatan Mutu Pendidikan Di SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman 
Yogyakarta. Di SMP Muhammadiyah 1 Depok peneliti menuju ruang Tata Usaha 
untuk menyampaikan maksud dan tujuan peneliti, kemudian peneliti diarahkan 
untuk menemui wakil kepala sekolah Bapak Abidin. Pada saat menyerahkan surat 
ijin observasi peneliti langsung diijinkan untuk melakukan observasi. Setelah 
melakukan observasi peneliti meminta ijin untuk pamit pulang. 
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Kode  : CL-2 
Hari/tanggal : Senin, 11 April 2016 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta 
 
Pada hari Senin, 11 April 2016 pukul 10.00 WIB peneliti datang ke SMP 
Muhammadiyah 1 Depok, peneliti bertemu dengan kepala sekolah dan 
menyerahkan surat ijin penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 
Negeri Yogyakarta. Peneliti juga membuat janji dengan kepala sekolah terkait 
waktu pelaksanaan penelitian, setelah itu peneliti mohon ijin untuk pamit pulang. 
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Kode  : CL-3 
Hari/tanggal : Senin, 25 April 2016 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta 
 
Senin, 25 April 2015 pukul 08.00 peneliti datang ke SMP 
Muhammadiyah 1 Depok untuk menyerahkan surat tembusan ijin penelitian dari 
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman dan bertemu dengan kepala sekolah 
untuk melakukan wawancara. Karena kepala sekolah sedang tidak ada ditempat 
akhirnya surat peneliti serahkan kepada guru piket yang sedang bertugas dan guru 
piket menyarankan untuk datang pada esok hari. Setelah menyerahkan surat 
tembusan ijin penelitian, peneliti mohon ijin untuk pulang. 
124 
 
Kode  : CL-4 
Hari/tanggal : Jum’at, 29 April 2016 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta 
 
 
Pada hari Jum’at tanggal 29 April 2016 pukul 09.00 peneliti berkunjung 
ke SMP Muhammadiyah 1 Depok dengan maksud untuk wawancara dengan 
Kepala Sekolah dan mengamati pelaksanaan kegiatan hari Jum’at, pada saat itu 
sedang berlangsung kegiatan Jum’at ekspresi dimana siswa-siswa menunjukkan 
talentanya melalui pertunjukan. Setelah melakukan pengamatan peneliti 
dipersilahkan untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Setelah selesai 
melakukan wawancara peneliti memohon ijin untuk pulang. 
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Kode  : CL-5 
Hari/tanggal : Rabu, 18 Mei 2016 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta 
 
Pada hari Rabu tanggal 18 Mei penelititi berkunjung ke SMP 
Muhammadiyah 1 Depok  pukul 10.30 dengan maksud untuk wawancara dengan 
bapak Sudarsono selaku Wakil Kepala Sekolah bidang  humas dan sarpras. 
Setelah selesai melakukan wawancara peneliti memohon ijin untuk pulang. 
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Kode  : CL-6 
Hari/tanggal : Jum’at, 20 Mei 2016 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta 
 
Pada hari Jum’at tanggal 20 Mei 2016 pukul 10.00 peneliti berkunjung 
ke SMP Muhammadiyah 1 Depok untuk melakukan wawancara dengan bapak 
Aris selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan dilanjutkan dengan 
wawancara guru yaitu ibu Murni selaku salah satu guru SMP Muhammadiyah 1 
Depok yang mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Selain itu peneliti juga 
melakukan pengamatan suasana di dalam kantor guru, setelah melakukan 
wawancara dengan dua narasumber peneliti pamit untuk pulang. 
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Kode  : CL-7 
Hari/tanggal : Sabtu, 21 Mei 2016 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta 
 
Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 pukul 07.30 peneliti bertenu dengan Bapak 
Arif selaku Wakil Kepala Sekolah bagian Ismuba untuk melakukan wawancara 
dengan pedoman wawancara yang telah peneliti. 
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Kode  : CL-8 
Hari/tanggal : Senin, 23 Mei 2016 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta 
 
Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 peneliti berkunjung ke SMP 
Muhammadiyah 1 Depok untuk wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bagian 
Kurikulum. Setelah selesai wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bagian 
Kurikulum peneliti mewawancarai dua guru yaitu ibu Pariyatun dan kemudian 
dilanjutkan wawancara dengan ibu Alfika. Setelah itu peneliti mewawancarai 
kembali tiga orang murid yang bersekolah di SMP Muhammadiyah 1 Depok. 
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Kode  : CL-9 
Hari/tanggal : Rabu, 25 Mei 2016 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok, Sleman, Yogyakarta 
 
Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 pukul 14.30 peneliti datang 
mengunjungi SMP Muhammadiyah 1 Depok dengan tujuan untuk wawancara 
dengan salah satu guru yang mengajar disana yaitu bapak Amin. Sebelum 
wawancara dengan beliau peneliti melakukan pengamatan pelaksanaan kegiatan 
ekstra kurikuler yang dilakukan pada sore hari. Setelah melakukan pengamatan 
dan wawancara peneliti berpamitan untuk pulang. 
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Lampiran 6. Transkrip Wawancara yang telah Direduksi 
 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal : Senin, 16 Mei 2016 
Pukul  : 09.00-10.00 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Responden : Pak AM 
 
1. Apa visi dan misi SMP Muhammadiyah 1 Depok?  
Visinya berakhlak mulia, madiri, kreatif dan berprestasi. Untuk misinya ya 
penjabaran dari visi tersebut, nanti di dokumen ada. 
2. Bagaimana upaya sekolah dalam mewujudkan visi dan misi sekolah?  
Berakhlak mulia jelas kan kita sekolah Muhammadiyah, menjadi pondasi 
utama berkarakter berakhlak mulia, mulai dari 5S, setelah itu dhuha 
berjamaah, sholat dhuhur berjamaah. Kemudian juga ada kultum, ada zikir, 
ada doa bersama, untuk yang putri yang tidak sholatpun kita fasilitasi ada 
pembinanan haidoh. Kemudian kita juga punya pembiasaan yang namanya 
ismubaris yaitu belajar keislaman, keMuhammadiyahan, bahasa Inggris, 
Bahasa Jawa. Ada hafalan ayat Al-Qur’an, ayat-ayat pilihan, kemudian ada 
hafalan juz 30, kemudian juga. 
Mandiri, kita banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemandirian. Misalkan 
ada outing class atau outdoor, kemudian kita juga punya program live in 
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ketika Idul Qurban yaitu tinggal di masyarakat 3 hari tinggal di pemukiman 
warga. 
Kemudian dari segi kreatif, setiap jum’at satu jam pelajaran itu jum’at 
ekspresi/budaya/festival nilai, kemudian jumat krida bersih-bersih, kemudian 
jumat gizi mereka mendapatkan tambahan gizi di sekolah ini. 
Kemudian yang terakhir prestasi, jelas kita mendorong anak-anak untuk 
berprestasi di bidang apapun. Kita memfasilitasi betul anak-anak yang ingin 
berprestasi, kita berikan kesempatan, kita berikan pembimbingan, sampai kita 
fasilitasi kemanapun. 
3. Kebijakan apa saja yang sekolah terapkan dalam upaya peningkatan mutu 
pendidikan di sekolah?  
Banyak sekali, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya dalam 
mewujudkan visi tadi. 
4. Bagaimana Struktur Organisasi di SMP Muhammadiyah 1 Depok?  
Kita ada majelis Dikdasmen, tingkat daerah kan kalau SMP dibawah daerah. 
Kemudian ada Dinas Dikpora, kemudian ada komite, kemudian ada tim 
pengembang SMP, kemudian saya dibantu oleh beberapa waka, ada wakil 
kepala sekolah dibidang kurikulum, ada dibagian humas dan sarpras, 
kemudian ada dibidang kesiswaan, yang kurikulum punya staf, yang 
kesiswaan punya staf, kemudian juga ada pokja ismuba, dulu waka ismuba 
tetapi kita bikin pokja, pada pokja ini kelompok pekerja ada yang ngurusin 
ibadahan, ada yang ngurusin iqro’, ada yang ngurusi prestasi dan kita bagi-
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bagi kita kelompokkan. Yang lainnya guru dan karyawan, ada bendahara 
sekolah dan sebagainya, ya seperti struktur pada umumnya. 
5. Bagaimana proses pengambilan keputusan? Apakah semua warga sekolah 
berpartisipasi?  
Kita upayakan manajemen pertisipatik, demokratis, humanisasi, kemudian 
juga kultural, kita tidak hanya struktural atau formal gitu ya, banyak 
keputusan-keputusan yang kita ambil itu tidak hanya melalui rapat secara 
formal, itu jelas kita punya rapat Dinas, kita punya briefing, kita punya Raker, 
tapi juga kesempatan-kesempatan diluar itu kita juga membuka diri. Dalam 
mengambil keputusanpun saya tidak serta merta sepihak, walaupun kita sudah 
punya program sudah punya visi kita punya konsep, tapi sebelum konsep itu 
saya gulirkan saya tawarkan dulu sama teman-teman, juka sudah sepakat baru 
kita rumuskan. Kita ada rapat pimpinan, kita ada rapat wali kelas, kita ada 
rapat dengan guru senior, rapat dengan guru karyawan semuanya, semua kita 
fasilitasi kita membiasakan mengambil keputuan itu dengan rapat baik 
sifatnya informal maupun formal. 
6. Bagaimana upaya yang dilakukan Bapak dalam menjaga kestabilan dan 
keberlanjutan implementasi kebijakan peningkatan mutu sekolah?  
Memastikan semua struktur yang ada maupun petugas atau yang 
bertanggungjawab yang melekat dalam tupoksi (tugas pokok dan fungsi) itu 
kita ingatkan terus kita kontrol terus, ketika rapat bulanan itu menjadi pijakan 
kita. 
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7. Bagaimanan keadaan Sumber Daya Manusia yang ada? 
SDM karena SDM nya kebanyakan dari aktivis muda-muda, 90% anak muda 
semua. Kita memang menseleksi betul para SDM kita sehingga mereka dapat 
berlari cepat. Seleksi guru disini tidak hanya berdasarkan kompetensi 
pedagogiknya semata, tapi juga dia harus punya nilai plus paling minim dia 
bisa mengaji, makanya guru-guru disini itu banyak yang multitalent. 
8. Bagaimana kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan kualitas tenaga 
pendidik sekolah?  
Kita menyadari investasi yang paling berharga ialah SDM, makanya dua 
tahun ini saya mengonsentrasikan peningkatan mutu SDM, setahun bisa tiga 
sapai empat kali program. Kemudian ada penguatan ideologi 
keMuhammadiyahan. 
9. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
Kalau sarana prasarana saat ini yang menjadi PR saya adalah keadaan fisik 
sekolah. 
10. Apakah sekolah memberikan dukungan kepada siswa untuk mengikuti 
perlombaan-perlombaan? 
Tentu saja, Kita memfasilitasi betul anak-anak yang ingin berprestasi, kita 
berikan kesempatan, kita berikan pembimbingan, sampai kita fasilitasi 
kemanapun. 
11. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah? 
Ya itu tadi SDM kami yang mayoritas masih muda dan multi talenta dan 
memiliki nilai lebih tidak hanya pada kemampuan pedagogiknya saja. 
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12. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah? 
Karena lulusan SD yang bagus-bagus larinya tidak ke SMP Muhammadiyah 
tapi ke SMP Negeri, sehingga akhirnya SMP Muhammadiyah dapatnya 
second atau third quality. Kemudian yang kedua adalah fisik, saya merasa 
tiga tahun ini saya masih punya PR yang berat yaitu menyelesaikan fisik. 
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TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Mei 2016 
Pukul  : 09.00-10.00 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Responden : Pak SDS 
 
1. Apa visi dan misi SMP Muhammadiyah 1 Depok?  
Visinya berakhlak mulia, madiri, kreatif dan berprestasi. Untuk misinya 
terjemahan dari visi itu. 
2. Kebijakan apa saja yang sekolah terapkan dalam upaya peningkatan mutu 
pendidikan di sekolah?  
Untuk kedisiplinan disini melalui Hizbul Wathan atau pramuka, pramukanya 
Muhammadiyah namanya HW. Di sekolah ini program titik beratnya adalah 
dibidang Ismubaris dalam keagamaan, diantaranya ada sholat jamaah dhuhur 
dan jamaah dhuha, tadarus, nanti juga digabung dengan pemberantasan buta 
huruf Al-Qur’an, ini yang dititik beratkan. 
Untuk guru dan karyawan untuk meningkatkan mutu ini melalui Dinas 
Pendidikan yaitu dengan musyawarah guru-guru bidang studi baik tingkat 
kabupaten maupun tingakat kecamatan, terus nanti ada istilahnya 
workshop/pelatihan-pelatihan. 
3. Bagaimana proses pengambilan keputusan? Apakah semua warga sekolah 
selalu dilibatkan? 
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Untuk pengambilan keputusan kita ada rapat. 
4. Apa peran kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam implementasi 
kebijakan peningkatan mutu sekolah? 
Kalau saya menilai bapak kepala sekolah yang saat ini sangat energik, kerja 
keras, tidak mudah putus asa mereka bersemangat tinggi dan pengen sekolah 
ini maju dengan pesat. 
5. Bagaimana pembiayaan kebijakan sekolah?  
Kalau sumber pembiayaan itu kan siswa itu dapat BOS bantuan dari 
pemerintah. 
6. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
Sebenarnya sarana-prasarana disekolah ini sudah mencukupi tapi karena 
gedungnya baru dibanguan sehingga untuk penataan belum sampai ditata 
sedemikian rupa sehingga kelihatannya masih acak-acakan, maka perlu 
penataan. 
7. Apa peran bidang yang bapak pimpin saat ini dalam rangka pelaksanaan/ 
implementasi kebijakan? 
Saya disini ditugaskan sebagai humas dan sarana prasarana jadi ya kalau 
misalnya ini sedang ada pembangunnan saya diminta untuk mengurusi 
pembangunan disamping humas, kalau humas itu biasanya berhubungan 
dengan masyarakat, misalnya ada keluhan dari masyarakat saya menampung 
kalau ada keluhan dari sekolah saya menyampaikan kepada masyarakat 
melalui pak dukuh dan ini kerjasama sekolah dengan masyarakat terfasilitasi 
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melalui pengurus Muhammadiyah mulai dari ranting sampai tingkat cabang 
ini sudah bagus 
8. Apakah sekolah memberikan dukungan kepada siswa untuk mengikuti 
perlombaan-perlombaan? 
Jika ada lomba-lomba pasti sekolah ini memerintahkan kepada guru yang 
bersangkutan untuk mengikuti lomba entah nanti hasilnya mendapat prestasi 
atau tidak yang penting anak ikut lomba supaya nanti berpengalaman. 
9. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah? 
Yang mendukung itu diantaranya yaitu suport yang pertama dari ranting, 
cabang, daerah itu memberi suport supaya sekolah itu maju. 
10. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah? 
Kalau kita lihat kedepan lulusan SD itu terbatas dan biasanya sekolah SMP 
Negeri itu untuk menerimanya itu berdasarkan nilai yang bagus, maka untuk 
sekolah swasta nilai yang dibawah. Maka kita akhirnya mendapatnya 
dibawahnya baik nemnya, kualitas ngajinya, dsb. 
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TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal : Jum’at, 20 Mei 2016 
Pukul  : 10.00-11.00 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Responden : Pak AP 
 
1. Apa visi dan misi SMP Muhammadiyah 1 Depok? 
Membentuk akhlak mulia, mandiri, kretif dan berprestasi. Kalau misinya ya 
terjemahan dari visi tadi. 
2. Kebijakan apa saja yang sekolah terapkan dalam upaya peningkatan mutu 
pendidikan di sekolah? 
Ada pelatihan pembuatan soal UN, pelatihan BA (Baitul Arqam), pelatihan 
Analisi Nilai. 
3. Bagaimana proses pengambilan keputusan? Apakah semua warga sekolah 
selalu dilibatkan? 
Kita ada rapat seperti rapat kerja, briefing, dll. 
4. Apa peran kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam implementasi 
kebijakan peningkatan mutu sekolah? 
Perannya bagus sekali mbak, untuk kualitas guru di sini ada supervisi  supaya 
guru-guru ngajar itu disupervisi. Kemudian beliau itu orang yang sangat 
apresiasi dengan semua kegiatan pengembangan yang sifatnya baik SDM 
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guru dan juga kualitas kualifikasi untuk peningkatan skill siswa jadi hampir 
semua kegiatan yang kami usulkan itu selalu diacc. 
5. Bagaimana pembiayaan kebijakan sekolah? 
Kita kan ada dana BOS ya, kecuali hal-hal yang bersifat internal itu 
sepenuhnya dari sekolah misalnya pembentukan dewan purwa, OSIS kalau 
disini namanya IPM, kemudian kepengurusan tapak suci dll itu dari sini. 
6. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
Disini ada beberapa sarpras yang masih terbatas. 
7. Apa peran bidang yang bapak pimpin saat ini dalam rangka pelaksanaan/ 
implementasi kebijakan? 
Kita kan mengabdi disini berarti kan untuk mewujudkan visi misi sekolah ini 
jadi peran saya ya sesuai dengan upaya saya dalam mewujudkan visi misi 
sekolah ini. 
8. Apakah sekolah memberikan dukungan kepada siswa untuk mengikuti 
perlombaan-perlombaan? 
Kepala sekolah apresiasi sekali dengan semua kegiatan. 
9. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah? 
Kalau faktor pendukung itu, kalau di sekolah ini kan bagusnya itukan 
dibimbing langsung oleh Prof. Malik Fajar beliau adalah mantan Mentri 
Pendidikan disisi lain disini juga termasuk Majelis Dikdasmen, pimpinan 
wilayah Muhammadiyah Provinsi DIY itu juga langsung memantau sini jadi 
guru ini sering ikut pelatihan.  
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10. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah? 
Kalau penghambatnya itu mungkin masalah waktu ya, kadang waktu kan 
mepet antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. Kalau peningkatan 
kualitas itu yang menghambat apa ya, mungkin proyek apa ya? maksudnya 
dalam arti tugas proyek misalnya pelatihan kepenulisan RPP guru tidak 
semuanya bisa ngeprint dsb nah itu keterbatasan peralatan(sarpras), disini 
keterbatasan sarpras(sarana dan prasarana). 
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TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Mei 2016 
Pukul  : 07.30-08.30 
Responden : Pak AA 
 
1. Apa visi dan misi SMP Muhammadiyah 1 Depok? 
Visinya itu berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan berprestasi. Berkaitan dengan 
misi, saya kira misi kan terjemahan dari visi langkah dari bagaimana meraih 
visi itu ya melalui misi. 
2. Kebijakan apa saja yang sekolah terapkan dalam upaya peningkatan mutu 
pendidikan di sekolah? 
Kalau keseluruhan kami melakukan pembekalan terhadap guru-guru, kemudian 
dari sisi siswa untuk meningkatkan mutu sebetulnya banyak kalau mau jabarin 
sebenarnya kurikulum lebih paham sebetulnya, kalau sepengetahuan saya dari 
kelas VII kita lebih ke ekstra penanganan ke ekstrakurikuler ada yang wajib 
ada yang pilihan, yang wajib itu HW(Hisbul Wathan) dan tapak suci kemudian 
ada ekstra-ekstra yang lain seperti sains, kemudian ekstra robotik dan ekstra 
KIR sama. Untuk yang kelas VIII kita mulai memproyeksikan tentang UN, UN 
itu sudah kita persiapkan sejak kelas VIII, les UN itu kita lakukan seminggu 
dua kali. 
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3. Bagaimana proses pengambilan keputusan? Apakah semua warga sekolah 
selalu dilibatkan? 
Kalau itu kita kondisional ya, tidak semua program diputuskan oleh semua 
warga sekolah, pengambilan keputusan disesuaikan dengan kebutuhan. 
4. Apa peran kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam implementasi 
kebijakan peningkatan mutu sekolah? 
Secara umum kepala sekolah adalah penanggungjawab bahwa setiap apapun 
kegiatan pasti diketahui kepala sekolah artinya saya melihat lebih ke superviser 
ya ada pengawasan ada bimbingan. Dari sisi pengawasan kepala sekolah ini 
terkadang memberikan rambu-rambu mana kegiatan yang boleh dilakukan 
mana yang tidak, dari sisi bimbingan kepala sekolah selalu mengawal proses 
kegiatan ini supaya terus berjalan dan sesuai dengan tujuan. Dari sisi superviser 
ini atau tugas supervisi dari sekolah ini sampai sekarang berjalan sangat baik 
karena kepala sekolah selalu terlibat apapun kegiatan yang dilakukan oleh 
sekolah. 
5. Bagaimana pembiayaan kebijakan sekolah? 
Sebagian dibiayai oleh BOS, sebagian lagi dari sumbangan masyarakat (SPP 
dan bantuan lain yang tidak mengikat). 
6. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
Saat ini sudah cukup memadai walau masih ada kekurangan namun tidak 
menghambat kegiatan siswa. 
7. Apa peran bidang yang bapak pimpin saat ini dalam rangka pelaksanaan/ 
implementasi kebijakan? 
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Ya sesuai dengan subjek yang saya ampu pertama visi dan misi ini 
diterjemahkan menjadi sebuah program salah satunya adalah ismubaris, untuk 
mewujudkan misi itu penguatan karakter terutama dalam keagamaan ini 
menjadi hal yang mutlak supaya anak-anak atau siswa tidak kemudian hanya 
dibekali kemampuan secara akademik saja namun non-akademik seperti sisi 
religiusitas, sisi empati dan sebagainya berusaha kita kuatkan melalui program-
program diismubaris ini. 
8. Apakah sekolah memberikan dukungan kepada siswa untuk mengikuti 
perlombaan-perlombaan? 
Sangat mendukung terutama yang sudah menembus level nasional. 
9. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolahh? 
Semua stakeholder sekolah itu kompak, memiliki komitmen yang bagus, saling 
menopang satu dengan yang lain. Selain itu kepala sekolah punya ketegasan 
serta komitmen dari guru-guru juga sangat bagus dan semua orang siap dengan 
perubahan yang ada artinya ritme yang dibangun oleh kepala sekolah ini rata-
rata berhasil bisa diikuti oleh guru-guru. 
10. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah? 
Hambatan yang sering nampak adalah sebetulnya hanya nampak pada 
persoalan komunikasi. 
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TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2016 
Pukul  : 09.00-10.00 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Responden : Pak AF 
 
1. Apa visi dan misi SMP Muhammadiyah 1 Depok? 
Visinya itu berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan berprestasi. Itu yang kami 
lakukan sejak awal, kalau misinya nanti dilihat di file yang kemarin. 
2. Kebijakan apa saja yang sekolah terapkan dalam upaya peningkatan mutu 
pendidikan di sekolah? 
Kalau mutu dalam bidang pelayanan misalnya kami selalu setiap saat ada 
rapat dengan wali kelas, BK, pimpinan sekolah itu untuk melibatkan 
hubungan kami dengan orang tua anak. 
Kalau dalam hal bidang mutu akademik, tentu kita banyak kegiatan-kegiatan 
yang dia menunjang ke akademik misalnya ada les UN, les siang, les sore,les 
malam. 
Kalau mutu skill anak-anak dalam bidang keterampilan maupun 
kepemimpinan kami adakan beberapa ekstrakurikuler kemudian beberapa 
pelatihan-pelatihan untuk anak-anak yang tujuan kami adalah untuk 
meningkatkan pelayanan anak-anak dalam peningkatan skill anak tadi. Untuk 
pelatihan-pelatihan kepemimpinan kami melalui organisasi intra kami IPM 
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kita adakan pelatihan-pelatihan disitulah kemudian kepeminpinan-
kepemimpinan anak-anak. 
Satu lagi mutu sarana-prasarana kami, alhamdulillah kami mendapatkan 
banyak bantuan, gedung ini kan sejak tahun 2014 kita sudah sering 
mendapatkan bantuan untuk gedung mulai dari rehab sedang, rehab berat, 
ruang kelas baru, kemudian peralatan laboratorium kita sudah mulai 
meningkat, itulah salah satu cara kami untuk peningkatan mutu dalam hal 
sarana-prasarana. 
Kalau untuk mutu pendidik kami adakan pelatihan-pelatiahan guru setiap 
tahun satu kali itu untuk peningkatan skill guru, kepribadian guru, skill 
berorganisasi dan kemudian kita menumbuhkan semangat untuk 
berMuhammadiyah, pelatihannya namanya adalah Baitul Arkom setiap satu 
tahun sekali kami rutin melakukan itu. Pelatihan yang lain yang insidental itu 
ada pelatihan living values. 
3. Bagaimana proses pengambilan keputusan? Apakah semua warga sekolah 
selalu dilibatkan?  
Kami ada rapat-rapat seperti rapat dinas setiap bulannya, kemudian rapat wali 
kelas, rapat bidang studi, rapat pimpinan, kemudian setiap seminggu sekali 
ada briefing. 
4. Apa peran kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam implementasi 
kebijakan peningkatan mutu sekolah? 
Kalau peran kepala sekolah sangat besar ya, beliau bisa memiliki idenya 
kemudian bisa menentukan dan kita bersama-sama yang mengorganisasi. 
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Peran kepala sekolah sangat besar karena beliau bisa memutuskan apakah ini 
layak atau tidak untuk dilaksanakan di sekolah ini, beliau yang menentukan 
tapi tentu hasil dari musyawarah bersama tidak kemudian memutuskan secara 
sepihak itu semua dari keputusan bersama. Di situlah letak peran penting dari 
kepala sekolah untuk memutuskan sebuah kebijakan lantas kemudian kami 
yang mengatur bagaimana berjalannya kebijakan tersebut. 
5. Bagaimana pembiayaan kebijakan sekolah? 
Kalau pembiayaan saya kira sama dengan sekolah yang lain, artinya dinegara 
ini kan ada BOS baik dari daerah,baik dari pusat. BOSNAS. BOSPROP, 
BOSDA selain itu juga ada fasilitas dari beasiswa siswa miskin juga ada, 
kemudian dari orang tua juga ada, bagi siswa yang memang dia yatim piatu 
dan dia tidak mampu kita nol kan juga ada dari sekolah pribadi kalau 
sumbernya jelas orang tua. 
6. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
Untuk sarana-prasarana, alhmadulillah kami mendapatkan banyak bantuan, 
gedung ini kan sejak tahun 2014 kita sudah sering mendapatkan bantuan 
untuk gedung mulai dari rehab sedang, rehab berat, ruang kelas baru, 
kemudian peralatan laboratorium kita sudah mulai meningkat. 
7. Apa peran bidang yang bapak pimpin saat ini dalam rangka pelaksanaan/ 
implementasi kebijakan? 
Yang jelas kami setiap tahun membuat evaluasi program kegiatan. Kalau visi 
berakhlak mulia adalah kita membiasakan anak-anak itu dengan kebiasaan-
kebiasaan yang baik. Pembiasaan-pembiasaan itu yang kemudian membentuk 
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kultur sekolah, alhamdulillah sejak pak Mukti masuk ke sekolah ini karena 
ada pembiasaan sholat dhuha dan sholat duhur berjamaah itu kemudian 
memberikan implikasi dan dampak kepada anak-anak yang banyak menjadi 
lebih baik. 
Selain itu untuk mewujudkan visi yang lain ada mandiri, kreatif ada 
berprestasi tentu kegiatan-kegiatan penompang yang lain bagaimana pada 
umumnya misalnya ada ujian-ujian, ulangan, ada kemah, ada karyawisata, 
kemudian ada keterampilan-keterampilan khusus, ada ekstrakurikuler, ada 
pelatihan-pelatihan, ada organisasi siswa (IPM), ada Hisbul Wathan, ada 
Tapak Suci, dsb itulah cara-cara kami untuk mewujudkan visi itu. 
8. Apakah sekolah memberikan dukungan kepada siswa untuk mengikuti 
perlombaan-perlombaan? 
Ya tentu saja sekolah selalu mendukung. 
9. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah? 
Kalau faktor pendukung yang jelas semuanya kalau sudah oke sudah sepakat 
maka semuanya mendukung. Siapakah dia yang jelas dari warga sekolah, 
tidak ada faktor pendukung utama tidak ada. Ketika kepala sekolah membuat 
kebijakan baru kemudian diminta kesepakatan bersama dan semua sepakat 
maka semuanya harus berjalan dan semuanya harus mendukung. 
10. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah? 
Kalau faktor penghambat namanya dalam sistem roda bersama ya, ya kadang-
kadang ada dari anak, kadang dari guru, ada dari orang sekitar juga ada.  
148 
 
 
TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal : Jum’at, 20 Mei 2016 
Pukul  : 11.00-12.00 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Responden : Ibu MD 
 
1. Bagaimana peranan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam 
pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar? 
Sangat berperan penting, pak kepala sekolah kami itu dalam 3 bulan sekali itu 
mengadakan supervisi. Supervisinya itu tidak hanya supervisi kita mengajar 
tapi semua perangkat itu juga disupervisi. Setiap awal semester itu kami harus 
mengumpulkan perangkat mengajar itu harus lengkap, dari silabus, RPP, 
prota, prosem, kemudian juga ada bukti kegiatan sehari-hari, terus ada 
penilaian, analisis penilaian semuanya harus lengkap. 
2. Bagaimana kerjasama yang terjalin antara guru, komite sekolah dan warga 
sekolah lainnya? 
Kalau dari ikatan sendiri maksudnya dari keseharian yang pertama kalau 
guru, stekholder, warga sekolah itu yang pertama harus ada ikatan yang erat, 
kompak dsb. 
3. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
Kalau kelasnya sudah nyaman, kalau misalnya untuk seperti LCD dsb juga 
sudah ada sudah lengkap cuma disetiap kelas memang belum ada, cuma bisa 
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di ruang terus dipasang. Mungkin ada waktu sekitar sepuluh menit untuk 
memasang tapi kalau ini sudah ada semuanya. Disini tu mungkin ini ya, 
karena saya bahasa pembelajarannya jadi belum ada laboratorium bahasa 
cuma lagi diproses, kemungkinan tahun ajaran baru sudah ada. 
4. Bagaimana kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan kualitas tenaga 
pendidik sekolah? 
Banyak sekali diadakan pelatihan-pelatihan kayak misalnya dalam konteks 
penilaian nanti ada pelatihan cara penilaian peserta didik, kemudian ada 
pelatihan pembuatan RPP, pelatihan pembuatan silabus, pokoknya banyak 
sekali pelatihan-pelatihan yang diadakan sekolah. 
5. Bagaimana cara membina peserta didik dalam penanaman nilai-nilai yang 
terkandung dalam visi misi sekolah? 
Karena saya di sini kan sebagai guru Bahasa Inggris, kalau sekanag itu kan di 
RPP di setiap RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) itu kan di dalam 
RPP itu kan selalu ada AIK atau karakter harus disisipi. Ya itu bagaimana 
kita menciptaka peserta didik itu yang kalau saya Bahasa Inggris maka 
mereka mandirinya dalam pembelajaran itu ya tida ada kayak contek-
mencontek dsb, kalau kreatif ya dalam pembelajaran Bahasa Inggris harus 
sekreatif mungkin, kemudian kalau berprestasinya ya harus kalau di Bahasa 
Ingrris itu ada English club itu tadi. Selain itu kalau yang namanya pendidik 
kan tidak hanya di dalam ruang kelas ya, di luar kelas juga harus menjadi 
pendidik artinya yang namanya mengajarkan mereka itu tidak hanya 
mengajarkan tentang pelajaran saja tapi di luar juga harus diberi contoh 
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bagaimana berakhlak muliah, mandiri, kreatif dan berprestasi, mereka bisa 
mencontoh kita. 
6. Apakah sekolah memberikan penghargaan terhadap prestasi yang diperoleh 
warga sekolah? 
Pasti ada, misalnya ini pak Dadang ini kan kemaren anak didiknya kan beliau 
pelatih tapak suci jadi ada salah satu anaknya yang masuk menjadi juara dua 
O2SN dapat penghargaa sendiri dari sekolah. 
7. Bagaimana metode proses belajar mengajar yang Bapak/ Ibu gunakan? 
Kalau metode pembelajaran itu banyak ya kita kombinasikan. 
8. Bagaimana upaya Bapak/ Ibu dalam menciptakan proses kegiatan belajar 
mengajar yang kondusif? 
Di sini justru para guru-guru muda itu semangat untuk menciptakan 
pembelajaran yang aktif, bagaimana cara membuat mereka menjadi aktif lah 
pokoknya dikegiatan pembelajaran. Jadi kalau misalnya kalau yang 
ditanyakan kondusif pertama kalau jadi guru disini adalah tegas kemudian 
dibarengi dengan metode tadi, metodenya juga harus yang menarik. 
9. Apa saja faktor pendukung dalam PBM? 
Disini itu seperti tadi dari pengajarnya itu hampir semua ya  mungkin cuma 
beberapa yang belum sarjana gitu, kalau selebihnya sudah sarjana. 
10. Apa saja faktor penghambat dalam PBM? 
Mungkin itu sih ada sedikit murid yang agak nakal, itu saja mungkin dari 
peserta didik saja kendalanya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2016 
Pukul  : 10.00-10.30 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Responden : Bu PR 
 
1. Bagaimana peranan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam 
pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar? 
Beliau sangat berperan, karena setiap apapun kebijakan kan memang harus 
satu pintu karena yang bertanggungjawab adalah kepala sekolah. Jadi 
kebijakan yang ada itu banyak mendukung proses pembelajaran, misalkan 
tadi yang saya ceritakan kalau setiap siswa itu menerima buku untuk 
dipinjam, itu juga kebijakan jadi kebijakan yang ada itu untuk 
mengembangkan mutu sekolah. 
2. Bagaimana kerjasama yang terjalin antara guru, komite sekolah dan warga 
sekolah lainnya? 
Semua yang ada di sekolah ini dari atas sampai bawah, dari kepala sekolah 
sampai beliau misalkan tukang parkirnya bersama-sama membangun sesuai 
dengan jobdesk kami masing-masing. 
3. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
Kalau dari saya proses pembelajarannya yang pertama memang ruangan, 
ruangannya sudah cukup. 
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4. Bagaimana kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan kualitas tenaga 
pendidik sekolah? 
Ada semacam pelatihan atau training untuk guru tertentu misalnya kayak 
perpustakaan ada pustakawatinya dan untuk pustakawatinya itu dikursuskan 
atau ditrainingkan bebrapa hari sama yang ahli. Terus untuk guru-gurunya 
nanti kalau misalnya ada pembuatan RPP dsb, Jadi ada semacam pelatihan 
yang mendukung profesionalisme masing-masing karyawan atau guru gitu 
ada tersendiri. 
5. Bagaimana cara membina peserta didik dalam penanaman nilai-nilai yang 
terkandung dalam visi misi sekolah? 
Kalau dalam pelajaran karena yang namanya karakter dan AIK itu ada di 
dalam setiap pembelajaran dan sudah tertera dalam RPP atau silabus. Jadi 
penanaman nilainya kalau guru mata pelajaran setiap dia ngajar itu harus 
memasukkan karakter-karakter yang ada. Jadi misalkan karakter yang sudah 
kita buat di visi misi kita implementasikan diprosesnya diproses pengajaran. 
6. Apakah sekolah memberikan penghargaan terhadap prestasi yang diperoleh 
warga sekolah? 
Secara harfiah ada lah yang namanya penghargaan ketika misalnya 
kegiatannya kok berlangsung dengan sukses ada semacam penghargaan. 
Misalkan ada siswa yang dari ekstra misalnya ekstra tapak suci ada yang 
mampu juara kemarin juara tingkat DIY otomatis guru yang mengampunya 
juga akan mendapatkan penghargaan jadi tidak hanya siswanya aja yang dia 
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ikut lomba dia berhasil tapi guru yang mengampunya juga akan diberi 
penghargaan lah dari sekolah ada. 
7. Bagaimana metode proses belajar mengajar yang Bapak/ Ibu gunakan? 
Metode kita tidak bisa menggunakan satu metode karena namanya di ruangan 
itu kita mestinya mau menggunakan metodenya metode komunikatif tapi 
selama proses pembelajaran itu bisa saja metode itu berganti. Jadi metode 
yang kita pakai itu kita sesuaikan dengan siapa yang kita hadapi dan 
bagaimana situasinya saat itu. 
8. Bagaimana upaya Bapak/ Ibu dalam menciptakan proses kegiatan belajar 
mengajar yang kondusif? 
Pertama memang yang namanya guru harus punya persiapan, persiapan itu 
disesuaikan dengan kondisi karena setiap kelas kondisinya pasti berbeda. 
Persiapan itu kita punya namanya RPP itu tapi bisa dikembangkan, materinya 
tetap sama hanya cara penyampaian perkelas nanti berbeda. 
9. Apa saja faktor pendukung dalam PBM? 
Banyak sekali, semuanya itu faktor pendukung. Kita gak bisa sendirian kan 
ada banyak hal semua yang terlibat semua yang ada di sekolah misalnya ada 
kepala sekolah, ada BK, ada guru, itu menunjang proses pembelajaran. 
10. Apa saja faktor penghambat dalam PBM? 
Kalau kendala masing-masing kelas berbeda, karena kita tidak memandang 
input yang masuk jadi bagaimana dengan input yang ada kita bisa menjadikan 
input itu menjadi output yang baik. 
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TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2016 
Pukul  : 10.30-11.00 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Responden : Ibu AI 
 
1. Bagaimana peranan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam 
pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar? D 
Sangat berperan, karena bapak kepala sekolah kami itu sangat peduli dan 
sangat respek sekali dengan proses pembelajaran yang ada. Misalkanpun 
beliau banyak tugas, banyak kegiatan, banyak acara tapi beliau tetap 
memantau proses pembelajaran itu seperti apa dengan detail dari tiap guru-
gurunya. 
2. Bagaimana kerjasama yang terjalin antara guru, komite sekolah dan warga 
sekolah lainnya? D 
Sangat bagus sekali, apalagi dari interen saja dari guru-gurunya karena kita 
masih muda-muda jadi gurunya itu kompak-kompak sekali, kompak, bagus, 
itu dari interen aja. Yang di luar juga bagus sekali, karena dari pendiri-pendiri 
yang dulu-dulu sampai sekarang masih sering silaturahmi, masih sering 
memantau, seperti itu bagus kerjasamanya. 
3. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? SD 
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Sejauh ini mencukupi ya, karena LCD sudah ada, berbagai macam buku juga 
sudah disediakan diperpustakaan, wifi juga ada kalau misalkan kita butuh 
internet. 
4. Bagaimana kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan kualitas tenaga 
pendidik sekolah? SD 
Banyak sekali yang dilakukan oleh pihak sekolah seperti yang belum lama ini 
kita mengadakan workshop. Kalau yang dilakukan persemester seperti rapat-
rapat dinas untuk peningkatan kualitas atau tiap tahun juga ada yang 
berhubungan dengan keagamaan, ini kan sekolahnya Muhammadiyah ya 
seperti Baitul Arqam kita adakan setahun sekali setiap akhir tahun untuk 
bapak ibu guru, untuk meningkatkan kualitas keimanan bapak ibu guru. 
5. Bagaimana cara membina peserta didik dalam penanaman nilai-nilai yang 
terkandung dalam visi misi sekolah? KS 
Kita mengajar berusaha sesuai dengan visi misi yang ada , jadi disesuaikan 
dengan RPPnya dengan silabusnya, berusaha tidak melenceng dengan RPP 
yang sudah ada. 
6. Apakah sekolah memberikan penghargaan terhadap prestasi yang diperoleh 
warga sekolah?KS 
Iya, contohnya setiap nanti setelah mendapatkan kejuaraan atau apa nanti kita 
ada penghargaan dari sekolah entah itu bentuknya apa tapi tetap ada. 
7. Bagaimana metode proses belajar mengajar yang Bapak/ Ibu gunakan? M 
Bermacam-macam tergantung dengan KD yang akan kita berikan, ada inquiry 
ada penugasan tergantung KDnya. 
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8. Bagaimana upaya Bapak/ Ibu dalam menciptakan proses kegiatan belajar 
mengajar yang kondusif? M 
Ya pada awalnya kita masuk kelas berupaya untuk agar anak itu nyaman 
terlebih dahulu mereka akan mudah kita berikan pengarahan, jadi tidak 
langsung menegangkan ya proses pembelajarannya, santai dulu tapi dalam 
santai itu kita tetap tertib. 
9. Apa saja faktor pendukung dalam PBM? F 
Sarana prasarananya sudah cukup bagus dan memadai. 
10. Apa saja faktor penghambat dalam PBM? F 
Kendalanya biasanya dari anak sendiri karena ada beberapa anak yang 
backgroundnya itu dari keluarganya itu kurang harmonis atau seperti broken 
home itu sangat mempengaruhi dia di sekolah. 
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TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2016 
Pukul  : 15.00-15.30 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Responden : Pak AR 
 
1. Bagaimana peranan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah dalam 
pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar? 
Kepala sekolah levelnya kebijakan jadi beliau yang menentukan misalkan 
beliau minta tolong sama bagian kurikulum guru ini dibagian apa-apa, kayak 
pelajaran IPA misalkan kan ada kelas satu dia tiga nanti disesuaikan dengan 
mungkin jam terbangnya masing-masing guru. Ada jadwal rutin supervisi 
disini tiga bulan sekali itu ada yang masuk kelas jadi ada teamnya, guru yang 
lebih senior nanti masuk kelas untuk mensupervisi setiap guru yang ngajar. 
2. Bagaimana kerjasama yang terjalin antara guru, komite sekolah dan warga 
sekolah lainnya? 
Kalau tentang kerjasama guru mungkin levelnya masing-masing guru 
mungkin karena punya job deskription masing-masing ya kita ini aja ya 
sesuai dengan apa yang ada tapi artinya namanya kerukunan tadi kan tidak 
selalu dalam hal yang formal bisa juga dalam hal informal kita keakrabannya 
malah dari situ bisa terbangun. 
3. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
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Disini kalau misalkan pembelajaran di kelas kan misalnya pakai proyektor, 
disini sudah ada cuma masih terbatas dibeberapa kelas saja jadi belum semua 
kelas ada kemudian ada satu disediakan di mushola itupun kadang gantian. 
4. Bagaimana kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan kualitas tenaga 
pendidik sekolah? 
Kalau disini sudah banyak hal yang dilakukan ya mulai dari mungkin dari 
perangkat pembelajaran kemudian kita kemarin baru aja kita ada acara untuk 
perangkat pembelajaran jadi supaya diseragamkan mulai dar RPP, silabus, 
kemudain ya banyak yang terkait dengan perangkat ya nah itu diseragamkan. 
Biasanya satu tahun sekali kayak semacam jadi muatannya ada outbondnya 
kita nginep nanti ada  semacam pengajian namanya kalau disini Baitul Arqam 
jadi kita nginep semalam ada materinya terus ada muatan outbondnya diikuti 
oleh semua bapak ibu guru dan karyawan karyawati. 
5. Bagaimana cara membina peserta didik dalam penanaman nilai-nilai yang 
terkandung dalam visi misi sekolah? 
Kalau kita di kelas ya sesuai dengan kapasitas kita dikelas yang penting enak 
bisa nyaman, kayak saya kan dibidang IPA tapi IPA-pun kita arahkan karena 
kita disekolah berbasiskan islam artinya kita mendekatkan misalkan IPA bisa 
diarahkan agar mereka juga itu semua ciptaan dari Allah, banyak kalau di IPA 
misalkan kita belajar tentang sistem gerak, belajar tentang sistem pencernaan 
itu kan artinya itu juga nikmat yang perlu disyukuri itu kan sudah secara tidak 
langsung ada muatan religiusitasnya. 
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6. Apakah sekolah memberikan penghargaan terhadap prestasi yang diperoleh 
warga sekolah? 
Kalau dia bisa mendapatkan prestasi pasti kan ada yang mendukung dia ikut 
lomba atau pembinanaan kemudian kalau dia sudah bisa meraih yang 
diinginkan artinya dia juga membawa nama sekolah kita, ada juga 
penghargaan dari sekolah bisa dalam bentuk materi mungkin bisa juga dalam 
bentuk pujian jadi misalkan kita ada upacara nanti diumumkan itu kan 
semacam penghargaan juga kayak supaya anak dan yang lainnya juga 
termotivasi. 
7. Bagaimana metode proses belajar mengajar yang Bapak/ Ibu gunakan? 
Kalau bisa divariasi, kita kan metodenya dimulai dengan demonstrasi, 
demonstrasi itu kan bisa misalkan nanti dalam pembelajaran apa yang 
memang tidak memungkinkan semua anak itu mencoba kan didemonstrasikan 
cukup jadi paling tidak anak itu melihat mungkin ada salah satu maju 
kedepan mencoba bisa juga dalam bentuk eksperimen yang nanti buat 
modelnya perkelompok. Ya seperti itu untuk variasinya. 
8. Bagaimana upaya Bapak/ Ibu dalam menciptakan proses kegiatan belajar 
mengajar yang kondusif? 
Dari awal kita buat kesepakatan sama anak-anak jadi misalkan nanti ada anak 
yang rame nanti konsekuansinya apa, misalkan wali kelas kan berhak 
mengontrol anak-anak dari kehadirannya dsb misalkan mereka tidak masuk 
tanpa ijin konsekuensinya apa, dari kesepakan awal dari mereka. Kita 
mencoba tidak ada unsur pemaksaan tapi anak itu diajak untuk berfikir lebih 
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bertanggungjawab artinya ini kan masa SMP, anak SMP kan anak SD juga 
masih susah juga. 
9. Apa saja faktor pendukung dalam PBM? 
Ya kalau saya lihat dari anak-anaknya sendiri juga semangat. 
10. Apa saja faktor penghambat dalam PBM? 
Banyak ya mbak, misalkan tadi dari sarana-prasarana, kemudian bisa dari 
waktunya yang tidak memungkinkan karena kadang kita gak tahu ya yang 
seharusnya bisa diselesaikan kapan. 
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TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2016 
Pukul  : 11.00-11.30 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Responden : DM 
 
1. Bagaimana penilaian saudara terhadap kepala sekolah, guru serta karyawan 
disini? 
Baik-baik semua. 
2. Apa visi dan misi SMP Muhammadiyah 1 Depok? 
Berakhlak Mulia, Mandiri, Kreatif, dan Berprestasi itu mbak. 
3. Bagaimana proses belajar mengajar di dalam kelas yang anda ikuti? 
Saya nyaman, karena gurunya yang ngajak bermain ada permainan, kalau kita 
bosen diajak main tapi tentang pelajaran. 
4. Metode proses belajar mengajar seperti apa yang saudara sukai? 
Lebih suka kalau gurunya jalan-jalan, ada yang merhatiin sama anak-anak, 
terus gurunya itu peduli kalau ada yang tidak bawa buku suruh pinjem atau 
suruh gabung gitu. 
5. Apakah ada kegiatan wajib yang harus diikuti oleh siswa kecuali proses 
proses belajar mengajar di dalam kelas? 
HW sama Tapak Suci untuk kelas VII, kalau kelas VIII sama IX ada les UN. 
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6. Apakah sekolah memberikan dukungan kepada siswa untuk mengikuti 
perlombaan-perlombaan? 
Sekolah dukung banget. Kasih motivasi, terus kalau misalnya ada yang mau 
lomba kita disuruh belajar dulu, guru-guru ada yang membantu buat 
belajarnya itu, jadi dibantu sama guru didampingi sama guru. Kalau misalnya 
mau lomba apa gitu, lomba basa Jawa nanti ada guru bahasa Jawa yang 
ngatur itu. 
7. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
Cukup baik, cukup bagus, ada semua. 
8. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah/PBM? 
Gurunya selalu memberi motivasi dan juga selalu memperhatikan serta 
membantu murid saat tidak paham materi pelajaran, selain itu kalau kita 
bosan belajar dikelas guru kita ngajak bermain tapi berkaitan dengan 
pelajaran atau kadang-kadang juga nonton film di mushola tetang materi kita 
belajar. Teman-teman sekelas juga mendukung, fasilitas sekolah sudah 
lengkap jadi bisa membantu kami dalam proses belajar mengajar. 
9. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah/PBM? 
Kalau kelasnya baru rame, gak ada gurunya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2016 
Pukul  : 11.30-12.00 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Responden : SF 
 
1. Bagaimana penilaian saudara terhadap kepala sekolah, guru serta karyawan 
disini? 
Baik-baik mbak. 
2. Apa visi dan misi SMP Muhammadiyah 1 Depok? 
Berakhlak Mulia, Mandiri, Kreatif, dan Berprestasi itu mungkin. 
3. Bagaimana proses belajar mengajar di dalam kelas yang anda ikuti? 
Saya bisa mengikuti, pelajarannya gak tegang. 
4. Metode proses belajar mengajar seperti apa yang saudara sukai? 
Pelajarannya itu tidak tegang, jadi ada peregangan-peregangan kayak games-
games gitu.  
5. Apakah ada kegiatan wajib yang harus diikuti oleh siswa kecuali proses 
proses belajar mengajar di dalam kelas? 
Ada, tapi itu untuk kelas VII itu  HW sama tapak suci, VIII itu les UN setiap 
hari senin sama selasa. 
6. Apakah sekolah memberikan dukungan kepada siswa untuk mengikuti 
perlombaan-perlombaan? 
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Dukung, sangat dukung. Difasilitasi, ada guru pembimbingnya, ada guru yang 
khusus yang pakarnya gitu. 
7. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
Disini kurang laboratorium komputer sama laboratorium IPA, soalnya 
ruangannya baru ada pembangunan. 
8. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah/PBM? 
Guru yang ramah, teman yang memotivasi dan juga ruang kelas yang 
nyaman. 
9. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah/PBM? 
Kalau kelasnya baru rame, gak ada gurunya. 
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TRANSKRIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI 
Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2016 
Pukul  : 12.00-12.30 
Tempat : SMP Muhammadiyah 1 Depok 
Responden : NN 
 
1. Bagaimana penilaian saudara terhadap kepala sekolah, guru serta karyawan 
disini? 
Menurut saya, kepala sekolah, guru-guru bisa mendidik saya dengan baik. 
2. Apa visi dan misi SMP Muhammadiyah 1 Depok? 
Berakhlak Mulia, Mandiri, Kreatif, dan Berprestasi, itu. 
3. Bagaimana proses belajar mengajar di dalam kelas yang anda ikuti? 
Proses belajar di dalam kelas yang saya ikuti cukup baik dan teman-teman di 
kelas juga mudah dikondisikan, guru juga menjelaskan materi dengan baik 
sehingga mudah dipahami. 
4. Metode proses belajar mengajar seperti apa yang saudara sukai? 
Saya suka pelajaran di kelas yang dibuat santai saja.  
5. Apakah ada kegiatan wajib yang harus diikuti oleh siswa kecuali proses 
proses belajar mengajar di dalam kelas?  
Mungkin kegiatannya ekstra-ekstra, yang wajib itu pramuka. 
6. Apakah sekolah memberikan dukungan kepada siswa untuk mengikuti 
perlombaan-perlombaan? 
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Sekolah selalu memberi dukungan kepada siswa dalam bentuk apapun selama 
itu kegiatan yang positif. 
7. Bagaimana keadaan sarana prasarana sekolah? 
Keadaan sarana dan prasarana sejauh ini baik. 
8. Apa saja faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah/PBM? 
Pelajaran mudah dimengerti. 
9. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah/PBM? 
Ada beberapa pelajaran yang mungkin sulit untuk dimengerti. 
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Lampiran 6. Sarana Prasarana SMP Muhammadiyah 1 Depok  
 
1. Jenis Ruang Dan Kondisi 
No  Jenis Ruang Ukuran Jumlah Kondisi 
1.  Ruang Kelas 8 x 7 12 10 ruang 
Baik 
2 ruang atap 
miring dan 
bocor 
2.  R. Laboratorium 8 x 7 1 Cukup 
3.  R. Komputer 4 x 5 1 Cukup 
4.  R. Ketrampilan 8 x 7 1 Cukup 
5.  R. Perpustakaan 8 x 7 1 Baik 
6.  R. Osis 4 x 4 1 Cukup 
7.  R. UKS 4 x 4 1 Cukup 
8.  R. Kepala 
Sekolah 
8 x 4 1 Baik 
9.  R. Guru 8 x 7 1 Baik 
10.  R. Tata Usaha 8 x 5 1 Baik 
11.  R. BP / BK 6 x 3 1 Cukup 
12.  R. KM / WC / 
Guru 
2 x 2 2 Baik 
13.  R. KM / WC / 
siswa 
2 x 2 4 Cukup 
14.  Gudang 8 x 6 2 Cukup 
15.  Tempat 
Kendaraan Guru 
12 x 2,5 1 Cukup 
16.  Tempat 
Kendaraan siswa 
12 x 5 1 Cukup 
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2. Buku dan Alat Pendidikan 
a. Keadaan Buku Tahun ajaran 2007/2008 
 
No 
 
Mata Pelajaran 
Pegangan Guru Teks Siswa Penunjang 
Jml 
Judul 
Jml 
Eks 
Jml 
Judul 
Jml 
Eks 
Jml 
Judul 
Jml 
Eks 
1. PPKn 2 8 3 323   
2. Pendidikan Agama 
Islam 
3 9 3 90   
3. Bahasa Indonesia 3 6 3 390   
4. Matematika 3 9 3 330   
5. IPA Fisika 3 6 3 308   
6. IPA Biologi 3 6 3 264   
7. IPS Sejarah 4 6 3 320   
8. IPS Geografi 3 8 3 320   
9. UIS Ekonomi 3 6 3 365   
10. Bahasa Inggris 3 5 3 370   
11. Bahasa Jawa       
12. Administrasi       
13. PKK       
14. Penjaskes 3 6 3 6   
15. dll 6 10 3 3   
 
b. Keadaan alat pendidikan 
No Mata Pelajaran Peraga ( set ) Pratik ( set ) Media ( set ) 
1. PPKn    
2. Pendidikan agama Islam 5   
3. Bahasa Indonesia 3   
4. Matematika 4   
5. IPA Fisika    
6. IPA Biologi    
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7. IPS Sejarah    
8. IPS Geografi 6   
9. UIS Ekonomi    
10. Bahasa Inggris 3   
11. Bahasa Jawa    
12. Administrasi    
13. PKK    
14. Penjaskes    
15. dll  7  
 
c. Sarana Penunjunjang kegiatan pembelajaran 
No Jenis sarana Rasio 
Kondisi 
Baik Rusak 
1. Kursi siswa 110 √  
2. Meja siswa 55 √  
3. Kursi guru 5 √  
4. Meja guru 5 √  
5. Lemari 3 √  
6. Papan panjang 3 √  
7. Papan tulis 5 √  
8. Tempat sampah 4 √  
9. Tempat cuci tangan 1 √  
10. Jam dinding 5 √  
11. Soket listrik 2 √  
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3. Sarana Ruang Perpustakaan 
No Jenis Rasio 
Kondisi 
Baik Rusak 
Buku    
1. Buku teks pelajaran 5.895 buah/sekolah √  
2. Buku panduan guru 150 buah/sekolah √  
3. Buku pengayaan 105 buah/sekolah √  
4. Buku referensi 321 buah/sekolah √  
5. Sumber belajar lain 10 buah/sekolah √  
Perabot    
6. Rak buku 5 √  
7. Rak majalah - -  
8. Rak surat kabar - -  
9. Meja baca 5 √  
10. Kursi baca 6 √  
11. Kursi kerja 2 √  
12. Meja kerja 2 √  
13. Lemari catalog 6 √  
14. Lemari 1 √  
15. Papan pengumuman 1 √  
16. Meja multimedia - -  
Media pendidikan    
16. Peralatan multimedia 1 √  
Perlengkapan lain    
17. Buku inventaris 1 √  
18 Tempat sampah 1 √  
19. Soket listrik 2 √  
18. Jam dinding 1  √ 
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4. Koleksi buku teks pelajaran yang telah ditetapkan dengan 
Permendiknas 
No. Judul buku Jumlah Jumlah menurut kondisi 
Baik Rusak 
1. Matematika VII, 
VIII,  dan IX 
120 √  
2. Bahasa Indonesia 
VII, VIII, dan IX 
120 √  
3. Bahasa Inggris VII, 
VIII, dan IX 
120 √  
4. IPA VII, VIII, dan IX 120 √  
5. IPS VII, VIII, dan IX 120 √  
 Jumlah 600 √  
 
5. Pemakaian buku teks yang telah ditetapkan Permendiknas  
dalam proses pembelajaran 
No. Mata Pelajaran Kelas 
1. Matematika VII 
2. Matematika VIII 
3. Matematika IX 
4. IPA VII 
5. IPA VIII 
6. IPA IX 
7. Bahasa Indonesia VII 
8. Bahasa Indonesia VIII 
9. Bahasa Indonesia IX 
 
6. Ruang laboratorium IPA  
a. luas laboratorium IPA 56 m
2  
 
b. rasio laboratorium IPA 2,8 m
2
/siswa 
c. jenis peralatan laboratorium IPA sebagai berikut 
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No. Jenis Rasio Jumlah 
menurut 
kondisi 
Perabot  Baik Rusak 
1 Kursi 1 buah/ siswa 
dan  
1 buah/ guru 
√  
2 Meja peserta didik 2 buah/ 5 
siswa 
√  
3 Meja demonstrasi 1 buah/lab √  
4 Meja persiapan 1 buah/lab √  
5 Lemari alat 5 buah/lab √  
6 Lemari bahan 1 buah/lab √  
7 Bak cuci 2 buah /lab √  
Peralatan Pendidikan    
Alat Peraga:    
8 Model dinding: Penampang melintang daun  1 buah/lab √  
9 Model dinding: Sel hewan dan tumbuhan 1 buah/lab √  
10 Model dinding: Penampang melintang 
batang 
1 buah/lab √  
11 Model dinding: Spermatogenesis 1 buah/lab √  
12 Model dinding: Pembelahan 2 buah/lab √  
13 Model kerangka manusia 1 buah/lab √  
14 Torso wanita bertutup tanpa kepala 1 buah/lab √  
15 Torso wanita tak bertutup tanpa kepala 1 buah/lab √  
16 Torso manusia tanpa kepala 2 buah/lab √  
17 Model hati  1 buah/lab  √ 
18 Model jantung  2 buah/lab √  
19 Model mata 2 buah/lab √  
20 Model otak  1 buah/lab √  
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21 Model telinga 2 buah/lab √  
22 Carta: hukum Mendel  2 buah/lab √  
23 Carta: perkembangbiakan tumbuhan 
generatif 
1 buah/lab √  
24 Carta: perkembangbiakan tumbuhan 
vegetatif 
1 buah/lab √  
25 Carta: perkembangbiakan generatif hewan 
tingkat tinggi 
1 buah/lab √  
26 Carta: sistem saraf manusia 2 buah/lab √  
27 Carta: sistem peredaran darah manusia  2 buah/lab √  
28 Carta: sistem pencernaan manusia 2 buah/lab √  
29 Carta: sistem ekskresi manusia 1 buah/lab √  
30 Carta: sistem pernafasan manusia 1 buah/lab √  
31 Carta: sistem Anatomi tubuh tumbuhan  1 buah/lab √  
32 Carta: otot tubuh manusia 2 buah/lab √  
33 Carta: organisasi kehidupan 1 buah/lab √  
34 Carta: rangka manusia 1 buah/lab √  
35 Carta: metode penyerbukan 2 buah/lab √  
36 Carta: alat indra manusia 1 buah/lab √  
37 Carta: pertumbuhan dan perkembangan 
manusia 
1 buah/lab √  
38 Carta: metamorfosis serangga 1 buah/lab √  
39 Carta: sistem alat reproduksi manusia 1 buah/lab √  
40 Carta: epistasis/hipostasis 1 buah/lab √  
41 Carta: sejarah manusia 2 buah/lab √  
42 Carta: molekul ADN dan ARN 1 buah/lab √  
43 Carta: bentuk- bentuk virus 2 buah/lab √  
44 Carta: bentuk- bentuk bakteri 2 buah/lab √  
45 Carta: sistem koordinasi tubuh manusia 1 buah/lab √  
46 Carta: sistem periodik unsur 1 buah/lab √  
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47 Carta: penyerbukan/pembuahan (fertilisasi) 1 buah/lab √  
48 Kartu binatang 2 set/lab √  
49 Kartu tumbuhan 2 set/lab √  
50 KIT Bryophyta 1 set/ lab √  
51 KIT Pteridophyta 1 set/ lab √  
52 KIT Gymnospermae 1 set/ lab √  
53 Buku panduan penggunaan alat biologi 3 buah/lab √  
54 KIT Mekanika 8 unit/lab 5 3 
55 KIT Hidrostatika dan panas 3 unit/lab √  
56 KIT Optika  8 unit/lab 5 3 
57 KIT Listrik dan magnet 4 unit/lab √  
58 Catu daya  3 buah/lab √  
59 Kaki tiga 1 buah/lab √  
60 Multimeter  2 buah/lab √  
61 Tabung penyaringan 3 buah/lab √  
62 Cermin datar lipat dengan busur 3 buah/lab √  
63 Basic meter 6 buah/lab √  
64 Model tata surya 1 buah/lab √  
65 Model gerhana bulan dan matahari 1 buah/lab √  
66 Termometer alkohol 4 buah/lab √  
67 Lup  6 buah/lab √  
68 Mikrometer sekrup 8 buah/lab √  
69 Tuning forkset 1 set/lab √  
70 Klem universal 3 buah/lab √  
71 Multitester  4 buah/lab √  
72 Model molekul 1 set/lab √  
73 Jenis batuan  1 set/lab √  
74 Neraca 4 lengan 7 buah/lab √  
75 Power supply 5 buah/lab √  
76 Perangkat alat bedah 1 set/lab √  
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77 Kotak genetika 3 buah/lab √  
78 Respirometer  3 buah/lab √  
79 Lumpang dan alu 3 set/lab √  
80 Pelat/ lempeng tetes 3 buah/lab √  
81 Tabung reaksi kecil 3 buah/lab √  
82 Tabung reaksi sedang 37 buah/lab √  
83 Tabung reaksi panjang 2 buah/lab √  
84 Tabung reaksi besar 1 buah/lab √  
85 Penjepit tabung reaksi 1 set/lab √  
86 Sikat tabung reaksi 13 buah/lab √  
87 Rak tabung reaksi 6 buah/lab √  
88 Vaseline/ Vaselin, T 500 gr √  
89 Sodium Hydroxide/ Natrium Hidroksida, 
NaOH, T 
500 gr √  
90 Kertas lakmus merah dan biru 3 set/lab √  
91 Biuret, T, 500 ml 500 ml √  
92 Benedict 500 ml √  
93 Lugol 250 ml √  
94 Kapur Tohor 2 kg √  
95 Auksanometer 1 buah/lab √  
96 Cawan Petri 3 buah/lab √  
97 Pipet Tetes 20 buah/lab √ 3 
98 Gelas Kimia, 100 ml 8 buah/lab √  
99 Gelas Kimia 250 ml 7 buah/lab √  
100 Gelas Kimia 1000 ml 3 buah/lab √  
101 Labu Erlenmeyer 100 ml 2 buah/lab √  
102 Labu Erlenmeyer 250 mL 8 buah/lab √  
103 Sumbat Karet Besar, 2 Lubang, 6 buah/lab √  
104 Sumbat karet 1 lubang 6 buah/lab √  
105 Silinder Ukur 25 ml 2 buah/lab √  
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106 Silinder Ukur 250 ml 3 buah/lab √  
107 Kaca Arloji 3 buah/lab √  
108 Corong Kaca 3 buah/lab √  
109 Batang Pengaduk,  Kaca 6 buah/lab √  
110 Pembakar Spiritus,  Kaca 4 buah/lab √  
111 Kertas Saring 300 lembar/lab √  
112 Pipa Y panjang 3 buah/lab √  
113 Pipa L 12 buah/lab √  
114 Kuadrat, dapat dilipat 3 buah/lab √  
115 Statif   3 buah/lab √  
116 Boss Head 3 buah/lab √  
117 Mikroskop cahaya 3 buah/lab √  
118 Mikroskop Stereo 6 buah/lab √  
119 Mikroskop digital 1 buah/lab √  
120 Perangkat Pemeliharaan Mikroskop 1 set/lab √  
121 Preparat Kering, Tulang Rawan Hyalin 2 buah/lab √  
122 Preparat Kering, Tulang Keras 2 buah/lab √  
123 Preparat Kering, Batang Dikotil 2 buah/lab √  
124 Preparat Kering, Batang Monokotil 2 buah/lab √  
125 Preparat kering, akar dikotil 2 buah/lab √  
126 Preparat Kering, Akar Monokotil 2 buah/lab √  
127 Preparat Kering, Daun dikotil 2 buah/lab √  
128 Preparat Kering Daun Monokotil 2 buah/lab √  
129 Preparat Kering Mamalia, Otot Lurik 2 buah/lab √  
130 Preparat Kering Mamalia, Otot Polos 2 buah/lab √  
131 Preparat Kering Mammalia, Otot Jantung 2 buah/lab √  
132 Preparat Kering , Sel Darah Merah 2 buah/lab √  
133 Preparat Kering , Sel Darah Putih 2 buah/lab √  
134 Preparat Kering Paramaecium 2 buah/lab √  
135 Preparat kering Hydra 2 buah/lab √  
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136 Preparat kering Spirogyra 2 buah/lab √  
137 Preparat kering Jamur aspergillus 2 buah/lab √  
138 Kotak Penyimpanan Preparat 1 buah/lab √  
139 Kaca Benda 3 pak/lab √  
140 Kaca Penutup (pak isi 50) 3 pak/lab √  
Media Pendidikan    
141 Papan tulis 1 buah/lab √  
142 LCD 1 buah/lab √  
Perlengkapan lain    
143 Soket listrik 1 buah/lab √  
144 Alat pemadam kebakaran - -  
145 Peralatan P3K 1 buah/lab √  
146 Tempat sampah 1 buah/lab √  
147 Jam dinding 1 buah/lab √  
 
7. Sarana ruang pimpinan 
Luas ruang pimpinan adalah: 32 m
2
 ( 8 x 4) 
No. Jenis Rasio Kondisi 
Baik Rusak 
1 Kursi pimpinan 1 √  
2 Meja pimpinan 1 √  
3 Kursi dan meja tamu 6 √  
4 Lemari 2 √  
5 Papan statistik 8 √  
6 Simbol kenegaraan - -  
7 Tempat sampah 1 √  
8 Jam dinding 1 √  
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8. Sarana ruang guru 
Luas ruang guru adalah: 64 m
2
 ( 8 x 8 ) 
No. Jenis Rasio Kondisi 
Baik Rusak 
1 Kursi kerja 26 √  
2 Meja kerja 12 √  
3 Lemari 4 √  
4 Kursi tamu 5 √  
5 Papan statistik 8 √  
6 Papan pengumuman 1 √  
7 Tempat sampah 1 √  
8 Tempat cuci tangan  1 √  
9 Jam dinding 1 √  
 
9. Sarana ruang tata usaha 
Luas ruang tata usaha adalah: 28 m
2    
( 8 x 3,5 ) 
No. Jenis Rasio Kondisi 
Baik Rusak 
1 Kursi kerja 4 √  
2 Meja kerja 4 √  
3 Lemari 5 √  
4 Papan statistik 5 √  
5 Mesin ketik/ komputer 4 2 2 
6 Tempat cuci tangan 1 1  
7 Filing kabinet - -  
8 Brankas 1 √  
9 Telepon 1 √  
10 Jam dinding 1 √  
11 Soket listrik 2 √  
12 Penanda waktu 1 √  
179 
 
13 Tempat sampah 1 √  
 
10. Sarana tempat ibadah 
Luas tempat beribadah : 112 m
2
 (14 x 8 ) 
No. Jenis sarana Jumlah Kondisi 
Baik Rusak 
1 Lemari/ rak 1 √  
2 Perlengkapan ibadah 16 √  
3 Jam dinding 1 √  
 
11. Sarana ruang konseling 
Luas ruang konseling adalah: 20 m
2
 (8 x 2,5 ) 
No. Jenis Rasio Kondisi 
Baik Rusak 
1 Meja kerja 2 √  
2 Kursi kerja 2 √  
3 Kursi tamu 6 √  
4 Lemari 3 √  
5 Papan kegiatan 7 √  
6 Instrumen konseling 3 √  
7 Buku sumber 1 
set/ruang 
√  
8 Media pengembangan kepribadian 2 √  
9 Jam dinding 1  √ 
 
12. Sarana ruang UKS/M 
Luas ruang UKS/M adalah: 16 m
2
 
No. Jenis Rasio Kondisi 
Baik Rusak 
1 Tempat tidur 1 √  
2 Lemari 1 √  
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3 Meja 1 √  
4 Kursi 4 √  
5 Catatan kesehatan siswa    
6 Perlengkapan P3K 1set/ruang √  
7 Tandu - -  
8 Selimut 1 √  
9 Tensimeter 1 √  
10 Termometer badan 1 √  
11 Timbangan badan 1 √  
12 Pengukur tinggi badan - - - 
13 Tempat sampah 1 √  
14 Tempat cuci tangan  1 √  
15 Jam dinding 1 √  
 
13. Sarana ruang organisasi kesiswaan 
Luas ruang organisasi kesiswaan adalah: 16 m
2
 
No. Jenis Rasio Kondisi 
Baik Rusak 
1 Meja  2 √  
2 Kursi  4 √  
3 Papan tulis 1 √  
4 Lemari 1 √  
5 Jam dinding - - - 
 
14. Sarana jamban 
Jumlah jamban 5 buah. 
No. Jenis Rasio Kondisi 
Baik Rusak 
1 Kloset jongkok 5 4 1 
2 Tempat air 5 4 1 
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3 Gayung 4 4 - 
4 Gantungan pakaian - - - 
5 Tempat sampah 1 1 - 
 
15. Sarana gudang 
Luas gudang adalah: 20 m
2
 
No. Jenis Rasio Kondisi 
Baik Rusak 
1 Lemari 3 √  
2 Rak - - - 
 
16. Sarana ruang bermain/tempat berolahraga 
Luas ruang bermain/ tempat berolahraga adalah: 340 m
2
 ( 20 x 17 ) 
No. Jenis Jumlah Kondisi 
Baik Rusak 
1 Tiang bendera 1 √  
2 Bendera 1 √  
3 Peralatan bola voli 1 set/sekolah √  
4 Peralatan sepak bola 1 set/sekolah √  
5 Peralatan bola basket 1 set/sekolah √  
6 Peralatan senam 1 set/sekolah √  
7 Peralatan atletik 1 set/sekolah √  
8 Peralatan budaya 1 set/sekolah √  
9 Peralatan ketrampilan 1 set/sekolah √  
10 Pengeras suara 2 buah/sekolah √  
11 Tape recorder 1 buah/sekolah √  
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Lampiran 7. Dokumentasi Foto 
 
 
Tampak depan ruang kepala sekolah 
 
 
Tampak depan ruang tata usaha 
 
 
Tempat Parkir  
 
 
 
 
 
Mushola 
 
 
Kamar mandi 
 
 
Piala kejuaraan  
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Guru piket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perpustakaan 
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Lampiran 9. Surat-surat Perizinan 
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